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Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
menyatakan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) wajib melakukan
pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan,
BUMN, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan
arsip statis oleh ANRI bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai
bukti pertanggungjawaban nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Arsip statis di ANRI merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan
penelitian, dan sumber pengetahuan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses arsip
statis, khazanah arsip statis di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah
kearsipan. Berkaitan dengan hal itu, maka Direktorat Pengolahan ANRI pada Tahun
Anggaran 2023 melaksanakan penyusunan Inventaris Arsip Departement van
Binnenlandsch Bestuur: Serie Grote Bundel 1862-1960 yang menggambarkan informasi
berbagai urusan yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri masa Hindia Belanda

yang beberapa arsipnya memberkas hingga masa Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyusunan inventaris arsip ini belum sempurna. Namun
inventaris arsip ini dapat digunakan untuk mengakses arsip Departement van
Binnenlandsch Bestuur: Serie Grote Bundel 1862-1960 yang disimpan di ANRI dalam
rangka pelayanan publik.

Kami sampaikan banyak terima kasih kepada segenap Pimpinan ANRI, anggota
tim, dan semua pihak yang telah membantu penyusunan inventaris arsip ini. Semoga
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemunduran Perusahaan Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost-Indische
Compagnie, VOC (1602-1799) akibat persaingan dagang, peperangan dan korupsi yang
meluas, mengakibatkan hilangnya sebagian besar imperium perdagangan Belanda yang
terbentang dari Afrika Selatan, sepanjang pantai Afrika Timur, anak benua India,
kepulauan Nusantara hingga Jepang.* Proses kolonialisasi formal di kepulauan Indonesia
dimulai dengan pengambilalihan secara bertahap wilayah-wilayah yang dikuasai VOC
oleh Pemerintah Belanda pada 1799 - 1808 (Republik Bataaf di bawah penguasa
demokratik), 1808 — 1811 (Kerajaan Belanda di bawah Perancis), dan kemudian dikuasai
Inggris (British Interregnum, 1811-1816), dan kian menampakkan bentuk kekuasaannya
di nusantara pada pertengahan abad ke- 19.?

Dalam proses yang panjang, pembentukan negara kolonial Hindia Belanda (Pax
Neerlandica) berlangsung secara eksternal dan internal. Penegasan secara eksternal
berlangsung selama abad ke-19 melalui serangkaian perjanjian perbatasan yang beririsan
dengan penguasa kolonial Inggris, Spanyol, Portugis, dan Jerman di kawasan Asia
Tenggara dan Pasifik, dan secara internal, perjanjian-perjanjian politik dengan kerajaan-
kerajaan independen Nusantara ke dalam hegemoni Belanda yang diselesaikan secara
bertahap melalui jalur militer maupun diplomatik. Setelah mengamankan wilayah-wilayah
Nusantara ke dalam kekuasaan, administrasi pemerintahan kolonial diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan ekonomi ekstraktif-eksploitatif melalui sistem tanam-paksa

! Di sini Jepang bukan sebagai wilayah jajahan Belanda tetapi sebagai salah satu kantor dagang VOC,
tepatnya di kota Nagasaki. Keterangan tersebut sudah dijelaskan di awal kalimat, "...hilangnya sebagian
besar imperium perdagangan Belanda...". Mengenai sejarah hubungan Kekaisaran Jepang dan Belanda
melalui VOC dapat baca selengkapanya di: Abdul Wahid, The Dutch’s ‘Floating Life’ On Deshima Island:
A Gloomy Side Of Dutch-Japan Relationship During The Tokugawa Periode, 1715-1790” Jurnal Kajian
Wilayah Vol.6 No.l, 2015, Jakarta: Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia, him.2.

2 pada 1795 Pangeran Oranye, stadhouder atau penguasa Belanda diturunkan dari jabatannya melalui
revolusi oleh para pemimpin gerakan demokratik. Di saat yang sama, pasukan Republik Bataaf kalah
perang dari Perancis. Akibatnya Pangeran Oranye meminta perlindungan Inggris. Sementara itu,
pemerintah Belanda yang di bawah pemimpin demokratik menyepakati persekutuan dengan Perancis.
Sehingga sejak 1796-1810 Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Meski begitu, pemindahan
kekuasaan di Hindia Belanda tidak serta merta terjadi. Pada 1796 para Direktur kompeni menyerahkan
adminitrasi VOC pada pemerintah Belanda melalui Komite Urusan Hindia Timur. Melalui penyerahan
tersebut pemerintah Belanda memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian dagang VOC pada 31
Desember 1799. Baru setelah Louis Napoleon menjadi Raja di Belanda tahun 1806, serta mengirim H.W.
Daendels untuk berkuasa sejak 1808, secara resmi Hindia Belanda merupakan bagian dari Perancis. Baca
selengkapnya di: Bernard H.M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, 2018, Jakarta: KPG (Kepustakaan
Populer Gramedia), him.220-226.)
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(cultuurstelsel, 1830- 1870). Ekstraktif dalam hal menguras secara ekstra baik sumber
daya alam maupun sumber daya manusia demi tujuan eksploitasi ekonomi. (Howard W.
Dick, 2002, him.75)

Penegasan kekuasaan secara langsung ditunjukkan oleh Gubernur Jenderal
Herman Willem Daendels (selanjutnya disebut H.W. Daendels, berkuasa pada tahun
1808-1811) dengan membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten
(gewesten).® Pada periode kekuasaan Inggris, Thomas Stamford Raffles (berkuasa pada
1811-1815, dan selanjutnya disebut T.S. Raffles) membagi Jawa ke dalam 17 wilayah
karesidenan,* serta menghapuskan batas-batas wilayah tradisional.® Setelah itu,
menempatkan pejabat Eropa di samping penguasa lokal di bawah kendali langsung
Batavia secara terpusat melalui sistem gaji (Sutherland, 1983: 35).

Pembagian wilayah administrasi tersebut pada akhirnya dapat dikaitkan secara
langsung dengan upaya pengelolaan ekonomi pemerintah kolonial (cultuurstelsel) yang
berlangsung mulai periode 1830-1870, yaitu sedari masa Gubernur Jenderal Johannes van
den Bosch (berkuasa pada tahun 1830-1833) sampai masa Gubernur Jenderal Pieter Mijer
(berkuasa pada tahun 1866-1872).% Eksploitasi kolonial melalui penanaman secara paksa
komoditas-komoditas perkebunan yang laku di pasaran dunia seperti tebu, kopi, dan
indigo, berlangsung dengan melibatkan penguasa lokal dan diadministrasikan secara
birokratis melalui lembaga Directie der Cultures en Landelijke Inkomsten, Direktorat
Budidaya Tanaman dan Pendapatan Negeri.

Pembukaan investasi swasta (Eropa) di Jawa menandai penghapusan secara
bertahap perkebunan pemerintah dan dengan demikian menjadi akhir dari proyek besar
cultuurstelsel. Perusahaan-perusahaan swasta Barat menandai liberalisasi ekonomi
kolonial (1870-1901) dengan mengintensifkan lahan-lahan di Jawa, mulai merambah

wilayah luar dengan budi daya tembakau diikuti oleh komoditas lainnya seperti kopi dan

3 Lima prefektur ini merupakan pecahan dari Provinsi Java’s Nord Oost Kust. (Inventaris Arsip Java’s
Noordoost Kust 1694-1816: 10).

4 Menurut catatan T.S. Raffles pada Tabel II “Jumlah Penduduk di Jawa dan Madura, berdasarkan sensus
Pemerintah Inngris di Tahun 1815, diperoleh sejumlah provinsi milik Pemerintah Eropa yaitu: 1. Bantam;
2. Batavia dan sekitarnya; 3. Buitenzorg; 4. Regensi Priangan; 5. Cheribon; 6. Tegal; 7. Pekalung’an
(Pekalongan); 8. Semarang; 9. Kedu; 10. Grobogan dan Jipang; 11. Japara (Jepara) dan Juwana; 12.
Rembang; 13. Gresik; 14. Surabaya; 15, Pasuruan; 16. Proboling’go; 17. Banyuwangi. (Rafless, 2014: 36-
37).

> Wilayah yang dimaksud di sini berkaitan dengan nilai tradisi, yang mana sebelumnya bupati sebagai
penguasa wilayah yang merupakan perwakilan raja, sejak wilayahnya jatuh ke dalam administrasi kolonial
menjadi semacam jabatan pegawai yang digaji, seperti diilustrasikan T.S. Raffles. (Raffles, 2014: 174).

& Mengenai Daftar Gubernur Jenderal dan tahun berkuasanya ada dalam catatan di buku Nusantara Sejarah
Indonesia karya Bernard H.M. Vlekke.
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karet di Sumatera (Pelzer, 1985: 73).

Kebijakan eksploitasi yang memakan korban besar dan menimbulkan reaksi di
kalangan pribumi maupun kolonial golongan liberal di negara induk berujung pada
penerapan Politik Etis (Etische Politiek) bagi wilayah dan penduduk koloni. Untuk
mendukung pelaksanaan Politik Etis ini, pada 1902 dibentuklah suatu komisi yang diberi
nama De Mindere Welvaart Commissie, Komisi Kemakmuran bagi Rakyat Kecil, dengan
tugas menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat. Penerapan Politik Etis melalui
Program lIrigasi, Edukasi, dan Emigrasi membuka intervensi negara secara langsung
dalam kehidupan ekonomi dan sosial warga pribumi. Program-program yang bertujuan
ganda: irigasi yang lebih baik akan mengurangi kemiskinan warga Jawa akan mengurangi
tekanan penduduk yang penuh sesak di Jawa dan Madura; edukasi/pendidikan yang lebih
baik membuka peluang untuk menyebarkan peradaban Barat sekaligus melatih tenaga
kerja terampiluntuk bekerja untuk perusahaan kolonial (Dick, 2002: 118).

Perkembangan-perkembangan tersebut membuka mata penguasa kolonial bahwa
mengurus negara, tidak semata mengatur eksploitasi dan pendapatan, alih-alih
dihadapkan pada permasalahan demografis, infrastruktur maupun dinamika pertahanan,
keamanan dan ketertiban umum. Berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Koninklijk
Besluit) tanggal 21 September 1866 (Indische Staatsblad. No. 127) pemerintah kolonial
mendapatkan mandat untuk meningkatkan fungsi pengelolaan negara yang tidak terkait
langsung dengan pengelolaan sumber daya daerah jajahan dengan mendirikan empat
Departementen van Algemeen Bestuur (Departemen Pemerintahan Umum), yakni:

1. Departement van Binnenlandsch Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri);
2. Departement van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid (Pendidikan, Ibadah, dan

Industri Kerajinan);

3. Departement van Burgerlijke Openbare Werken (Pekerjaan Umum Sipil); dan
4. Departement van Financién (Keuangan).

Awalnya, pengaruh badan-badan pemerintah pusat terbatas. Penerapan Politik
Etis, memaksa pemerintah dalam negeri melakukan kerja sama dan mengawasi pegawai
pemerintah Eropa dan Pribumi, dan melakukan penjalinan hubungan dengan inlandse
vorsten en groten (raja-raja dan para petinggi pribumi). Hingga menjelang masa akhir
pemerintahan kolonial Hindia Belanda, telah tercipta atau terlaksana penataan ulang
departemen yang khusus mengurusi masalah-masalah spesifik sesuai mandat pelaksanaan
politik etis seperti pengadilan (Departement van Justitie, 1870) keuangan, pendidikan dan
agama, ekonomi, perhubungan, pengairan, dan urusan perang. Departemen lainnya

adalah Departemen Pertanian, Perdagangan dan Industri (Departement van Landbouw,
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Nijverheid, 1904), Departemen Pekerjaan Umum Sipil (Departement van Burgerlijke
Openbare Werken, 1908) dan Departemen Pendidikan (Departement van Onderwijs,
1908). Terdapat juga lembaga spesialis baru termasuk Penyuluhan Dinas Pertanian
(Landbouwvoorlichtingsdienst, 1910), Dinas Pelayanan Medis Sipil (Burgerlijke
Geneeskundige Dienst, 1911) dan Bank Perkreditan Rakyat (Volkskredietwezen, 1912)
(Anrooij, 2009; Dick, 2002: 118).

Departement van Binnenlandsch Bestuur (berdiri tahun 1866) sebagai
departemen yang mengurusi kebijakan berkaitan langsung dengan hubungan antara
pemerintah kolonial dan penduduk jajahannya. Oleh karenanya, departemen ini menjadi
salah satu kunci penting dalam tonggak sejarah Indonesia. Pentingnya kedudukan
departemen ini pada masa kolonial, membuat minat pengguna terhadap arsip
Departement van Binnenlandsch Bestuur begitu tinggi, dan hal ini menjadi landasan bagi
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) khususnya Direktorat Pengolahan untuk
mengolah arsip tersebut. Meskipun sudah terdapat Daftar Arsip Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang disusun pada 1988, tetapi belum ada inventaris arsip
Departement van Binnenlandsch Bestuur yang komprehensif. Hal ini menyebabkan
kurangnya informasi mengenai sejarah lembaga Departement van Binnenlandsch Bestuur,
juga jenis informasi apa saja yang terkandung dalam khazanahnya, termasuk di dalamnya
sistem arsip yang digunakan. Penyusunan Inventaris Arsip Departement van
Binnenlandsch Bestuur: Serie Grote Bundel 1862 -1960 merupakan kelanjutan dari
penyusunan sarana penemuan kembali arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur
sejak tahun 2015.

1.2. Riwayat Organisasi

Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa adalah kebijakan Pemerintah Kolonial
agar wilayah kekuasaannya mengusahakan penanaman tanaman ekspor. Sistem ini
dianggap sebagai tonggak penjajahan yang sebenarnya.” Secara politik melalui perang
Diponegoro, Jawa (dan Madura) telah jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Belanda.
Sebagai akibat dari perang Jawa, berbagai wilayah kekuasaan dari keraton-keraton
pecahan Mataram secara resmi jatuh ke tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Kabupaten-kabupaten yang dulunya dikuasai oleh keraton, pasca perang Jawa resmi
berada di bawah administrasi Pemerintah kolonial. Perang Jawa sendiri telah menguras

kas negeri Belanda. Sedari masa mulainya Perang Jawa, Pemerintah Kolonial telah

" Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern : 259.



memikirkan untuk melakukan eksploitasi di Jawa. Berdasarkan keadaan inilah kemudian
mulai diterapkan cultuurstelsel, yang diprakarsai oleh Gubernuur Jenderal Johannes van
den Bosch pada tahun 1830.

Di satu sisi, pada tahun 1830, Belgia, sebagai wilayah subur Belanda, pun
berusaha melepaskan diri dari Belanda. Peperangan dan lepasnya Belgia ini semakin
menguras kas negeri Belanda. Sehingga Cultuurstelsel dianggap sebagai solusi dari
menambal dan menambah kas negeri induk yang terguncang oleh perang-perang di masa
tersebut.

Pemerintah Hindia Belanda menciptakan atau membentuk kembali beberapa
lembaga untuk mendukung kebijakan-kebijakan kolonial. Penerapan politik tanam
paksa (cultuurstelsel) dan pengumpulan sewa tanah (landrente) dibebankan pada
kepala daerah (bupati) yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada pengawas
Eropa (controleur). Hubungan-hubungan ini  membentuk kompleksitas birokrasi
kolonial hingga tingkat desa melalui pelembagaan jabatan gubernur, residen, asisten
residen hingga controleur yang berfungsi untuk mengawasi penguasa pribumi (bupati
dan wedana) sebagai upaya menjaga keberlangsungan politik ekstraktif-eksploitatif

kolonial.

Sistem tersebut dikenal dengan dualisme sistem birokrasi politik: sistem
administrasi  Eropa modern  (Europeesche Bestuur) dan  sistem tradisional
(Inheemsche Bestuur) dengan mempertahankan bahkan menjalin hubungan dengan
elit politik setempat tanpa mengubah struktur kekuasan tradisional yang ada hingga
unit politik terkecil desa (Hugenholtz, 1991).

Keberhasilan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel (1830-1870) membuat
wilayah koloni, dalam hal ini nusantara, menjadi daya tarik tersendiri bagi negara induk.
Kaum liberal di negara induk turut pula meminta “jatah kesejahteraan”. Hal ini
berimplikasi pada kebijakan ekonomi liberal yang diterapkan di Hindia Belanda.
Kebijakan ekonomi ini diwujudkan melalui Agrarische Wet. Agrarische Wet yang
disahkan pada tahun 1870 memiliki dampak mulai dibukanya perkebunan-perkebunan
milik swasta. Dengan begitu, semakin banyak pula pendatang bangsa Eropa (Kartodirdjo,
1999: 22).

Dalam suasana politik seperti itulah dibentuk sebuah organisasi yang

melaksanakan pengadministrasian pemerintahan kolonial sekaligus menjalankankan
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11.

12.

fungsi  pencatatan pendapatan ekonomi, yakni pembentukan Departement van

Binnenlandsch Bestuur (BB).

Pada awalnya BB mengemban mandat dan melanjutkan fungsi Directie der
Cultures en Landelijke Inkomsten (Direktorat Budidaya Tanaman dan Pendapatan
Negeri) semasa Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa). Patut diketahui, Direktorat ini
beroperasi di tahun 1830 sampai dengan tahun 1866, yakni ketika saat itu pemerintah
bertindak sebagai pengusaha, sehingga Direktorat ini terutama mengurusi tentang
perkebunan, dari sistem penanaman sampai dengan distribusi. Oleh karenanya setelah
dibentuknya BB, departemen ini memiliki tugas, beberapa tugas utama (substantif) dari

Departement van Binnenlandsch Bestuur yakni sebagai berikut:®

Pengelolaan budi daya tanaman pemerintah (Afdeeling de gouvernementscultures)

a. Pertanian (meer in het algemeen de landbouw),
b. Peternakan (de veeteelt),
c. Perkebunan dan tenaga kerja paksa (het bosbeheer en de herendiensten)

Penyewaan lahan pemerintah untuk kalangan swasta (Het verhuren van

gouvernementsgronden (aan particuliere ondernemers)

Pengukuran tanah dan pencacahan (Kadastrale aangelegenheden en statistiek)
Penyimpanan dan penjualan produksi (De opslag enverkoop van gouvernementsproducten)
Pengelolaan gudang-gudang pemerintah (Het beheer van ’s lands pakhuizen)

Surat pos berkuda (De brieven-en paardenposterij)

Pos/Paket laut (De pakketvaart)

Pengangkutan pegawai pemerintah (Het vervoer van gouvernementsreizigers)

Tentara pribumi (Schutterijen en inlandse korpsen)

Pegadaian dan perbudakan karena terjerat hutang (Het pandelingschap, schuldslavernij)
Pemberantasan perompak (Zeeroverij)

Barang rampasan terdampar (Strandvonderij)

8 Berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh tim pengolahan, merujuk pula pada
Daftar Arsip Binnenlandsch( Bestuur pertama (ANRI, 1988) dan panduan penelitian arsip di Arsip
Nasional Belanda, Den Haag (Aanroij, 2009),



13. Pemberantasan hama harimau dan buaya (Deuitroeiing van tijgers en krokodillen).

Tahun 1870 muncul Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria. Undang-
Undang ini membuka kesempatan bagi pengusaha swasta untuk lebih menggerakkan roda
perekonomian, terutama berkaitan dengan perkebunan, dari masalah budidaya, sistem
sewa tanah untuk perkebunan, hingga dsitribusi hasil perkebunan di Hindia Belanda.
Kebutuhan akan hal tersebut menjadikan Departement van Binnenlandsch Bestuur turut
juga mengelola sumber daya manusia untuk mengurus berbagai hal tersebut. Di sisi lain,
permasalahan mengenai perbudakan, pemberantasan perompak, dan barang rampasan
terdampar kemudian menjadi bagian dari Departement van Justitie.

Era ekonomi liberal sejak diberlakukannya Agrarische Wet, mengundang
kedatangan lebih banyak bangsa Eropa pada kurun tahun 1860an-1870an. Hal ini menjadi
polemik tersendiri bagi pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Di satu sisi, pemerintah
kolonial mendapat keuntungan dengan kenaikan pajak khusus untuk orang Eropa. Selain
itu juga naiknya kas negara dengan masuknya investasi terhadap perkebunan yang
meningkat drastis, dan perkembangan-perkembangan komoditi eksport di pasar
internasional. Namun, kedatangan tersebut memiliki dua sisi mata uang. Tidak hanya
keberhasilan dan kesuksesan meningkatkan komoditi ekspor untuk perkembangan
ekonomi negara, terjadi pula peningkatan kejahatan karena gesekan sosial yang terjadi di
masyarakat. Penduduk pribumi merasa mendapatkan saingan, begitu pula dengan
penduduk Eropa yang merasa terancam dengan keberadaan pemimpin lokal dari kalangan
santri, terutama para haji putih atau kaum putihan menurut terminologi Clifford Geertz
(Wertheim, 1999: 175).

Gesekan-gesekan yang timbul ini mencapai puncaknya pada pemberontakan
petani di Banten pada 1888. Pemberontakan ini melibatkan lebih kurang 800 orang yang
kebanyakan merupakan pengikut Nagsabandiyah.® Pemberontakan ini telah terorganisir
dan berencana menggulingkan pemerintah kolonial. Kejadian ini menyadarkan
pemerintah kolonial tentang perlunya evaluasi kinerja aparat negara dalam bidang
keamanan sipil, yakni kepolisian. Pengawasan wilayah terkecil melalui polisi desa
dengan ronda-rondanya dinilai sudah tidak efektif lagi. Penyebab utamanya adalah beban

kerja yang dirasa berat dengan upah yang rendah sehingga pada 1897 muncul pendapat

° Baca selengkapnya di Marieke Bloembergen, Polisi Zaman Hindia Belanda Dari Kepedulian dan
Ketakutan, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2011, him. 37



mengenai reorganisasi kepolisian yang diusulkan Arends, Direktur Departement van
Binnenlandsch Bestuur saat itu (Bloembergen, 2011: 37).1°

Ekonomi liberal membuka mata Pemerintah Hindia Belanda akan kebutuhan
mereka pada tanah (wilayah) yang semakin besar. Jawa dan Madura dianggap sudah tidak
lagi mencukupi kebutuhan pemerintah akan tanah. Ada kebutuhan untuk memperluas
wilayah yang nantinya digunakan sebagai wilayah perkebunan dan budidaya tanaman
ekspor. Selain itu juga untuk melindungi perdagangan antar pulau melalui Koninklijk
Paketvaart Maatschappij, atau KPM, perusahaan perkapalan milik Pemerintah Hindia
Belanda. Hal ini berkaitan erat dengan kelancaran distribusi tanaman eksport yang
menjadi komoditi Hindia Belanda.** Sehingga, kebutuhan ini diwujudkan pemerintah
kolonial dengan melakukan ekspansi kekuasaan melalui penaklukan-penaklukan wilayah
luar Jawa dan Madura. Penaklukan ini berakhir pada tahun 1910 dengan takluknya
Kesultanan Aceh. Sejak saat itu peran daerah luar Jawa sebagai penghasil komoditi
menjadi lebih signifikan dari wilayah Jawa sendiri. (Ricklefs: hIm. 219). Untuk mengurus
administrasi wilayah Hindia Belanda di luar Jawa dan Madura inilah, pertama-tama
urusan Bestuurszaken der Bezittingen muncul pada tahun 1909.

Kemajuan ekonomi akibat ekonomi liberal ternyata tidak berbanding lurus
dengan kemakmuran yang dirasakan oleh penduduk pribumi. Dari sisi penduduk pribumi,
justru terjadi penurunan kesejahteraan karena kurangnya wilayah untuk ditanami tanaman
pangan, terutama beras, serta persaingan perkebunan dengan orang Eropa. Turunnya
kesejahteraan ini mendorong beberapa pihak untuk melakukan perbaikan nasib
masyarakat pribumi. Gagasan perbaikan nasib ini dianggap sebagai hutang kehormatan
pemerintah kolonial kepada masyarakat pribumi terutama di Jawa.

Gagasan ini kemudian memunculkan kebijakan politik etis pada awal 1900an.
Untuk mendukung pelaksanaan Politik Etis ini, pada 1902 dibentuklah suatu komisi yang
diberi nama De Mindere Welvaart Commissie, Komisi Kemakmuran bagi Rakyat Kecil,
dengan tugas menyelidiki sebab-sebab kemelaratan rakyat. Penerapan Politik Etis melalui
Program lIrigasi, Edukasi, dan Emigrasi membuka intervensi negara secara langsung
dalam kehidupan ekonomi dan sosial warga pribumi. Program-program yang bertujuan
ganda: irigasi yang lebih baik akan mengurangi kemiskinan warga Jawa akan mengurangi

tekanan penduduk yang penuh sesak di Jawa dan Madura; edukasi/pendidikan yang lebih

10 Mengenai Sejarah Afdeeling Politi dapat dibaca selengkapnya dalam pendahuluan Inventaris
Departement van Binnenlandsch Bestuur Afdeeling Politie.
11 Mengenai distribusi tanaman perkebunan ini diurus oleh Afdeeling C Departement van BB saat masih

berfungsi menjadi Transporten.



baik membuka peluang untuk menyebarkan peradaban Barat sekaligus melatih tenaga
kerja terampiluntuk bekerja untuk perusahaan kolonial (Dick, 2002: 118). Berdasarkan
RA, pada Departement van BB, urusan ini muncul tahun 1905 dengan nama
Welvaartonderzoek. Selain itu berkenaan dengan pengawasan pekerja, salah satunya
buruh perkebunan, berada dalam urusan arbeidinspectie di bawah Afdeeling D, yang baru
terbentuk di tahun yang sama.

Awal abad XX adalah masa dari Pemerintah Kolonial untuk memperbaiki
kejahteraan penduduk koloninya. Salah satu hasil dari penelitian kesejahteraan adalah
kenyataan bahwa penduduk pribumi, khususnya Jawa tidak memiliki perlindungan
terhadap hasil pertanian mereka, sehingga ketika terjadi musim paceklik penduduk tidak
dapat mengatasi masalah ekonomi mereka, dan kerap kali terjebak pada rentenir China.
Hal ini mendorong Pemerintah Kolonial membentuk lembaga perkreditan rakyat yakni
lembaga kredit tani atau landbouwcrediet, yang menjadi bagian dari urusan Departement
van BB sejak tahun 1906.'2 Landbouwcredit ini kemudian berkembang menjadi
volkscredietwezen. Volkscredietwezen sendiri merupakan sistem kredit yang merupakan
bagian dari pelayanan kesejahteraan pemerintah. (Zanden: 219)

Politik Etis membuka peluang bagi masyarakat pribumi untuk berkembang. Melalui
politik etis, pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kaum bangsawan tinggi saja, melainkan
dapat dinikmati oleh rakyat kebanyakan dengan penghasilan tertentu.*® Hal ini menciptakan
golongan baru yakni priyayi rendahan dari kalangan pribumi. Priyayi rendah inilah yang
diharapkan pemikir politik Etis, salah satunya Snouck Hurgronje, untuk menggantikan
pekerjaan-pekerjaan rendah pegawai Eropa. Sehingga diharapkan dengan adanya pegawai
pribumi rendahan ini kesejahteraan penduduk pribumi pun dapat meningkat.'* Dari sisi
Departement van Binnenlandsch Bestuur sendiri, untuk mengatur urusan kepegawaian

orang pribumi merasa perlu dibentuk Afdeeling D pada tahun 1910.

Selain itu, hasil dari pendidikan bagi masyarakat pribumi adalah munculnya strata
sosial baru yakni kaum cendekiawan. Strata sosial baru ini tidak termasuk dalam golongan
bangsawan juga priyayi, tapi justru lebih cair karena lebih heterogen yang terdiri dari

berbagai golongan, baik pribumi, China, Arab, maupun Indo.'® Golongan pemikir, seperti

12| embaga perkreditan ini pertama kali muncul di Kota Purwokerto dalam bentuk volksbanken 1901. Baca
selengkapnya di Jan Luiten van Zanden, Daan Marks, Ekonomi Indonesia 1800-20120: Antara Drama dan
Keajaiban Pertumbuhan, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara dan KITLV, 2012, him. 209.

13 Ricklefs : 330

14 Sutherland : 108

15 Heather Sutherland: 114-116



guru, dokter, pengacara, wartawan, dan profesi baru lainnya, ini mengambil peranan
penting dalam dinamika politik Hindia Belanda. Di awal tahun 1900an mulai muncul cikal
bakal perkumpulan maupun organisasi-organisasi yang nantinya turut membangun

kesadaran tentang tanah air dan nasionalisme.

Di sisi lain, semakin luasnya wilayah koloni akibat dari ekpansi wilayah di luar
Jawa-Madura, mengakibatkan banyaknya wilayah yang harus diurus secara administrasi.
Undang-Undang Desentralisasi 1903 memberikan dasar hukum bagi perluasan
kewenangan pengelolaan administrasi pemerintahan secara mandiri hingga tingkat
daerah. Setelah 1905 pemerintah kota (gemeente) diciptakan di sebagian besar kota-
kota utama dan kota-kota menengah, menyusul penciptaan dewan kabupaten di
daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi dan secara bersamaan

mengurangi beban pemerintah.

Pembentukan pemerintah kota dan dewan kabupaten kemudian dilanjutkan
dengan Administratie Ontwerp Bestuurshervorming (Reformasi Birokrasi) pada 1914
dan empat tahun kemudian, Ontvoogding (Emansipasi) pada 1918 diterapkan
dalam rangka memperluas kewenangan bagi pegawai pribumi. Emansipasi ini
dipengaruhi oleh mulai banyaknya masyarakat bumiputera yang mengenyam pendidikan
barat di Eropa, yang memungkinkan masuknya paham liberal, kajian kolonial, serta
nasionalisme ke dalam pemikiran mereka. Kemudian setelah Perang Dunia pertama, yakni
setelah tahun 1918, semakin banyak masyarakat bumiputera yang mengenyam pendidikan
di Eropa. Pendidikan barat yang lebih progresif turut mempengaruhi pemikiran mahasiswa
Hindia Belanda. Kesadaran akan rasial, nasionalisme di kalangan mereka. Sehingga ketika
mereka pulang ke tanah air dan menjadi priyayi, kesadaran mengenai negeri koloni dan
negeri induk muncul. Dari kalangan priyayi bumiputera ada pemikiran untuk memperbesar
kewenangan pegawai bumiputera dalam roda pemerintahan.'® Kemudian pada 1922,
reformasi pemerintahan kembali dilaksanakan dengan mengubah struktur sistem
pemerintah daerah untuk menyambut tuntutan penyelesaian urusan rumah tangga
negara secara mandiri. Konstitusi Hindia Belanda 1922 menyebutkan otonomi dalam
lingkungan kerajaan memungkinkan pengaturan urusan internal secara umum.
Perlu juga untuk dicatat, reformasi yang paling penting adalah pembentukan
Dewan Rakyat (Volksraad) pada 1925 meskipun distribusi kursi masih tidak merata
(Howard, 2002).

16 \/leke him: 338
10



Perang Dunia pertama yang berlangsung di tahun 1914-1918 di daratan Eropa
memiliki imbas secara tidak langsung di Hindia Belanda. Sulitnya distribusi barang dari
Eropa masuk ke Hindi Belanda, megakibatkan barang-barang import dari Jepang mulai
masuk membanjiri wilayah Hindia Belanda. Selain itu terjalin relasi antara Pemerintah
Jepang dan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya pada masa tersebut muncul

Afdeeling Japanasche Zaken untuk mengawasi hal ini.

Masa ini juga muncul Afdeeling Chinesche Zaken atau urusan mengenai Etnis
Tionghoa. Kejatuhan Dinasti Ming ternyata membawa dampak cukup signifikan terhadap
kebijakan luar negeri bagi warga etnis Tionghoa. Di Hindia Belanda mulai berdatangan
etnis Tionghoa totok, atau asli. Berbeda dengan etnis Tionghoa yang selama ini mendiami
Hindia Belanda'’, etnis Tionghoa yang datang menjelang keruntuhan Dinasti Ming
memiliki ikatan kuat dengan tanah airnya. Hal ini terkait dengan kebijakan Dinasti Ming
menjelang keruntuhannya, yang tetap menganggap diaspora etnis Tionghoa sebagai warga
negaranya. Sementara kebijakan Dinasti Ming sebelumnya menganggap bahwa diaspora
etnis Tionghoa tidak lagi menjadi warga negara China (Dinasti Ming). Selain itu, kejatuhan
Dinasti Ming melalui Revolusi China membawa semangat perubahan. Semangat ini
sekiranya mulai merasuk pula pada diaspora Etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Muncul
banyak penerbitan progresif berasal dari masyarakat ini, sehingga pengawasan terhadap

etnis ini tidak hanya berdasarkan utusan Kapiten China, seperti masa sebelumnya.

Hindia Belanda di dekade ke dua abad ke dua puluh sudah menjadi negeri koloni
yang tertata dan teratur secara administrasi. Secara kemakmuran dan kesejahteraan pun
sudah lebih baik dari masa sebelumnya. Hasil dari eskploitasi tambang di Hindia Belanda
menambah pemasukan selain juga hasil perkebunan yang telah lama menjadi andalan
ekspor Pemerintah Hindia Belanda. Meski begitu, terbukanya akses pendidikan untuk
semua golongan memunculkan kesadaran mengenai rasial dan nasionalisme di kalangan

masyarakat, tidak hanya bumiputera saja.

Mulai muncul tuntutan-tuntutan kesejahteraan dan kesetaraan dari masyarakat
Hindia Belanda pada umumnya, termasuk juga dari kalangan Eropa. Bahkan terdapat
tuntutan untuk kemerdekaan negara koloni untuk lepas dari negara induk.'® Hal ini tidak

disukai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Apalagi dengan masuknya paham Kkiri, yakni

17 Etnis Tionghoa yang telah lama mendiami wilayah Hindia Belanda merupakan etnis Tionghoa keturunan,
yang telah berinteraksi dengan warga bumiputra, dan biasanya sudah tidak memiiki ikatan dengan tanah
leluhur walaupun masih melaksanakan tradisinya.

18 VVlekke hlm: 338
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sosialis dan komunis  dari negara induk, semakin memperkeruh suasana politik masa
tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Polisi PID
yang tidak hanya bertugas mengawasi, juga menindaklanjuti aktivitas yang dirasa
membahayakan pemerintah. Meski begitu golongan-golongan terpelajar tetap menemukan
momen mereka di peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, walau dengan pengawasan
ketat dari pemerintah.

Memasuki tahun 1930an, keadaan justru berbalik dari sebelumnya. Dunia
mengalami resesi yang berimbas pada ekonomi Hindia Belanda. Zaman ini disebut sebagai
zaman malaise. Hindia Belanda sebagai penghasil komoditi perkebunan mengalami
kemunduran secara ekonomi karena negara-negara lain membuat kebijakan proteksi untuk
melindungi perekonomian negara masing-masing. Harga komoditi pertanian jatuh.
Nilainya lebih rendah dari masa sebelumnya. Gula dan kopi yang menjadi komoditi andalan
Hindia Belanda mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Akibatnya
perusahaan-perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta mengalami kerugian.
Banyak di antaranya mengalami kebangkrutan. Masyarakat, terutama di wilayah Jawa dan
Sumatra, di mana perusahaan perkebunan banyak berdiri mengalami kondisi
memprihatinkan. Penurunan gaji maupun pemutusan hubungan kerja bagi buruh-buruh
memperparah situasi politik Hindia Belanda. Tokoh-tokoh politik pergerakan semakin
menggaungkan ide nasionalisme dan pemisahan negara koloni dan negeri induk, yang jelas
saja ditentang oleh Pemerintah. Penangkapan dan pengasingan tokoh politik yang dianggap
radikal semakin masif. Di dalam pemerintahan Hindia Belanda sendiri, peran wakil
bumiputera di dalam Volksraad semakin besar. Terdapat tuntutan pula dari Volksraad agar

Pemerintahan Hindia Belanda melepaskan diri dari negara induk.

Di satu sisi, terhambatnya barang-barang dari Eropa tergantikan oleh masuknya
barang-barang dari Jepang. Jepang semakin menguasai ekonomi Hindia Belanda, meski
keberadaan komunitasnya tidak terlalu tampak. Manuver ekonomi Jepang semakin masif
tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi juga di wilayah Asia lainnya. Bahkan ekspansi politik
mereka sampai Manchuria di tahun 1931. Penaklukan Manchuria menjadi titik awal invasi
Jepang ke wilayah lain di Asia. Pengawasan terhadap urusan Jepang dan China tidak lagi
dipisah dan digabungkan dalam ke dalam Afd.CZ tahun 1933.

Setelah penaklukan Manchuria di tahun 1931, Jepang melebarkan kekuasaannya di

Asia melalui pendudukan wilayah China di tahun 1937. Menuju akhir dekade 1930 Jepang

19 Mengenai ini dapat dibaca selengkapanya di pendahukuan Inventaris Departement van BB Serie Politie.
12



telah tampil menjadi negara yang diwaspadai Eropa karena kiprahnya mengancam
keberadaan koloni Eropa di Asia. Jepang yang telah mengalami kemajuan industri di
berbagai sektor, termasuk industri pesawat terbang menjadi perhatian khusus Pemerintah
Hindia Belanda. Hal ini melatari dibentuknya Afdeeling LBD atau Afdeeling
Luchtbeschermingsdienst yang merupakan urusan yang mengurusi tentang pengamanan
udara di tahun 1938. Selain itu, dekade 1930an juga merupakan tahun-tahun didirikannya

lapangan terbang sebagai basis militer di beberapa wilayah Hindia Belanda.

Perang Dunia kedua yang meletus tahun 1939 menjadi tahun krusial juga bagi
Hindia Belanda sebagai koloni. Jepang membentuk aliansi dengan Jerman dan Italia, serta
lima negara Eropa yang lain. Pembentukan aliansi dengan Jerman, serta invasi Jepang ke
China dianggap ancaman bagi keberadaan koloni Eropa. Ancaman ini diperparah dengan
kejatuhan Pemerintah Belanda sebagai negara induk oleh Jerman di daratan Eropa pada
tahun 1940. Pemerintah Belanda pun mengungsi ke Inggris. Sementara itu, respon
Pemeritah Hindia Belanda sebagai negara koloni adalah menyiapkan mobilisasi untuk
menghadapi kemungkinan terburuk ancaman Jepang yang merupakan aliansi Jerman.
Tahun 1941 dibentuklah Afdeeling SM atau Staatsmobilisatieraad yang merupakan

persiapan dalam penyelamatan pemerintah Hindia Belanda ke Australia.

Perang Dunia kedua di Wilayah Asia Pasifik dimulai dengan peristiwa Pearl
Harbour, yakni pengeboman basis militer Amerika di Hawaii, wilayah Kepulauan Pasifik
pada Desember 1941. Untuk mengantisipasi kemungkinan invasi Jepang ke wilayah
koloni milik sekutu, 15 Januari 1942 dibentuk ABDACOM atau America, British, Dutch,
and Australia Command. ABDACOM dibentuk untuk melindungi negara koloni negara-
negara sekutu tersebut di Asia. Sayangnya, baru berdiri selama beberapa minggu, aliansi
ini bubar dengan sendirinya setelah Jepang berhasil mendapatkan sumber minyak milik
Hindia Belanda di Palembang, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah koloni lain seperti
Malaya, serta Brunei. Singapura, sebagai basis pertahanan koloni Pemerintah Inggris di
Asia jatuh pada tanggal 15 Februari 1942, disusul Hindia Belanda (Batavia) tidak lama

kemudian.?®

Kejatuhan Pemerintah Hindia Belanda ditandai dengan kalahnya pihak Sekutu

melawan militer Jepang dalam pertempuran Laut Jawa tanggal 27 Februari 1942, Segera

2 https://www.britannica.com/event/\World-War-11/Pearl-Harbor-and-the-Japanese-expansion-to-July-
1942 akses tanggal 4 Oktober 2023 jam 15.05
https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Perang_Asia_Timur_Raya akses tanggal 4 Oktober 2023 jam 13.05
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setelah kalahnya pihak Sekutu, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh pindah ke
Bandung yang diikuti para pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda. Bandung sebagai
pusat militer diharapkan mampu menahan gempuran Jepang. Akan tetapi ternyata Invasi
militer Jepang tidak terbendung. Batavia, sebagai ibu kota Hindia Belanda jatuh ke tangan
Jepang pada 5 Maret 1942, disusul kota-kota lain. Pemerintah Hindia Belanda yang
terdesak kemudian membuat kesepakatan tunduk pada Pemerintah Jepang melalui
Perundingan Kalijati, 7 Maret 1942. Perundingan ini menandai berakhirnya kekuasaan
Belanda atas tanah koloninya. Pemerintah Hindia-Belanda berbondong-bondong
melarikan diri ke Australia melalui Pelabuhan Cilacap. Sementara masyarakat Eropa yang

tidak dapat melarikan diri ditangkap dan dimasukan dalam kamp-kamp.

Pendudukan Jepang berlangsung sedari tahun 1942-1945, ketika Jepang
dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada masa pendudukan Jepang ini sistem
administrasi maupun penataan arsip di Departement van Binnenlandsch Bestuur tidak
berubah secara fungsi, melainkan berubah nama disesuaikan dengan Bahasa Jepang.
Bahasa Belanda dan Bahasa Inggris dilarang, sehingga bahasa administrasi yang
digunakan selama masa pendudukan ini adalah Bahasa Jepang dan Bahasa Indonesia.
Pelarangan Bahasa Belanda tersebut menyebakan penggunaan Bahasa Indonesia semakin

kokoh sebagai bahasa nasional.

Untuk memenangkan hati rakyat, Pemerintah pendudukan Jepang juga
menempatkan pejabat-pejabat dari bumiputera dalam administrasinya. Masa ini pihak
Jepang menggandeng tokoh-tokoh nasionalis dan menjanjikan kemerdekaan bagi Hindia
Belanda, dengan nama sesuai cita-cita, Indonesia. Nama Batavia pun diubah menjadi
Jakarta, sesuai dengan nama wilayah itu sebelum menjadi wilayah koloni VOC dan

Belanda.

Keberadaan Jepang selama tiga setengah tahun dengan segala dinamika
pendudukannya yang menambah kesengsaraan rakyat, menjadi titik kebangkitan para
tokoh maupun priyayi bumiputera. Pegawai-pegawai bumiputera menggantikan para
pegawai Eropa yang ditangkap maupun melarikan diri. Pegawai-pegawai bumiputera
inilah yang nantinya mengisi jabatan-jabatan tinggi ketika Indonesia menyatakan

kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaannya.

Selain menempatkan diri sebagai “saudara tua”, Jepang juga menggandeng para
tokoh politik untuk mendapat simpati rakyat. Simpati ini dibutuhkan agar rakyat dapat

digunakan sebagai sumber daya perang melawan sekutu. Selain itu janji kemerdekaan
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(semu) diwujudkan dengan pembentukan Cuo Sangi In (Dewan Penasihat Pusat) yang
diketuai Sukarno, serta berbagai organisasi bentukan Jepang, termasuk militer, demi
kepentingan perang, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal ini
menimbulkan ketidaksenangan beberapa kalangan. Tahun 1944 perlawanan-perlawanan
mulai muncul di berbagai wilayah pedesaan di tanah air. Para pemuda intelektual
membuat jaringan mereka sendiri Di sisi lain, Jepang mulai mengalami kekalahan di
berbagai tempat. Hal ini dimanfaatkan kalangan militer bentukan Jepang, Peta, untuk
melakukan perlawanan di Blitar pada Februari 1945. Jepang mulai melihat bibit-bibit
revolusi mulai terbentuk di kalangan masyarakat. Untuk tetap memegang kendali, Jepang
mulai melepaskan kekangan-kekangan mereka terhadap politik Indonesia. Bulan Maret
1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
yang beranggotakan tokoh-tokoh politik senior dari berbagai kalangan. Jepang berharap
bila nantinya Indonesia merdeka berada di kalangan politisi senior yang dirasa lebih

mudah diatasi daripada golongan pemuda.?

Sedari terbentuknya di bulan Maret sampai bulan Juni 1945, BPUPKI
melaksanakan persiapan-persiapan kemerdekaan melalui pertemuan-pertemuan untuk
membentuk dasar negara hingga merancang konstitusi pertama Indonesia. Bulan Juli,
semua unsur pihak Jepang sepakat memberikan kemerdekaan pada Indonesia untuk
beberapa bulan ke depan. Selama kurun waktu tersebut pihak Jepang mengalami banyak
kekalahan. Banyak wilayah telah jatuh ke tangan Sekutu, Indonesia tinggal menunggu
waktu jatuh juga ke tangan Sekutu. Demi menghambat jatuhnya Indonesia ke tangan

Belanda lagi, Jepang berencana memberikan kemerdekaan di bulan September.

6 Agustus 1945 bom atom dijatuhkan di Hiroshima, sehari kemudian tanggl 7
Agustus PPKI dibentuk dengan Sukarno sebagai ketuanya, serta Hatta sebagai wakilnya.
Kemudian tanggal 9 Agustus dijatuhkan di Nagasaki, menandai kekalahan telak Jepang
atas Sekutu. Hari berikutnya Sukarno, Hatta, dan Radjiman bertolak ke Saigon untuk
menemui Panglima Terauchi menuntut kemerdekaan. Jepang menjanjikan kemerdekaan
segera untuk seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Tanggal 14 Agustus mereka kembali
ke tanah air. Kemudian tanggal 16 terjadi penculikan oleh para tokoh pemuda. Sukarno
dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, dan didesak untuk mendeklarasikan kemerdekaan

secepatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya dideklarasikanlah kemerdekaan

2! Ricklefs: 423
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Indonesia. Tanggal 18 Agustus pembentukan konstitusi dan pembentukan badan lain

berjalan di waktu-waktu kemudian.

Kemerdekaan Indonesia untuk masa selanjutnya tidaklah berproses secara mulus.
Indonesia harus mengalami masa revolusi selama lima tahun sampai pejajahan benar-
benar hilang dari bumi pertiwi. Karena tidak lama setelah pendeklarasian kemerdekaan
dan proses pembentukan institusi negara, Belanda sekonyong-konyong datang kembali
ke tanah air membonceng pasukan Sekutu. Sekutu yang datang ke Indonesia untuk
mengambil alih pemerintahan dari Jepang dikejutkan dengan adanya pemerintah baru
yang tidak mereka bayangkan. Sementara itu Pemerintah Kolonial Belanda yang berada
dalam pengasingan di wilayah Australia selama masa pendudukan Jepang telah bersiap

menempatkan pemerintahannya kembali, melalui NICA di bumi nusantara.

Pada tahun 1944 untuk mempersiapkan pengambilalihan koloni, Pemerintah
Kolonial membuat kesepakatan dengan Amerika untuk mengatur pemerintahan sipil dan
sistem peradilan di wilayah Hindia Belanda. Prinsip-prinsip yang akan mengatur hal ini
ditetapkan dalam "Civil Affairs Agreements”. Lantas dari sinilah Netherlands Indies Civil
Administration (NICA) muncul sebagai organisasi. NICA ditempatkan di bawah kendali
penguasa kolonial untuk melaksanakan pemerintahan di wilayah yang telah dibebaskan
selama periode di mana tanggung jawab penuh atas pemerintahan belum diserahkan

kepada pemerintah Hindia Belanda.

Departement van Binnenlandsch Bestuur yang termiliterisasi berada di bawah
komando penguasa kolonial Sekutu, juga memiliki wewenang untuk bertindak atas nama
pemerintahan Belanda sendiri. Dalam hal ini, sistem peradilan dilaksanakan atas nama
Ratu, dan di bawah gelar ini juga pengeluaran ordonansi dan keputusan pemerintah
dilakukan.

Ketika pada tanggal 15 Agustus 1945, Wilayah Pasifik Selatan yang berada di
bawah komando Amerika, yang terutama mencakup Jawa, Kalimantan, dan Kepulauan
Maluku Besar, diserahkan kepada Komando Asia Tenggara Britania (SEAC), maka
ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Urusan Sipil yang telah disepakati dengan Amerika

hampir tidak mengalami perubahan saat diadopsi.

Bulan September-Oktober 1945 pasukan Sekutu mulai masuk ke wilayah timur,

begitu pula dengan pemerintah Belanda yang mulai bergerak menegakan administrasinya
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kembali.?? Di Jakarta sendiri, pemerintah Republik Indonesia sedang tertatih membentuk
institusi pemerintahnya karena tidak mewarisi otoritas administratif dari Pemerintah
Pendudukan Jepang.?® Otoritas Pemerintah Republik Indonesia yang belum sampai ke
daerah selain Jawa dan Sumatra memudahkan masuknya kembali pasukan Sekutu serta
Belanda untuk menegakan kembali pemerintahannya. Kedatangan pasukan Sekutu dan
Belanda meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah sampai pecah pertempuran

revolusi sepanjang akhir tahun 1945 (dan selanjutnya).

Januari 1946 Belanda berhasil menduduki Jakarta lebih jauh sehingga diputuskan
memindahkan Ibu Kota Republik ke Yogyakarta. Sejak saat itu Jakarta kembali
dinamakan Batavia oleh Pemeritah Kolonial Belanda. Sementara Pemerintah Kolonial
Belanda melalui NICA mulai menata kembali administrasi pemerintah kolonial di
Batavia. Kepala biro NICA/AMACAB di Departemen van Binnenlandsche Bestuur
bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan berbagai departemen pemerintahan umum,
sejauh kegiatan tersebut juga berada dalam lingkup NICA/AMACARB itu sendiri. Oleh
karenanya dalam Departemen van Binnenlandsch Bestuur muncul urusan yang mewakili
fungsi departemen urusan umum ini, diantaranya yakni Afd.EZ untuk Economische
Zaken, Afd.VW untuk Verkeer en Waterstaat, Afd. Just untuk Justitie, Afd.Fin. untuk
Financien en Oorlog. Selain itu, pejabat NICA ini terhubung dengan Pasukan Sekutu
Belanda Hindia Timur (AFNEI) dari Komando Asia Tenggara (SEAC), yang didirikan di
Batavia pada akhir September 1945.

Dari sinilah peran Departement van Binnenlandsch Bestuur pada masa revolusi
begitu sentral. Terjadi berbagai penyesuaian urusan afdeeling dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Bahkan muncul beberapa afdeeling baru yang merupakan kepanjangan
dari Departement pemerintahan yang ada. Pada Departement van Binnenlandsch Bestuur
Organisasi NICA ini masuk dalam urusan Afdeeling CA. Untuk mendukung Kinerja
NICA, selama pengasingannya di Australia Pemerintah Kolonial membentuk Komisi
Hindia Belanda untuk Australia dan Selandia Baru. Sebelum dibubarkan pada tahun 1944,
komisi ini melalui Staatsblad D 65 tahun 1944 telah berhasil membentuk Departemen-
Departemen Pemerintah umum yang nantinya didirikan kembali ketika Jepang kalah dan

pemerintah kolonial kembali menguasai koloninya.?* Departemen ini adalah Kehakiman

22 Ricklefs: 435.
23 Robert Bridson Cribb, Gejolak Revolusi Di Jakarta 1945-1949: Pergulatan Antara Ekonomi dan
Hegemoni. Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti. HIm: 18.
24 Pendahuluan Algemeene Secretarie Templaar 1946-1950.
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(Departemen van Justitie), Pemerintahan Dalam Negeri (Departement van
Binnenlandsch Bestuur), Ekonomi (Economische Zaken), Transportasi dan Pengairan
(Departement van Verkeer en Waterstaat), Pendidikan dan Urusan Keagamaan
(Departement van Onderwijs en Eredienst), Keuangan dan Perang (Departement van
Financién en Oorlog). Sehingga ketika Jepang dinyatakan kalah, dan terdapat serah
terima kekuasaan pemerintah kolonial sudah menyiapkan administrasi pemerintah yang

disesuaikan dengan keadaan pasca perang.

Untuk pengaturan secara organisasi berdasar Indische Stb. 1946 no. 5 dijelaskan
bahwa untuk jabatan CCO-NICA (chief commanding officer) memiliki fungsi setara
gubernur; untuk jabatan SO-NICA (staff officer) hingga 28 September 1945 memiliki
fungsi setara residen; dan untuk jabatan CO-NICA (commanding officer) hingga tanggal
yang sama memiliki fungsi setara asisten residen. Kemudian mulai tanggal 28 September
1945, CO-NICA dianggap setara dengan residen, sementara Sub-CONICA dianggap
sebagai asisten residen. Tentang tugas pemerintahan ini, beberapa informasi dapat
ditemukan, untuk sementara hanya berlaku untuk Borneo dan Kepulauan Maluku Besar,
dalam peraturan di Indische Stb. 1946 no. 17 dan 18. Pemberian pangkat dalam
NICA/AMACAB hampir sama, meskipun struktur organisasi layanan dalam periode

eksistensinya yakni hingga akhir November 1946, agak kurang terorganisir.

Organisasi ini diubah namanya oleh pihak Inggris menjadi Cabang Urusan Sipil
Administrasi Militer Sekutu (AMACAB). Akan tetapi, sebutan AMACAB sebenarnya
hanya digunakan di Jawa dan Sumatra.?® Di Kalimantan dan Kepulauan Maluku Besar,
di mana bantuan pasukan Australia diperlukan untuk melakukan pendudukan kembali,
serta tempat di mana pasukan Belanda diizinkan untuk bertindak, nama NICA tetap

digunakan hingga pasukan Sekutu mundur pada Juli 1946.

Setelah bulan Juli 1946, penyerahan pemerintahan dari Borneo dan Kepulauan
Maluku Besar ke pemerintah Hindia Belanda terjadi, bentuk pemerintahan sebelum
perang dengan residen-residen dan sebagainya kembali diterapkan dalam rangka
menunggu penetapan peraturan pemerintahan yang definitif. Sementara itu, wilayah-
wilayah ini sementara ditempatkan di bawah Komisariat Pemerintah yang didirikan

khusus untuk Borneo dan Kepulauan Maluku Besar, di mana Direktur Urusan Dalam

% Perubahan nama ini diperlukan karena citra negatif yang telah dikaitkan dengan organisasi NICA di
kalangan masyarakat Indonesia, serta karena kata "Nica" dalam mitologi Jawa merujuk pada "anjing

neraka"
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Negeri atau Binnenlandsch Bestuur dr. W. Hoven, memimpin. Konferensi Malino dan
Denpasar memberikan arah menuju hubungan kebijakan negara yang akan datang.
Konferensi Malino sendiri dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1946 di Kota Malino
Sulawesi Selatan. Pertemua Malino ini adalah pertemuan dari perwakilan seluruh wilayah
di Hindia Belanda yang merupakan simbol bahwa pemerintah Hindia Belanda kembali
mengambil tanggung jawab atas jalannya negara. Konferensi ini menyatakan
dukungannya terhadap prinsip Republik Indonesia Serikat yang bekerja sama dengan
Belanda. Melalui Konferensi ini dicetuskanlah ide UNI Belanda-Indonesia, yakni
wilayah-wilayah yang tunduk pada Belanda membentuk negara bagian yang nantinya

bersatu melalui federasi.

Pada akhir November 1946, Jawa dan Sumatra juga diserahkan oleh pemerintahan
AFNEI (Allied Forces Netherlands-East Indies) kepada pemerintah Hindia Belanda di
bawah Van Mook dan organisasi AMACAB dihentikan. Setelah ini, Tijdelijke
Bestuursdienst (TB) didirikan. Pemerintahan sipil Belanda hanya meluas ke beberapa
enklave kecil di kedua pulau tersebut, sehingga dengan pembentukan pemerintahan
sementara, harapannya adalah untuk mengatasi pengaruh republik yang ada dalam proses
menunggu penurunan pengaruh pemerintahan republik. Para residen kepala dari Tijdelijk
Bestuur (Pemerintahan Sementara) diberi “otoritas militer”, sehingga semua tindakan
darurat yang berdampak pada penduduk sipil dapat diambil oleh pejabat pemerintah yang
dianggap lebih mampu memahami konsekuensi sipil daripada pejabat militer. Di bawah
kepala TB, terdapat kepala pemerintahan lokal, yang fungsinya mirip dengan jabatan

asisten residen.

Walau menyisakan wilayah yang kecil, Pemerintah Republik Indonesia tidak
tinggal diam. Perjuangan mempertahankan dan mendapat pengakuan kemerdekaan
diusahakan melalui perundingan diplomasi mereka yang pertama, yakni Perundingan
Linggarjati. Dalam Perundingan Linggardjati yang ditandatangani dengan Republik
Indonesia pada tahun 1946, disepakati bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia
secara de facto, pengakuan wilayah Republik Indonesia yakni Jawa, Sumatera, dan
Madura, kemudian kesepakatan kedua pemerintah bekerjasama membentuk Uni Belanda-
Indonesia. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai struktur Uni dengan Republik,
salah satunya adalah Republik menjadi bagian dari wilayah Uni Belanda-Indonesia.
Bersamaan dengan wilayah-wilayah lainnya, pembangunan federasi juga dilakukan.
Negara bagian memiliki pemerintahan sendiri dengan penerapan desentralisasi melalui

pembentukan daerah otonom (daerah). Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk
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memperhitungkan keinginan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan ekonomi,
etnis, atau budaya. Namun, pertimbangan politik juga tetap dijaga. Pengaturan kembali
dilakukan berdasarkan pembagian provinsi dan pemerintahan sebelum perang, undang-
undang otonomi daerah 1938, dan kebijakan desentralisasi yang pernah diterapkan.
Prinsip ini dijelaskan dalam berbagai konferensi (Pangkal Pinang, Denpasar) dan dalam
perjanjian yang ditandatangani dengan Republik Indonesia (Linggardjati, Renville).

Namun semuanya tetap bersifat sementara menunggu pengaturan yang lebih definitif.

Agresi Militer pertama pada bulan Juli 1947, merupakan pelanggaran pertama
terhadap Perundingan Linggarjati. Pemerintah Belanda menduduki wilayah Sumatra dan
Madura yang pada awal kesepakatan merupakan wilayah Republik Indonesia. Hasil dari
aksi ini bagi pihak pemerintah Belanda adalah sebagian besar wilayah yang luas kembali
berada di bawah kekuasaan mereka. Pada tanggal 19 Juli 1947, suatu organisasi
pemerintahan sementara didirikan berdasarkan Indisiche Stb. 121 untuk mengembalikan
keamanan dan melakukan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang baru saja diduduki
kembali. Proses reorganisasi pemerintahan diberikan kepada lima Komisaris
Pemerintahan  untuk  Urusan  Pemerintahan  (Regeringscommissaris  voor
Bestuursaangelegenheden disingkat RECOMBA): di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, serta Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Di Padang, Kepala TB tetap ada karena
wilayahnya yang tidak berkembang begitu luas. Posisi Algemeen Hoofd TB Jawa dan
Hoofd TB Sumatra dihapuskan. RECOMBA diberikan wewenang gubernur dan sama
seperti Kepala TB yang berada di bawah mereka, mereka diberi "otoritas militer”. Mereka
bertanggung jawab atas wilayah bekas provinsi sebelum perang yang dikuasai oleh
pasukan Belanda. Mereka dibantu oleh sejumlah pegawai pemerintah Belanda dan
Indonesia yang ditugaskan, serta perwakilan teknis dari Departemen Kehakiman,

Ekonomi, Perhubungan dan Air, Sosial, Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.

Mereka diinstruksikan untuk bekerja secara erat dengan para Komandan Pasukan
yang bertanggung jawab atas tindakan penertiban, dan di mana tentara berinteraksi
dengan penduduk, tentara tersebut sebaik mungkin harus mengikuti pedoman politik dari
RECOMBA. Sistem pemerintahan dwitunggal yang ada sebelum perang, yang
memisahkan sepenuhnya fungsi-fungsi antara pegawai dalam korps pemerintahan Eropa
dan Indonesia, dirombak. Di mana situasinya memungkinkan, posisi-posisi pemerintahan
segera diisi, dan dalam pengisian posisi tersebut juga melibatkan pegawai yang
mendukung republik. Tenaga ahli Indonesia ditempatkan dalam berbagai tingkatan

pemerintahan, termasuk dalam fungsi RECOMBA atau perwakilan lokal dari
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RECOMBA. Fungsi RECOMBA kemudian dihapuskan untuk daerah-daerah yang
memperoleh status negara dan oleh karena itu tugas-tugas administratifnya dialihkan.2®
Wilayah yang mendapat status negara yakni Negara Sumatra Timur, Negara Jawa Barat
yang diberi nama Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan
seterusnya sampai terdapat 15 negara bagian federal berdasar wilayah yang telah

direbut.?’

Dunia mengecam keras aksi Agresi Militer Pertama ini. Reaksi atas aksi ini, pada
awal Januari 1948 Pemerintah Hindia Belanda didesak melaksanakan perundingan ke dua
dengan Pemerintah Republik Indonesia. Perundingan kedua ini yakni diadakan di atas
kapal Amerika Serikat U.S.S. Renville dengan Amerika sebagai penengah dan kedua
negara diwakili oleh negara lain, yaitu Belanda diwakili oleh Belgia, lantas Indonesia
diwakilik oleh Australia. Perundingan Renville ini menghasilkan kesepakatan antara lain
salah satunya bahwa kekuasaan Republik hanya tinggal wilayah Jawa Tengah,
Yogyakarta, dan Sumatera saja. Sehingga wilayah Pemerintah Hindia Belanda pun

semakin luas.

Negara-negara dan daerah otonom ini secara alami menuntut pengaruh lebih besar
terhadap kebijakan pemerintah pusat Hindia Belanda. Sebagai langkah pertama menuju
hal ini, pada tanggal 9 Maret 1948 sebuah Pemerintah Federal Sementara/VVoorlopige
Federale Regering (VFR) dibentuk untuk bertindak sebagai pemerintah interim hingga
Indonesia Serikat/Verenigde Staten van Indonesie (VSI) terbentuk oleh semua negara
bagian termasuk Republik. Pemerintah interim ini terdiri dari Letnan Gubernur Jenderal,
sebelas menteri negara-kepala Departemen Pemerintahan Umum/Algemeen Bestuur, dua
menteri negara dengan tugas khusus (Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintahan
Daerah), Komandan Angkatan Darat dan Komandan Angkatan Laut. Sekretariat Negara
ketiga dari Luar Negeri, diwakili oleh menteri Pendidikan, Seni, dan Ilmu

Pengetahuan/Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen.

Selama menunggu kesepakatan politik dengan Republik, yang memungkinkan
keterlibatan pihak Republik dalam pemerintah interim, awalnya delapan posisi dalam
pemerintah ini diisi oleh pejabat-pejabat Belanda. Tujuh posisi diisi oleh orang Indonesia
yang telah memainkan peran penting dalam pembentukan negara federal. Di satu sisi,

VFR menggantikan peran Dewan Kepala Departemen dan menjadi pembentuk peraturan

% pendahuluan AlSec TEmplaar
27 Ricklefs him.: 455
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resmi (ordonansi). Secara formal selama menunggu revisi konstitusi, VFR tidak memiliki
kewenangan yang lebih besar daripada Dewan Kepala Departemen (yang masih
menggunakan nama resmi mereka), namun hanya berkolaborasi dalam praktik

pemerintahan.

Rancangan untuk pengaturan definitif segera dibahas dalam VFR dan dikirimkan
ke Den Haag. Pembentukan lembaga perwakilan rakyat pusat yang melibatkan seluruh
kelompok penduduk dalam federasi ini pada akhirnya akan menjadi tahap terakhir dalam

pembangunan negara yang demokratis.

Kemudian, pada bulan Mei 1948 Konferensi Federal diadakan di Bandung dengan
tujuan merancang struktur negara masa depan yaitu Republik Indonesia Serikat. Tak lama
setelahnya itu di tempat yang sama, Pertemuan Konsultasi Federal/Bijeenkomst voor
Federale Overleg (BFO) diadakan yang dihadiri kepala negara dan pemimpin
pemerintahan wilayah federal. Tujuan mereka adalah memberikan kontribusi untuk
menemukan bentuk pemerintahan selama periode transisi sebelum Republik Indonesia
Serikat menjadi negara berdaulat. Pertemuan ini menghasilkan Resolusi Bandung.
Berdasarkan Resolusi Bandung dan rancangan VFR pada bulan Agustus dan September
1948, BFO melakukan pembicaraan dengan pemerintah Belanda di Den Haag.
"Pertemuan Den Haag" ini kemudian menghasilkan Keputusan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Indonesia dalam Masa Transisi/ Besluit Bewindvoering in Indonesié in
Overgangstijd (Keputusan BIO). Kemungkinan untuk memperkenalkan tata hukum baru
ini telah disiapkan pada bulan September dengan penambahan bab baru ke dalam

konstitusi Belanda.

Sementara itu, pada bulan Oktober 1948, Laksamana Gubernur Jenderal Van
Mook mengajukan pengunduran dirinya. Dia digantikan oleh Dr. L.J.M. Beel dengan
gelar Wakil Tinggi Mahkota/Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK). Gelar ini

merupakan langkah awal menuju perkembangan menuju Unie Belanda-Indonesia.

BFO dibentuk untuk membentuk Negara Indonesia Serikat meski tanpa Republik
Indonesia. Akan tetapi meski telah dibentuk lembaga tersebut, di dalam BFO sendiri ada
rasa pro-republik dan ada ketidaksenangan rakyat dengan bentuk negara federal. Selain
itu pelaksanaan Keputusan BFO tidak pernah terwujud, karena tidak ada kesepakatan
yang ditemukan dengan republik mengenai penyelarasan mereka dalam tatanan federal.
Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pada Pemerintah Hindia Belanda dan

mempertimbangkan untuk melaksanakan langkah terakhir, yakni langkah militer. Apalagi
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dengan adanya gesekan-gesekan politis dan militer dengan Republik Indonesia yang
masih terjadi bahkan di belakang garis van Mook dan ketika terjadi penarikan pasukan
Divisi Siliwangi oleh Nasution dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ketidakpuasan dari
Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil keputusan untuk melancarkan Agresi
Militer kedua pada 18 Desember 1948, yakni melumpuhkan Yogyakarta sebagai ibukota

Republik Indonesia sekaligus mengambil alih seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, di sisi pemerintah Hindia Belanda, setelah tindakan Agresi Militer
kedua di Jawa dan Sumatra, konstruksi yang sama diterapkan untuk reorganisasi
pemerintahan. Dengan Undang-Undang Pemerintah 1948 no. 317 dan 318, posisi
Penasehat Pemerintahan Wilayah (Territoriaal Bestuurs Adviseur/TBA) diperkenalkan
untuk wilayah-wilayah yang baru saja diduduki. Berdasarkan Keadaan Perang dan
Darurat, TBA diberikan wewenang yang sama seperti yang diberikan kepada RECOMBA
pada tahun 1947. Posisi ini dibentuk untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta
Sumatra Utara, Tengah, dan Selatan. Di bawah TBA, juga ada Penasehat TBA yang
Didelegasikan (Gedelegeerd TBA/GTBA), yang bertugas mengatur secara lokal (seperti
di Yogyakarta).

Di Borneo dan Kepulauan Maluku Besar, Nugini Baru, Riouw, Bangka, dan
Billiton, pelayanan pemerintahan sebelum perang hampir sepenuhnya diperkenalkan
kembali dalam skala penuh setelah bulan Juli 1946. Ada pembagian antara residen,
asisten residen, dan kontrolir. Di Negara Indonesia Timur, setelah kekuasaan daerah
ditransfer ke negara bagian ini, pelayanan pemerintahan ditempatkan di bawah otoritas
Departement van Binnenlandsch Bestuur atau Kementerian Dalam Negeri. Dalam
organisasi Departement van Binnenlandsch Bestuur, urusan ini menjadi fungsi dari
Afdeeling ARC atau Algemeene Regering Commisariaat voor Borneo en de Groote Oost.
Sebelumnya, kekuasaan berada di tangan perwakilan Belanda di Makassar, yaitu
Komisaris Mahkota atau de Commissaris van de Kroon. Pelayanan pemerintahan di

wilayah lainnya berada di bawah Departemen van Binnenlansch Bestuur di Batavia.

Agresi Militer kedua mejadi titik balik perjuangan revolusi bagi pihak Republik.

Aksi ini mendapat kecaman keras dari PBB, terutama Amerika. Alasan utamanya karena
ketika aksi ini terjadi, Komisi Jasa Baik yang terdiri dari perwakilan Amerika, Australia,
dan Belgia yang sedianya menjembatani perdamaian antara Pemerintah Hindia Belanda
dan Republik Indonesia sedang berada di Kaliurang, Yogyakarta. Oleh sebab itu Belanda
dianggap tidak memiliki itikad baik dalam perdamaian. Hasil dari kecaman ini adalah
Amerika memutus bantuan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua untuk Belanda, selain itu
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Amerika mendesak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tidak lagi

secara de facto, melainkan juga secara de jure.

Setelah campur tangan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada
bulan Maret 1949 di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia
(UNCI), perundingan antara Belanda dan republik diadakan di Batavia. Perundingan ini
menghasilkan Persetujuan Van Roijen-Roem (7 Mei) dan diikuti oleh memorandum
bersama mengenai waktu dan syarat-syarat Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan
diadakan. HVK Beel yang tidak setuju dengan kebijakan ini, mengundurkan diri pada 9
Mei 1949 dan digantikan oleh Dr. A.H.J. Lovink.

Setelah pemerintahan republik kembali ke Yogyakarta dan pertempuran berakhir,
Konferensi Meja Bundar dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949. Pada awal Agustus,
Konferensi Inter-Indonesia diadakan di Yogyakarta dan Jakarta antara pihak republik dan
federalis untuk membahas struktur tata negara internal dan prosedur yang akan diikuti
dalam KMB. KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949, menghasilkan piagam
pengalihan kedaulatan dan uniestatuut, yang mengatur Persatuan Belanda-Indonesia.
Dalam beberapa perjanjian terkait, pengalihan berbagai kepentingan negara diatur.
Penyerahan resmi kedaulatan berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Meski begitu
secara administrasi pemerintahan tidak serta merta langsung berubah. Terdapat
penyelarasan dan penyesuaian selama masa integrasi ini. Oleh karenanya secara arsip
masih ditemukan arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur (serta arsip Departement

lain) sampai dengan tahun 1950.
1.3. Riwayat Arsip

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Drs. Djoko Utomo, MA (Kepala
ANRI 2004-2009), arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur ini merupakan
peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang diwarisi dari Landsarchief dan diterima
oleh ANRI dari Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) pada
1988, kala itu ANRI dipimpin oleh Ibu Soemartini. Kurun waktu arsip Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang diserahkan adalah periode 1887- 1944, tetapi dalam
proses pengerjaan ditemukan juga arsip dari periode sebelumnya. Saat ini arsip itu

disimpan di Depo G lantai 2, 3, dan 5 Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan.
1.3.1. Sistem Penataan

Sistem penataan arsip pemerintah Kerajaan Belanda termasuk daerah

koloninya pada abad ke-18 hingga ke-19 memiliki beberapa ciri khas (Schie, 1991),
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termasuk di dalamnya pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Secara kronologis,
Departement van Binnenlandsch Bestuur telah beberapa kali mengalami perubahan
sistem penataan arsip, di antaranya adalah menggunakan sistem verbaal
(verbaalstelsel) dan sistem agenda (agendastelsel) (Daryan 1998: 186; Parani, 1976;
Puslitbang ANRI, 1988). Untuk arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri
Grote Bundel: 1862-1960 yang ditata dengan sistem agendastelsel, arsip ditata menurut
subyek dengan jalan masuk register agenda. Sedangkan sistem penataan lainnya, yaitu
verbaal, arsip ditata secara kronologis mulai dari minuut/draf keputusan yang ditulis
dalam kertas dobel folio, yang di dalamnya dimasukkan konsep surat keluar serta
dokumen lain seperti laporan, catatan, saran. Arsip kemudian ditata sesuai urutan nomor
verbaal, dilengkapi dengan jalan masuk berupa indeks dan hoofdenlijst. Sistem ini
berakhir tahun 1923.

Sejak 1924, sebagian besar instansi pemerintah kolonial menerapkan sistem
agenda, seperti Departement van Burgerlijke Openbare Werken dan Departement van
Binnenlandsch Bestuur sendiri. Sistem pencatatan dan pengaturan arsip sistem agenda
atau yang lebih dikenal dengan sistem kaulbach, semula disebut sebagai kaart systeem
(sistem kartu) karena mengacu pada kaart nummer (nomor kartu). Sistem ini ditandai
dengan penggunaan kartu korespondensi yang pengelompokan arsipnya berdasarkan
klasifikasi atau hoofdenlijst (daftar rubrik). Penerimaan surat masuk langsung
dicatatkan pada kartu menurut bagian organisasi (afdeeling) dan masalahnya
(Puslitbang ANRI, 1988:3). Selanjutnya, arsip ditata secara kronologis dalam tiap
afdeeling, yang berarti dalam satu bundel arsip dengan tahun/nomor terbaru berada di

posisi paling atas.

Sistem ini didukung oleh beberapa sarana bantu penemuan kembali arsip
(finding aids) yang secara langsung maupun tidak langsung merujuk pada arsipnya,
yaitu correspondentie kaarten (kartu korespondensi), klapper, dan autoriteiten. Sistem

ini berlangsung hingga akhir kehadiran Belanda di Indonesia pada 1949.
1.3.2. Jenis Arsip

Grote Bundel merupakan arsip yang tercipta dari kompilasi atau kumpulan
arsip yang memiliki subyek atau permasalahan yang sama. Kumpulan arsip ini
biasanya meliputi arsip dari seri verbaal maupun agenda (beberapa afdeeling yang
berbeda dan lintas tahun) dalam satu bundel berdasarkan subyek atau permasalahan

yang berkaitan untuk mempermudah penggunaan arsip. Pada beberapa bundel,
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ditemukan daftar arsip yang dilekatkan di sampul bundel, yang berisi nomor arsip di
dalam bundel tersebut. Berkas arsip yang paling muda menjadi dasar klasifikasi
bundel. Total volume seri ini adalah 114,5 meter (577 boks besar). Adapun seri Grote
Bundel yang terdapat dalam inventaris ini adalah seri Grote Bundel Afdeelingen, yaitu
arsip Grote Bundel yang ditata sesuai dengan rubrieken atau permasalahan berdasarkan
afdeeling (bagian organisasi) yang ada. Arsip ini tercipta pada masa penerapan sistem

agenda (Kaulbach). Grote Bundel dalam inventaris arsip ini berjumlah 2802 nomor.
1.4. Teknis Penyusunan Inventaris Arsip

PERANRI No. 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI
menyebutkan bahwa SOTK Direktorat Pengolahan Arsip adalah penyusunan sarana
bantu penemuan kembali arsip berupa daftar, inventaris, dan guide arsip. (Terkait hal
tersebut Kelompok Substansi Pengolahan Arsip Perseorangan, Orpol/Ormas, dan
Hindia Belanda pada tahun 2023 mendapatkan mandat untuk mengolah arsip
Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel: 1862-1960 sebanyak 114,5
m (577 boks besar). Pembuatan inventaris arsip ini merupakan kelanjutan dari output

kegiatan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

a. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Serie Toegangen
(1887-1949), sejumlah 168 m dan 45,8 m, pada 2015 - 2016;

b. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Rubrieken
Agenda (Afdeeling A) (1924-1937), sejumlah 41,4 m, pada 2017;

c. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel
(Afdeeling A) (1850-1937), sejumlah 34,8 m, pada 2017;

d. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Afdeeling AB, AD,
AE, Al, C, D, dan CD (1924-1942), sejumlah 86,8 m, pada 2018;

e. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel
(Afdeeling AB, AD, AE, Al, C, D, dan CD) (1862-1944), sejumlah 64,8 m, pada
2018;

f. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Afdeeling E (1924-
1944), sejumlah 213 m, pada 2019;

g. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel
(Afdeeling E) (1835) 1860-1942), sejumlah 80 m, pada 2019;

h. Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel
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(Afdeeling Politie) (1883-1942), sejumlah 30 m, pada 2021,

Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel
(Afdeelingen Mat, LBD, B, G en Andere Afdeelingen) 1869-1942, sejumlah 58 m,
pada 2022, dan

Daftar Arsip Binnenlandsch Bestuur sejumlah 2 jilid yang disusun pada tahun
1988.

Tim Penyusunan Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur Serie

Grote Bundel beranggotakan 8 (delapan) arsiparis dan 1 (satu) penerjemah , yaitu:

1.

2.

3.

9.

10.

Jajang Nurjaman, S.Hum, M.A., Arsiparis Madya (Ketua).

R. Yovi Mega Purwono, S.S., Arsiparis Madya (Wakil Ketua).
Meyrina Megasari, S.Hum, M.Hum., Penerjemah Muda (Sekretaris).
Dr. Rudi Andri Syahputra, S.S., M.A., Arsiparis Madya.

Budi Setyanta, S.E., Arsiparis Muda.

Bayu Tanoyo, S.Sos, M.Han., Arsiparis Muda.

Amalina Niara Putri, S.Sos., Arsiparis Pertama.

Maria Setya Wardani, S.Hum., Arsiparis Pertama.

Prilly Rindhy Nathalya, S.Hum., Arsiparis Pertama.

Mayasitthah Ramaningsih, A. Md., Arsiparis Terampil.

Selain itu, penyusunan Penyusunan Inventaris Arsip Departement van

Binnenlandsch Bestuur Serie Grote Bundel , juga dibantu oleh mahasiswa

magang dari Universitas Indonesia (Ul), Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sebelas

Maret,

Universitas Airlangga,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan

Universitas Gadjah Mada, antara lain:

1.

2.

3.

Sofina, Mahasiswa Universitas Indonesia.
Vanya, Mahasiswa Universitas Indonesia.
Stefani, Mahasiswa Universitas Indonesia.
Aubrey, Mahasiswa Universitas Indonesia.
Rerindra, Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.

Mareta, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.
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7. Teralita, Mahasiswa Universitas Airlangga.

8. Dharmarya, Mahasiswa Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah.
9. Friansyah, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

10. Amirul, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

11. Maghfira, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

12. Wheli, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

13. Azahra, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

14. Helga, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

15. Zidni, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

16. Yogi, Mahasiswa Universitas Gadjah Mada.

Proses penyusunan inventaris arsip mengikuti Perka ANRI Nomor 27 Tahun
2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis, dan
Standar Operasional Prosedur Aparatur Pemerintah (SOP AP) tahun 2022 di
Lingkungan Direktorat Pengolahan, yang diawali dengan kegiatan persiapan yang
meliputi kegiatan identifikasi arsip dan penyusunan rencana teknis kemudian
dilanjutkan oleh kegiatan penelusuran, pengolahan, penulisan hingga finalisasi, serta
PERANRI No. 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. Kegiatan
identifikasi adalah kegiatan untuk mengidentifikasi fisik khazanah, volume, kondisi
fisik, dan kurun waktu arsip agar dapat tersusun rencana kerja berisi matriks rencana
waktu pengerjaan, biaya dan pelaksanaan kegiatan, serta lokus penelusuran sumber

dan referensi.

Kegiatan penelusuran berupa sumber dan referensi metitikberatkan pada
riwayat arsip, arsip yang berkaitan, sejarah organisasi, tugas pokok dan fungsinya,
serta perkembangan organisasinya. Selanjutnya, riset juga perlu dilakukan untuk
mengetahui bagaimana sistem penataan arsip. Target dari tahapan ini adalah draf

pendahuluan dan penyusunan skema sementara.

Tahapan selanjutnya adalah kegiatan deskripsi arsip dan penataan fisik arsip
untuk mendapatkan representasi akurat antara informasi dan susunan fisik arsip,

dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data yang dilaksanakan melalui penetapan
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skema definitif, manuver data dan fisik, pemberian label pada sampul dan boks arsip,

hingga penataan arsip dalam boks.

Hasil deskripsi dituangkan dalam kegiatan penulisan inventaris arsip dengan
format baku sesuai dengan Perka ANRI No. 27 Tahun 2011 tentang Penyusunan
Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis. Tahapan finalisasi dilaksanakan
melalui tahapan verifikasi internal dan eksternal Bersama Direktorat Preservasi,
validasi inventaris arsip yang dilaksanakan oleh Direktur Pengolahan, dan tahapan
terakhir distribusi inventaris arsip kepada unit terkait terutama Direktorat Layanan dan

Pemanfaatan serta Direktorat Preservasi.

Di dalam proses penyusunan Inventaris Arsip Departement van Binnenlandsch
Bestuur: Seri Grote Bundel: 1862-1960 ini ditemukan tahun tertua yaitu tahun 1862 dan
termuda adalah tahun 1960. Penomoran yang digunakan dimulai dari nomor 1 (satu).
Penyusunan skema afdeelingen ditampilkan secara alfabetis. Beberapa afdeeling terdapat
nomor arsip yang tidak berurutan dikarenakan terjadinya kekeliruan dalam proses
manuver data yang mengakibatkan arsip tersebut tidak ditempel label sesuai dengan
skema afdeeling-nya, namun di dalam data tetap kami urutkan sesuai urutan afdeeling.
Terdapat beberapa arsip yang menggunakan kode “x” yang menandakan bahwa arsip

tersebut merupakan arsip rahasia (geheim) pada masa dinamisnya. Adapun arsip yang

tidak memiliki kode afdeeling dimasukkan ke dalam overige archiven (arsip lainnya).

Penulisan kata “afdeeling” —masa kini “afdeling”— tetap menggunakan ejaan
bahasa Belanda pada masa itu. Arsip memberkas umumnya dalam satuan jumlah arsip
yaitu satu sampul (omslag) dan terdiri dari kurang dari 10 lembar (stukken). Jumlah

arsip per nomor dapat ditemukan pada Uraian Deskripsi Arsip.

Sebagian besar kondisi arsip baik (goed), hanya beberapa arsip yang dalam
kondisi rusak ringan (licht beschadigd), rusak sedang (erg beschadigd), dan rusak
berat (zwaar beschadigd). Kondisi arsip dapat dilihat pada Uraian Deskripsi Arsip
khusus untuk kondisi arsip yang tidak baik.

Deskripsi bundel dalam inventaris arsip ini menggunakan 2 (dua) bahasa, yakni
bahasa Belanda sebagai bahasa aslinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. Hal ini bertujuan agar pengguna arsip dapat memahami isi deskripsi. Hal
ini sesuai dengan Perka No. 27/2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu
Penemuan Kembali Arsip Statis dan PERANRI No. 14 tahun 2018 tentang Standar
Deskripsi Arsip Statis.
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1.5. Petunjuk Akses Arsip
1.5.1. Persyaratan akses Arsip

Semua arsip bersifat terbuka dan tidak ada persyaratan khusus untuk
mengakses kandungan informasi dalam khazanah ini. Sebagai informasi, bahasa dan

tulisan dari arsip dalam inventaris arsip ini mayoritas ditulis dalam bahasa Belanda.
1.5.2. Penggunaan Inventaris Arsip

Contoh cara mengakses arsip dengan menggunakan penyusunan Inventaris
Arsip Departement van Binnenlandsch Bestuur: Seri Grote Bundel:1862-1960 ini, antara

lain:

1. Untuk bisa mencari permasalahan yang dibutuhkan, pengguna disarankan untuk
membuka terlebih dahulu Lampiran 1 yang berisi tentang Daftar Rubrieken
(Urusan) Toegangen Agenda Departement van Binnenlandsch Bestuur 1924-
1949.

2. Pengguna mencari permasalahan tentang urusan keuangan di Dinas Perlindungan
Udara. Pengguna kemudian membuka Lampiran 1 yang berisi hoofdenlijst
Afdeeling LBD atau Luchtbeschermingdienst (Dinas perlindungan Udara), lalu
mengetahui bahwa permasalahan tersebut berada pada Afdeeling LBD21

Financieele aangelegenheden (urusan keuangan Dinas Perlindungan Udara).

3. Pengguna menuju bagian daftar isi dan mencari letak halaman bundel arsip

kelompok .

4. Pengguna menuju halaman kelompok Afdeeling LBD21 Financieele
aangelegenheden dan melihat deskripsi
arsip untuk mencari arsip yang diinginkan. Di dalamnya ditemukan 1 (satu) nomor
arsip yang memuat informasi tentang peraturan untuk administrasi keuangan dan

material inspektorat pusat perlindungan udara di Batavia.

5. Pengguna mencatat nomor arsip 1330 kemudian

memesannya ke petugas layanan arsip.

6. Untuk mencari permasalahan pada kisaran tahun 1943-1949, pengguna
disarankan juga membuka Lampiran 1 pada Inventaris Arsip Departement van
Binnenlansdsch Bestuur Seri Afdeelingen 1924-1949 yang diterbitkan tahun 2023.
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Catatan: untuk memudahkan pencarian subyek atau permasalahan yang hendak
ditelusur, pengguna juga bisa menggunakan indeks (tempat, nama orang, serta nama
lembaga dan perusahaan) yang terletak pada lampiran. Pengguna juga dapat scan QR
Code di Ruang Layanan dalam rangka mengakses arsip Departement van

Binnenlandsch Bestuur.
1.5.3. Ketentuan Reproduksi arsip

Untuk ketentuan reproduksi arsip (penggandaan fotokopi maupun digitalisasi)

pengguna disarankan berkonsultasi dengan petugas di ruang layanan arsip.
1.5.4. Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data

Penggunaan arsip sebagai sumber bisa mengikuti mengikuti aturan sebagai
berikut:

1) Versi lengkap:
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Departement van Binnenlandsch
Bestuur: Seri Grote Bundel: 1862-1960, Nomor Inventaris..., Nomor Arsip...
2) Versi singkat:

ANRI, Dept. van BB Serie Grote Bundel: 1862-1960, Nomor Inventaris...,

Nomor Arsip...
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Il. URAIAN DESKRIPSI ARSIP

Grote Bundel Afdeelingen
Afdeeling A (no.1-30; 53; 31-52; 54-171)

Afdeeling A (Agrarische Aangelegenheden) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang menangani urusan agrarian/pertanahan. Afdeeling A
menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 71 nomor arsip dan sebagian
besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor
arsipnya. Terdapat 1 nomor arsip Afdeeling A dengan kode “x” yang bermakna
rahasia.

A6/55/25

Verzoekschrift Mr.N.A.M van Altena, ten deze handelende voor een namens de
naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij Sambawa van Oost Preanger.

Permohonan yang ditulis oleh Mr.N.A.M van Altena, yang bertindak atas nama N.V.
Cultuur Maatschappij Sambawa di Oost Preanger.

2 Juni 1928-9 Desember 1929
1 omslag

met kaarten

A6/35/1

Restitutie van den door wylen den Heer C. Gledhill bereid in 's Lands kas gestorte
som van f 400,- voor het onderzook van in erfpacht aangevraagde gronden, diens
erfgename.

Pengembalian dana sebesar 400 gulden yang sebelumnya disetor oleh almarhum
Tuan C. Gledhill ke dalam kas negara untuk penyelidikan tanah yang diajukan untuk
hak waris, kepada ahli warisnya.

22 April 1902 - 18 Juli1924
1 omslag

met blauwe drukken

A6/46/17
Erfpachtsaanvraag van G.Lungley, g.q. de N.V. Tjikadoe Rubberplantage.
Permintaan hak waris G.Lungley, q.9. N.V. Tjikadoe Rubberplantage.
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6 Februari 1927-15 Oktober 1929
1 omslag

met kaarten

A6/64/9

Terugaanbieding van uittreksels der besluiten van uitgegeven gronden te Ternate
en Borneo.

Penyerahan risalah keputusan-keputusan tentang tanah-tanah yang telah dikeluarkan
di Ternate dan Kalimantan.

5 Mei - 17 Desember 1930
1 omslag

met blauwe drukken

A6/31/17
Erfpachtsperceel de Waal van Anckeveen in de onderafdeeling Pariaman.
Hak waris tanah Waal Anckeveen di Onderafdeling Pariaman.
30 Januaril902-9 Juli 1930
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

A6/49/22

Inschrijvingen van de bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur ddo.
9 Juni 1936 No A 6/19/4 aan de N.V. "Djaejan Rubber Maatschappij": in erfpacht
toegezegde gronden, gelegen in het district Kalangbret, regentschap
Toeloengagoeng, residentie Kediri.

Pendaftaran atas tanah yang dijanjikan dalam bentuk waris kepada N.V. "Djaejan
Rubber Maatschappij" berdasarkan keputusan dari Direktur Binnenlandsch Bestuur
tanggal 9 Juni 1936 No. A6/19/4. Tanah-tanah ini terletak di District Kalangbret,
Regentschap Toeloengagoeng, Residen.

12 Juli 1927-28 Oktober 1936

1 omslag

A6/2/11
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10.

Verzoek van den heer Mr. J.W. Devisser om definitieve bewilliging van de by besluit
van den Directeur van B.B. ddo. 28/3-1927 No. A 6/22/2 en ddo. 24/4-1927 No. A
6/18/14 aan de N.V. Rubber Cultuur My "Silalangoe” woorlooping in erfpacht
toegezegde gronde.

Permohonan dari tuan J.W. Devisser untuk persetujuan akhir dari keputusan
Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 28/3-1927 No. A/6/22/2 dan tanggal 24/4-
1927 No. A6/18/14 kepada N.V. Rubber Cultuur My "Silalangoe™ untuk sewa
jangka panjang.

26 September 1896-9 Januari 1928
1 omslag

met kaarten

A6/45/2

Verzoek van H.J. Groenenberg om restitutie van de door hem gestorte som van
f9697.50 voor erfpachtsonderzoek, en bestuursconferentie.

Permohonan dari H.J. Groenenberg untuk pengembalian dana sebesar 9.697,50
gulden yang telah dibayarkan olehnya untuk survei kepemilikan tanah dan
konferensi pemerintah.

10 November 1923-19 September 1928
1 omslag

met kaart

A6/23/9

Ruilererfpachtsaanvraag van H.J. van der Meer g.q. de N.V. Landbouw
Maatschappij "Moelia"”, betreffende gronden, gelegen in het district Patjet,
residentie Buitenzorg.

Permintaan penukaran waris dari H.J. van der Meer g.g. N.V. Landbouw
Maatschappij "Moelia", terkait tanah yang terletak di District Patjet, Residentie
Buitenzorg.

14 Januari 1876-5 April1933
1 omslag

met kaarten

A6/15/18
Dispensatie van de bepalingen in Staatsblad 1912 No.496.

Dispensasi dari ketentuan-ketentuan dalam Lembaran Negara tahun 1912 No. 496.
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11.

12.

13.

14.

10 Mei 1923-7 April 1927
1 omslag
met kaarten

Lihat juga: bundel I1: E121/63/13/1939

A6/36/5

Vaste toezegging van de bij besluit 11 Juli 1927 No. A6/21/11 aan de N.V.
Theezuidtuin Selecta in erfpacht voorlopig toegezegde gronden gelegen in de
Afdeling Oost Priangan, Garoet, West Java.

Kewajiban tetap yang tertera dalam Surat Keputusan tanggal 11 Juli 1927 No.
A6/21/11 kepada N.V. Theezuidtuin Selecta terkait tanah yang diagunkan yang
terletak di Afdeling Oost Priangan, Garoet, West Java.

19 Desember1907- 28 Agustus 1928

1 omslag

A6/26/8

Erfpachtaanvraag (vaste toezegg) van H.J. Adams en N. de Forjes Garland g.g. N.V.
Maatschappij ter Exploitatie de Pamanoekan en Tjiassemlanden betreffende een
perceel in de Residentie Oost-Priangan.

Permintaan hak milik (perjanjian tetap) dari H.J. Adams dan N. de Forjes Garland
g.9. N.V. Maatschappij ter Exploitatie de Pamanoekan en Tjiassemlanden mengenai
sebidang tanah di Residentie Oost-Priangan.

25 Januari 1926-26 Juni 1928

1 omslag

A6/32/9
Erfpachtsaanvrage van Hadji Achmad Abdullah bin Hadji Achmad Noor Mohamad.

Permintaan hak milik dari Hadji Achmad Abdullah bin Hadji Achmad Noor
Mohamad.

23 Agustus 1915-6 Oktober 1928

1 omslag

A6/11/23

Erfpachtsaanvraag onderneming "Kebon Deli" (Loemadjang).
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15.

16.

17.

Permintaan hak tanah perusahaan perkebunan "Kebon Deli" (Loemadjang).
13 Februari 1888-5 Februari 1932

1 omslag

A6/42/10
Erfpacht aanvragen van Lim Kim Seng, C.H. van Ooy met met kaarten.
Permintaan hak waris dari Lim Kim Seng, C.H. van Ooy, dengan peta.
7 September 1921-11 Maret 1935
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

A6/41/6

Erfpachtsaanvraag Ross Taylor van de gronden van de door Pro Juventute
opgegeven landbouw kolonie Kadjaran.

Permintaan waris Ross Taylor atas tanah pertanian Koloni Kadjaran yang telah
diberikan Pro Juventute.

24 Agustus 1921-3 Oktober 1928
1 omslag

Licht beschadigd

met kaarten

Lihat juga bundel I Zendbr. 1494/A/1919; bundel 111 Dienstn. A14/7/4/1931;
bundel 1V Simpen E97/3/21/1940.

A6/60/24

Voorlopige houtretributieberekening van het op de erfpachtsgronden van G.F. van
der Meulen voorkomend houtgewas.

Perhitungan awal retribusi kayu di lahan waris G.F. van der Meulen.
31 Maret 1922-8 Agustus 1925
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten
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18. A6/3/13

Erfpachtsaanvrag van F. Bock qualitate qua Mevrouw de weduwe G.C. BOck-
Lammers.

Permintaan hak guna lahan waris dari F. Bock yang mewakili Mevrouw janda dari
G.C. Bock-Lammers.

19 Januari 1907-14 Januari 1929
1 omslag

Licht beschadigd

19. A6/35/1

Verzoeken van Poey Tjin Hay en Poey Ten Nio om vaste toezegging van de hem bij
het besluit in erfpacht voorlopig toegezegd stukken in district Pontang afdeeling
Bantam.

Permohonan dari Poey Tjin Hay dan Poey Ten Nio untuk kepemilikan tetap atas
tanah yang sementara diberikan kepada mereka dalam bentuk hak sewa di District
Pontang, Afdeeling Bantam.

20 Oktober 1918-1 Oktober 1928

1 omslag

Licht beschadigd

Lihat juga bundel I A6/52/8/1935; bundel 11 A6/50/3/1929.

20. A6/68/22

Verzoek van G.J.F Goorisen g.g. (qualitate qua) N.V. Landbouw mij "Pangerango™
om kwijtschelding van de verhooging.

Permohonan penghapusan kenaikan dari G.J.F. Goorisen g.g. N.V. Landbouw mij
"Pangerango".

15 Desember 1923-31 Oktober 1932
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

21. A6/18/21

Wijziging van artikel 1, letter C onder eerste van de ordonnantie van 12 Juli 1923
(staatsblad No 358).
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22.

23.

24,

25.

Perubahan pada pasal 1, huruf C sub pasal 1 dari ordonansi tanggal 12 Juli 1923
(Lembaran Negara No. 358).

27 Oktober 1915-5 Maret 1932
1 omslag

Licht beschadigd

A6/47/19

Prijsgeving van het erfpachtsrecht op het perceel "Bakambang™ ten rechte "Batoe
Kambang".

Penyerahan hak sewa atas tanah "Bakambang" yang seharusnya "Batoe Kambang".
16 Juni 1932-9 Agustus 1932
1 omslag
Licht beschadigd
A6/14/5
Invordering grondhuur van Tan Hoo Pang.
Penagihan sewa tanah pada Tan Hoo Pang.
6 Juni 1918 ~18 Februari 1932
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

A6/18/1
Boschreserve West-Raoen.
Hutan lindung West-Raoen.
20 Januari 1927 ~22 Maret 1928
1 omslag

met kaarten

A6/50/3

Definitieve afstand in erfpacht aan Poeij Tiang Ke van het perceel bedoeld bij het
besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 21 Augustus 1928 No.
A6/39/15.
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26.

27.

28.

Jarak yang sudah ditentukan untuk Poeij Tiang Ke van dari lahan waris yang
dimaksudkan dalam Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 21
Agustus 1928 No. A6/39/15.

22 November 1917 ~31 Januari 1930
1 omslag

met kaarten

A6/13/22

Vervallenverklaring van de erfpachtstoezeggingen ten name van den Heer
C.E.G.H.M.L. Hundeshagen.

Berakhirnya permohonan sewa tanah atas nama C.E.G.H.M.L. Hundeshagen.
20 Oktober 1927 -5 Februari 1934
1 omslag
met kaarten

lihat juga Afz. Bundel Al31/88/16-1938

A6/22/12
De erfpachtsaanvragen van H. Adam, H. van Warmelo en L. van Haften.
Permohonan sewa tanah atas nama H. Adam, H. van Warmelo dan L. van Haften.
23 Maret 1926 7 April 1927
1 omslag
met kaarten

Uit Al31/62/14-1939

Ab6/46/22

Het verzoek om definitieven afstand in erfpacht van Mr. J.H. Meiss qgq de N.V.
Rubber Cultuur My "Silalangoe" van gronden bedoeld by het besluit van den Dir.
van B.B. dd 4-9-26 No. A6/51/16.

Permohonan sewa jangka panjang dari Tn. J.H. Meiss qq N.V. Rubber Cultuur My
"Silalangoe" atas tanah yang disebut dalam keputusan Direktur Departemen
Binnenlandsch Bestuur tertanggal 4 September 1926 No. A6/51/16.

16 Oktober 1924 ~21 September 1927
1 omslag

met kaarten
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29.

30.

53.

31.

A6/49/11

Betreffende het bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur ddo. 26/9-
'28 N0.A6/39/1 voorloopig met het recht van erfpacht toegezeg 5 perceel aan de te
Amsterdam gevestigde N.I Landbouw Maatschappij N.V. .

Berkas mengenai hak waris lima bidang tanah di Amsterdam milik N.l. Landbouw
Maatschappij N.V. yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch
Bestuur tanggal 26/9-1928 No.A6/39/1.

30 Oktober 199 -16 Desember 1930
1 omslag
Licht beschadigd

met schets en kaarten

A6/65/13

Het verzoek om de bij het besluit van den Directeur van Binnenlandsch-Bestuur van
9 Februari 1924 No. A 6/4/6 aan den heer L. van Haften gedane erfpachtstoezegging
te willen bepalen als te zijn gescheid aan C. M Hamaker.

Permohonan Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch-Bestuur tanggal 9 Februari
1924 No. A 6/4/6 pada Tuan L. van Haften mengenai ketentuan perjanjian waris
setelah perceraian dengan C. M Hamaker.

8 Agustus 1912 ~18 Desember 1925
1 omslag

met kaarten

A6/52/6
De inschrijving toegezegd erfpachtsrecht aan C. C. Ch. Ch. Dibbets.
Pendaftaran hak waris C. C. Ch. Ch. Dibbets.
15 Oktober 1923 ~19 November 1929
1 omslag

met kaarten

Ab6/82/4

De erfpachtsaanvraag van P. C. van Heukelom betreffende een stuk grond, gelegen
in het district Kandangan, afdeeling Probolinggo, provincie Oost-Java.
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32.

33.

34.

35.

Permintaan hak waris P. C. van Heukelom terkait lahan yang terletak di District
Kandangan, Afdeeling Probolinggo, Provinsi Oost-Java.

3 Oktober 1927 -27 April 1932

1 omslag

A6/5/8
De erfpachtsaanvraage.
Permintaan hak waris.
14 Oktober 1920 ~17 Februari 1936
1 omslag

met blauwe druk en kaarten

A6/48/20

De vervallenverklaring van het erfpachtsrecht op het ten name van nu wijlen Lie
Kong Tjiauw staand perceel.

Pembatalan hak waris tanah atas nama yang sekarang Almarhum Lie Kong Tjiauw.
29 November 1934 ~7Mei51

1 omslag

AT7/1/2

Zie terijde taam hem in erfpacht tot uitoefening van den kleesie en land of tuinbow
afgestaan.

Lihat hak waris untuk penggunaan lahan pertanian dan kebun.
25 Oktober 1927 -2 Januari 1932

1 omslag

A7/55/20

Vaste toezegging van het bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur
van 17 Juni 1933 No. A.7/7/5 aan P. Clarisse voorlooping in erfpacht toegezegd
perceel.

Perjanjian dalam Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 17 Juni
1933 No. A.7/7/5 kepada P. Clarisse atas lahan waris yang disebutkan sebelumnya.

26 Agustus 1931 ~28 Desember 1934
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36.

37.

38.

39.

1 omslag

A7/21/23

Inschryving van het by besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 7
October 1933 No. A.7/37/12 aan E. Grunder in erfpacht toegezegd stuk grond,
gelegen in het district Selokaton afdeeling Semarang.

Pendaftaran tanah waris yang terletak di District Selokaton Afdeeling Semarang
dalam Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 7 October 1933 No.
A.7/37/12 kepada E. Grunder.

31 Juli 1933 ~17 April 1934

1 omslag

A7/14/19

Verzoek van M.L.F. van Ginkel om afstand in erfpacht van een stuk grond ten
behoeve van de uitoefening van het klein land en tuinbouwbedrijf.

Permohonan M.L.F. van Ginkel mengenai keperluan penyewaan lahan waris untuk
dijadikan perusahaan perkebunan skala kecil.

14 Agustus 1916 ~7 Juni 1929
1 omslag
met kaarten

lihat juga uit Al36/20/25

AT7/8/11
Inschrijving erfpachtsperceel ten name van A.Mehlbaum.
Pendaftaran tanah waris atas nama A.Mehlbaum.
6 Mei 1915 ~29 Januari 1935
1 omslag

met kaart

AT7/12/23
Inschrijving erfpachtsperceel ten name van H.R. Rheeden.
Pendaftaran tanah waris atas nama H.R. Rheeden.

23 Januari 1933 ~18 Februari 1935
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40.

41.

42.

43.

44,

1 omslag

met kaart

A7/52/1
Kleinlandbouw erfpachts aanvraag van K. Frederiksz.
Permintaan waris atas lahan pertanian kecil dari K. Frederiksz.
20 Agustus 1934 -5 Oktober 1936

1 omslag

A7/66/4
Inschrijving erfpachtsperceel ten name van M.O. Langeveld.
Pendaftaran tanah waris atas nama M.O. Langeveld.
30 Desember 1933 - 29 Desember 1936
1 omslag

met kaart

A7/51/6

Inschrijving erfpachtsrecht ten name van H.G. van der Ploeg bij gerechtelijke acte
ddo. 4 October 1937 No. 570.

Pendaftaran hak waris atas nama H.G. van der Ploeg melalui akta kepemilikan
tanggal 4 Oktober 1937 No. 570.

1 Maret 192 -9 Oktober 1937

1 omslag

AT7/61/12
Inschrijving erfpachtsperceel ten name van W.G. Keijner.
Pendaftaran tanah waris atas nama W.G. Keijner.
4 Juni 1934 26 November 1936
1 omslag

met kaarten

AT/54/5
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45.

46.

47.

48.

Aangeboden aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur te Batavia-C referte
zijnHoogEdelGestrenge's besluit ddo. 18 Mei 1935 No. A 7/23/25, en
kleinlandbouwerfpachtsaanvragen.

Lampiran untuk Direktur Departemen Binnenlandsch Bestuur di Batavia Centrum
merujuk pada keputusan Hoge Regering tanggal 18 Mei 1935 No. A 7/23/25, dan
permohonan sewa tanah pertanian kecil.

20 November 1919 -29 Oktober 1936
1 omslag

met kaarten

A7/11/15

Gronduitgifte binnen het Oembilin-terrein, en kleinlandbouwerfpachtsaanvraag in
de Residentie Sumatra's Westkust.

Pemberian tanah di daerah Oembilin, dan permohonan sewa tanah pertanian kecil di
Residentie Sumatra's Westkust.

4 Oktober 1916 ~11 Agustus 1933
1 omslag

met kaart

AT7/35/3
Inschrijving erfpachtsperceelen t.n.v. den heer P.A. le Clerq.
Prasasti tanah hak milik atas nama P.A. le Clerq.
29 Maret 1920 25 Agustus 1933

1 omslag

AT7/4/25

Vraag of bij uitgifte in milik van een prijsgegeven kleinlandbouwperceel al dan geen
vergoeding moet worden gevorderd.

Pertanyaan apakah pada saat pemberian kepemilikan atas tanah pertanian kecil yang
sudah diserahkan harus meminta kompensasi atau tidak.

14 Februari 192 “18 Mei 1937

1 omslag

AT7/14/18
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49.

50.

ol.

52.

Uitgifte aan de bevolking van aan H.P. Lambertus c.s. in erfpacht van den kleinen
land- of tuinbouw gewezende gronden gelegen in het District Pegadingan, Afdeeling
Zuit Banjoemaas, Gouvernement Midden-Java.

Pemberian hak sewa kepada H.P. Lambertus dkk. kepada penduduk atas tanah
pertanian kecil yang terletak di District Pegadingan, Afdeeling Zuit Banjoemaas,
Gouvernement Midden-Java.

12 April 1927 -3 Oktober 1928

1 omslag

AT7/9/14
Erfpachts en erdiestaanvraag Piepers,.
Sewa dan permohonan kehormatan Piepers.
6 Agustus 1925 ~26 Maret 1927
1 omslag

uit bundel AI31/86/16/1938

AT7/51/5
Kleinlandbouwerfpachtsaanvraag van H.H. Eekhout.
Permintaan sewa lahan pertanian kecil dari H.H. Eekhout.
24 Oktober 1935 ~25 November 1935

1 omslag

A7/9/20

Grond verleenen aan vrouwe Amalia Johanna van Heuven van Staereling te
Cheribon.

Pemberian tanah kepada nyonya Amalia Johanna van Heuven van Staereling di
Cheribon.

7 Februari 1935 -7 Februari 1935
1 stuk

AT7/20/5
Erfpachtsaanvraag van den heer E. Landman voor den tyd van dertig jaren.

Permintaan hak waris oleh tuan E. Landman untuk jangka waktu tiga puluh tahun.
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54,

55.

56.

S7.

22 Juli 1927 -1 September 1928

1 omslag

A10/5/18

Het verzoek van Tan Giem Hok om vermindering van den canon tot f.1.- boean,
residentie Buitenzorg gelegen erfpachtsperceel "Pasir Angin".

Permohonan pengurangan kanun sebesar 1 gulden atas lahan "Pasir Angin" yang
terletak di Residentie Buitenzorg.

23 Oktober 1916 ~15 Juni 1936

1 omslag

A10/12/6

Verzoek van Taeng Foo Ting om den op f3, per bouw's jaars vastgestelden canon
van zijn in de residentie Bantam gelegen erfpachts perceel "Sabilongok™ te
verminderen tot f1,50 per bouw's jaars.

Permohonan Taeng Foo Ting untuk mengurangi sewa tanah atas tanah sewa
panjangnya "Sabilongok™ yang terletak di Residentie Bantam menjadi 1,50 gulden
per tahun bangunan.

21 Januari 1913 12 November 1936

1 omslag

A10/60/2

Personnalijk zaken lijst van diverse personeen (inclusief erfpacht aanvrag en
erfpacht ordonantie) onder andere Tja Eng Tjok, Ghoe Tjoen, Lie, Tjioe Ho Tie,
Tjiang Kiat, enz, .

Daftar urusan pribadi beberapa orang (termasuk permohonan sewa-menyewa dan
peraturan sewa-menyewa) termasuk Tja Eng Tjok, Ghoe Tjoen, Lie, Tjioe Ho Tie,
Tjiang Kiat, dan lain-lain.

20 April 1916 ~24 Mei 1934

1 omslag

A10/10/17

Verzoek van de handelvennoottschap onder de firma Tiedeman & van Kerchem q.q.
de N.V. The Lebak Plantations Company, om vaste toezegging van het aan die
vennootschap bij dzz. besluit van 26 Juni 1926 No. A 6/40/25 voorloopig in erfpacht
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58.

59.

60.

toegezegd stuk grond, gelegen in het district Lebak, afdeeling Bantam, gewest West-
Java.

Permohonan perusahaan perdagangan di bawah Firma Tiedeman & van Kerchem
g.9- N.V. The Lebak Plantations Company atas penetapan sewa lahan berdasarkan
surat keputusan tanggal 26 Juni 1926 No. A 6/40/25 di District Lebak, Afdeeling
Bantam, West-Java.

20 Agustus 199 ~20 Februari 1928
1 omslag

met kaarten

A10/15/14

Erfpachtsaanvragen voor kleinen landbouw in een afgeschreven deel der
Boschreserve Andong Kendeng (Basoeki).

Permohonan izin untuk pertanian kecil di bagian yang sudah tidak produktif dari
cagar alam Andong Kendeng (Basoeki).

19 Maret 1924 ~30 Maret 1929
1 omslag
met kaarten, in het indonesisch

Lihat juga bundel I Besl. A20/57/5-1926; bundel 111 Surat Al8/5/23-1929; bundel
IV Simpen A7/42/10-1932; bundel VV Simpen Al31/9/12-1940

A10/44/17

Het recht van erfpacht aan de Batavia gevestigde N.V. Cultuur Maatschappij
Tjibarengkok toegezegde perceel.

Hak kepemilikan tanah untuk N.V. Cultuur Maatschappij Tjibarengkok yang
didirikan di Batavia.

26 Juni 1922 - 18 Oktober 1928
1 omslag

met kaarten

A10/26/25
Achterstallige canon van het voormalig erfpachtsperceel "Mantipo".
Kanon yang tertunggak dari lahan sewa tanah "Mantipo" sebelumnya.

16 Oktober 1928 ~12 Juli 1929
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61.

62.

63.

64.

1 omslag

Lihat juga bundel I: Surat 5532/A1920; bundel 111: Surat A14/34/10 tahun 1930;
bundel 1VV: E124/13/14 tahun 1930; bundel V: Surat A10/9/14 tahun 1933

A10/45/23

Verzoek van J.L. Reynaert om overdracht van een hem toegezegd Eigendomsrecht
op W.F. Soute.

Permohonan dari J.L. Reynaert untuk penyerahan hak kepemilikan yang telah
dijanjikan oleh W.F. Soute.

8 September 1921 -9 Agustus 1923

1 omslag

A10/27/2

Verzoek van A.H.G. van Polanen Petel om vergunning tot dadelijke ontginning van
het bij besluit van de Dir. van BB ddo. 26/4/27 No. A6/18/14 aan de N.V. Cult.
Maatschappij "Silalangoe” in erfp. toegezegd perceel.

Permohonan dari A.H.G. Polanen Petel untuk pemberian izin pengelolaan segera
tanah yang telah dijanjikan kepada N.V. Cultuur Maatschappij "Silanglangoe™
dalam bentuk hak sewa berdasarkan Keputusan Direktur Binnnenlandsch Bestuur
tertanggal 26 April 1927 N.

7 April 1924 -9 Juli 1927

1 omslag

A10/49/23
Nota van bedenkingen jaarrekening Landkas Benkoelen 1927.
Nota keberatan atas rekening tahunan kas negara daerah Benkoelen 1927.
24 Februari 1927 ~14 Januari 1928

1 omslag

A10/61/24

Uitoefening van den kleinen land of tuinbouw in het district Kandanghaoer,
afdeeling Indramajoe, gouvernement West-Java.

Praktik pertanian dan perkebunan di District Kandanghaoer, Afdeeling Indramajoe,
Gouvernement West-Java.

27 Februari 1918 ~12 November 1925
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65.

66.

67.

68.

1 omslag

Licht beschadigd

A10/23/2

Inschrijving ten name van de N.V Way Halim (Sumatra) Rubber and Coffee Estates
Ltd van het erfpachtsrecht op het perceel "Way Hui 11", gelegen in de Residentie
Lampongsche-Districten.

Pendaftaran atas nama N.V. Way Halim (Sumatra) Rubber and Coffee Estates Ltd.
atas hak sewa tanah "Way Hui II" yang terletak di Residentie Lampongsche-
Districten.

17 Mei 1913 " 21 Mei 1928
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

A10/36/5
Inschryving erfpachtsrecht A. Zeehandelaar qq de N.V. Cult. Maaty. TAPOS.
Pendaftaran hak waris A.Zeehandelaar qq N.V. Cultuur Maatschappij TAPOS.
13 Juni 1912 ~24 Oktober 1924
1 omslag
Licht beschadigd

Lihat juga bundel 11 besluiten A10/43/15/1929; bundel 111 besluiten
A331/16/25/1940.

A10/31/24
De regeling canon erfpachtsperceelen Moesi | en 11 West.
Pertaturan kanun tanah waris Moesi | dan 11 West.
16 Juni 1924 -4 Juli 1931
1 omslag

met kaarten

A10/34/9
De teruggave perceel Tjigombong IV (Aardenburg).
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69.

71.

72.

73.

Pengembalian dana lahan di Tjigombong IV (Aardenburg).
15 Oktober 1915 ~14 Agustus 1928
1 omslag

met kaarten

A10/30/12

Het kol. verslag over 1924 betreffende canon van erfpachtsperceelen in
Madjalengka.

Laporan Tahunan Koloni tahun 1924 terkait kanun tanah waris di Madjalengka.
20 Mei 1925 ~18 Mei 1925

1 omslag

A14/16/15

Verzoek van Abdoelharis aan tusschenkomst van den Directeur van BB Inzake de
intrekking van een vergunning tot ontginning van een stuk grond, gelegen in de
residentie Madoera.

Permohonan Abdoelharis berdasarkan kesepakatan dengan Direktur Binnenlandsch
Bestuur berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi atas sebidang tanah di
Residentie Madoera.

12 Juni 1931 26 Juli 1934

1 omslag

Al4/5/3
Uitvoeringsvoorschriften Zelfbestuursregelen 1938, .
Petunjuk pelaksanaan aturan Pemerintahan Otonom 1938.
23 Agustus 1937 ~16 Desember 1938

1 omslag

A14/35/15

Verzoek D.W.J. van Oosterzee om kwijtschelding van verschuldigd vast recht te
Djambi.

Permohonan D.W.J. van Osterzee untuk penghapusan kewajiban biaya tetap yang
harus dibayarkan di Djambi.

3 Oktober 1912 ~24 Agustus 1927

50



74.

75.

76.

77.

1 omslag

Al4/42/12

Rechten van M. de Landreville op het eiland Lagoendie (Residentie Lampongsche
Districten).

Hak-hak M. de Landreville di pulau Lagoendie (Residentie Lampong Districten).
4 September 194 -~ 18 Oktober 1927

1 omslag

Al4/48]7

Afstand aan de Pb.S.M. van het terrrein der sedert gesloopte Inl.school te Hending
ten behoeve van de wijziging van het emplacement Gending der Probolinggo
Stoomtram-Maatschappij.

Pemindahan tanah ke Pb.S.M. dari lokasi Sekolah Bumi Putera yang telah
dirobohkan di Hending dalam rangka perubahan gedung Jawatan Kereta Uap
Gending Probolinggo.

14 Maret 1925 -3 November 1931

1 omslag

Al4/54/2

Overgelegde verklaring van Poey Kiang Bie, handelaar wonende te Indramajoe, dat
deze gelegen perceel groot 61 m2 en ingeschreven bij acte heeft ddo. 28 October
1918 n0.688, en behoeve van den dienst der Irrigatie heeft.

Pernyataan yang diajukan Poey Kiang Bie, pedagang yang tinggal di Indramajoe
bahwa lahan seluas 61 meter persegi untuk kepentingan layanan irigasi dan terdaftar
di akta tertanggal 28 Oktober 1918 N0.688.

18 Mei 3785 ~23 November 1927

1 omslag

A14/37/5

Opstalaanvraag van de N.V. Tabaksonderneming Soemberbaroe betref 3 stukken
grond in de afdeeling Djember der residentie Besoeki.

Permintaan hak guna dari N.V. Tabaksonderneming Soemberbaroe terkait 3 bidang
tanah di afdeeling Djember Residentie Besoeki.

20 November 1920 -6 November 1922
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78.

79.

80.

1 omslag

A14/50/13

Erfpachtsaanvragen van J.W Laceulle en Kong Seng Khoe te Sumatra's Westkust
met met kaarten, .

Permintaan hak waris dari J.W Laceulle dan Kong Seng Khoe di Sumatra's
Westkust, dengan peta, .

22 Februari 1915 13 September 1928
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

A14/52/9

Erfpachtstoezegging aan den heer J.L. van Houten van de perceelen, bekend onder
den naam van Tjikawoeng, gelegen in de residentie Indramajoe.

Pengakuan hak waris pada Tuan J.L. van Houten atas tanah yang dikenal dnegan
nama Tjikawoeng, yang terletak di Residentie Indramajoe.

21 Januari 1917 - 29 September 1928
1 omslag
Licht beschadigd

Lihat juga bundel I Besl. A6/48/10/1926; bundel 111 Opgeb A10/20/1/1929; bundel
IV Zendbr A7/22/1/1929; bundel VV Opgeb A619/9/1933; bundel VI Opgeb
A6/48/19/1936.

A14/31/18

Over prijsgeving van de S. Kashio in de Residentie Sumatra's Westkust gelegen
perceel in erfpacht.

Berkas terkait penyerahan lahan dalam pemberian hak guna usaha oleh S.Kashio di
Residentie Sumatra's Westkust.

25 Desember 1892 -5 Juni 1928
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten
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81.

82.

83.

84.

Lihat juga, bundel I brief CD14/35/5/1926; bundel 11 opgeb A10/35/5/1926;
bundel IV A10/29/21/1931; bundel V brief A6/51/25/1936.

A14/13/13

Aanteekening van de vervallenverklaring erfpachtsrecht op het parceel
"Tjiboengoer", gelegen in het district Tjaringin afdeeling Bantam, gewest West-
Java.

Anotasi pembatalan kepemilikan hak atas tanah "Tjiboengoer" yang terletak di
District Tjaringin, Afdeeling Bantam, West-Java.

10 Maret 1925 - 24 Februari 1928
1 omslag

lihat juga AJ31/62/14-39

Al4/47/18
Landbouwconcessie Lioedindang gelegen in de residentie Manado.
Konsesi pertanian Lioedindang di Residentie Manado.
9 September 1911 -7 Agustus 1928

1 omslag

A14/61/22

De betaling van f 600 - door W.R.Groskamp & Co ter voldoening van de pachtschat
van perceel Madame Lottie Terry Estate te Mapia.

Pembayaran sebesar 600 gulden oleh W.R. Groskamp & Co untuk pemenuhan sewa
lahan Madame Lottie Terry Estate di Mapia.

8 Mei 1924 - 30 November 1928

1 omslag

Al14/1/13

Het verzoek om toezending schetsmet kaart en grensomschrijving behoorende bij
G.B. 8 Juli 1913 No: 11.

Permohonan pengiriman denah dan gambaran batas lahan dalam Surat Keputusan
Pemerintah tanggal 8 Juli 1913 No. 11.

13 Juli 1911 -3 Januari 1928

1 omslag
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85.

86.

87.

88.

Al14/37/13

De inlichtingen welk gevolg zal worden gegeven aan het erfpachtsrecht bij de
besluiten van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 12 Februari en 15 Juli
1927 No. s 7/5/1 en A 6/36/10 verleend aan vrouwe Moertangsi en L.C.M.Don Griot.

Penjelasan mengenai yang akan diberikan atas peraturan lahan waris yang tertuang
dalam SUrat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 12 Februari dan 15
Juli 1927 No. s 7/5/1 dan A 6/36/10 yang diberikan pada istri Moertangsi dan L.C.M.
Don Griot.

4 Oktober 1905 - 30 Juni 1928
1 omslag

met kaart

Al14/56/14

Het verzoek van J.G.Risch g.q. de N.V.Cult.Mij.Waringin om hertaxatie van de op
het bij besluit v/d Dir.B.B. van 29 Juli 1927 No. A. 6/30/2 in erfpacht toegezegd stuk
grond voorkomende bamboestoelen, vruchtboomen, enz.

Permohonan J.G.Risch q.g. N.V.Cultuurmaatschappij Waringin untuk evaluasi
ulang mengenai kursi bambu, pohon buah-buahan dll sebagaimana tertuang dalam
Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 29 Juli 1927 No. A.
6/30/2.

15 November 1925 -23 Oktober 1928
1 omslag

met kaarten

Al14/35/7

Het verzoek van C.A.Schmidt om afstand van grond voor de kleine landbouw.

Permohonan C.A. Schmidt penyerahan lahan untuk membuat pertanian skala kecil.
28 Februari 1925 ~26 Juli 1928

1 omslag

Al4/41/14

De lijst van de op heden aan den Directeur van B.B, te Batavia Centrum aangeboden
stukken.
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89.

90.

91.

92.

Daftar dokumen vyang telah diserahkan hingga saat ini kepada Direktur
Binnenlandsch Bestuur di Batavia Centrum.

30 November 1930 -5 Desember 1933

1 omslag

A15/95/10

Het verzoek van Ch.S.Zecha, om vergunning tot overdracht aan vrouwe The Wie
Nio van de aan hem gedane eigendomsttoezegging betreffende een stuk grond
gelegen in de desa Dajeuhloehoer ter afdeelingshoofdplaats Soekaboemi.

Permohonan Ch.S.Zecha mengenai penyerahan hak kepemilikan tanah waris kepada
The Wie Nio atas sebidang lahan di Desa Dajeuhloehoer, Afdeelingshoofdplaats
Soekaboemi.

5Juli 1921 - 15 Mei 1925

1 omslag

A15/50/25

Eigendom aanvraag diverse personen onder andere Tan Teng Nio, Khoa Goat Tjin
Nio, Ratimin, enz te Semarang, Makasser, Palembang, enz, .

Permintaan hak kepemilikan beberapa orang termasuk Tan Teng Nio, Khoa Goat
Tjin Nio, Ratimin, dll di Semarang, Makasser, Palembang, dll,.

11 Agustus 1931 -3 Mei 1932

1 omslag

A15/42/15

Vestiging eigendomsrecht op het perceel gelegen in het district Salatiga afdeeling
Semarang, in eigendom toezegd aan N. Martens.

Penegasan hak milik atas tanah yang terletak di District Salatiga, Afdeeling
Semarang, yang dijaminkan kepada N. Martens.

4 November 1910 ~7 April 1930

1 omslag

A15/160/25

Eigendom aanvragen, betreffende in de gewesten, Atjeh en onderhoorigheden,
Pasoeroean en Semarang gelegen stukken groud.
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93.

94.

95.

Permohonan hak kepemilikan, terkait tanah-tanah yang terletak di Atjeh en
Onderhoorigheden, Pasoeroean dan Semarang.

7 Maret 1916 - 29 Oktober 1924

1 omslag

A15/210/10

Personnalijk zaken lijst van diverse personeen (inclusief eigendom en erpacht
aanvraag) onder andere Lim Nam Kim, Tan Teng Giok (Panaragan), Oeij Pin Siong
(Batavia), Christofel (Bandjarmasin), enz.

Daftar urusan pribadi dari berbagai orang (termasuk permohonan hak milik dan hak
waris) termasuk Lim Nam Kim, Tan Teng Giok (Panaragan), Oeij Pin Siong
(Batavia), Christofel (Bandjarmasin), dan lain-lain.

19 April 1920 -7 November 1925

1 omslag

A15/29/15

Personnalijk zaken lijst van diverse personeen (inclusief process verbaal, eigendom,
staat en erpacht aanvraag) onder andere G.H.A van der Veen, Mas Adjeng
Wirjoamidjojo (Kedoe, Magelang), Martowidjojo, enz.

Daftar personalia berbagai orang (termasuk notula, permintaan hak kepemilikan,
negara dan hak waris) termasuk G.H.A van der Veen, Mas Adjeng Wirjoamidjojo
(Kedoe, Magelang), Martowidjojo, dlI..

2 April 1908 ~27 Februari 1932

1 omslag

A15/60/13

Bezwaren van vrouwe Teo A. Tjoe tegen de by gerechtelyke akten van 31 October
1916 Nos. 60 t/m 65 gedane inschryving van zes by het G.B. van 22 Mei 1916 No.
64 in eigen om toegezegde ter hoofdplaats Pontianak.

Nota keberatan dari Nyonya Teo A. Tjoe atas pendaftaran akta-akta pengadilan
tertanggal 31 Oktober 1916 No. 60 sampai 65 yang berisi enam ketetapan yang
dituangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah tertanggal 22 Mei 1916 No. 64 di
ibukota Pontianak .

8 Maret 1916 14 Mei 1929

1 omslag
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96.

97.

98.

99.

A15/91/19

Verzoek van Thio Tjoan Hong om vermindering van de koopsom van het hem bij
gouvernements besluit van 30 April 1926 No. 27 in eigendom toegezegd perceel.

Permohonan dari Thio Tjoan Hong untuk pengurangan harga pembelian tanah yang
dijaminkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah tertanggal 30 April 1926
No. 27.

22 Desember 1924 -2 Agustus 1929

1 omslag

A15/44/1

Eigendoms en opstalaanvraag van Mr. G.H.G. Harloff q.g. de vereen:
begrafenisfonds der fam. Han Boei (Bwee) Ko (Koo) en beheersaanvraag gemeente
Soerabaja.

Permohonan dan permintaan hak guna dari Tn. G.H.G. Harloff g.q. de Vereen: dana
pemakaman keluarga Han Boei (Bwee) Ko (Koo) dan permohonan pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya.

5 Februari 1918 ~7 April 1932
1 omslag
met kaarten

Lihat juga bundel | Dep A15/158/12-1930, bundel 111 Dep A15/83/25-1935

A15/155/11

Eigendomsaanvraag van de weeskamer te Soerabaja g.q. de erfgenamen van wijlen
M.J. Bausch betreffende het bij G.B. van 26 Mei 1919 no. 24 aan dien over ledene
toegezegd doch niet aanvaard stuk grond gelegen in de afdeeling Pasoeroean.

Permintaan hak kepemilikan tanah yang dijanjikan, tetapi tidak diterima oleh panti
asuhan di Soerabaja atas nama ahli waris almarhum M.J. Bausch berdasarkan
keputusan pemerintah tanggal 26 Mei 1919 No. 24 yang belum diterima di
Afdeeling Pasoeroean.

30 Januari 1929 -5 September 1933

1 omslag

A15/73/15

Verzoek van de Th.A. de Neve om afstand in eigendom van het bij het besluit van
Directeur Binnenlandsch Bestuur aan hem met dien titel geweigerd, ter hoofdplaats
Pontianak, residentie Westerafdeeling van Borneo gelegen stuk grond.
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100.

101.

102.

Penolakan permohonan Th.A. de Neve untuk pemisahan hak kepemilikan tanah di
Pontianak, Residentie Westerafdeeling van Borneo, yang tertera dalam Surat
Keputuan Direktur Binnenlandsch Bestuur untuknya.

9 November 1925 -13 Juni 1929

1 omslag

A15/138/13

Verzoek van Said Salim bin Abdoel Rachman Algaderi g.q. vrouwe Sjarifah Marijam
binti Said Abdoel Rachman Algaderi om de by het Gouvernementsbesluit van 21
Februari 1924 No. 12 aan nu wylen Said Moehamad bin Abdoellah Alatas gedane
toezegging van het eigendomsrecht op een stuk grond gelegen in het Gouvernement
Atjeh en Onderhoorigheden te willen beschouwen als te zyn geschied aan vrouwe
Sjarifah Marijam binti Said Abdoel Rachman Algaderi voornoemd.

Permohonan Said Salim bin Abdoel Rachman Algaderi q.q. Istrinya, Sjarifah
Marijam binti Said Abdoel Rachman Algaderi, yang tertera dalam Surat Keputusan
Pemerintah tanggal 21 Februari 1924 No. 12 kepada Almarhum Said Moehamad bin
Abdoellah Alatas atas kepemilikan tanah yang terletak di Gouvernement Atjeh en
Onderhoorigheden yang dianggap telah dilakukan kepada Sjarifah Marijam binti
Said Abdoel Rachman Algaderi.

17 Desember 1920 17 Juli 1925
1 omslag

Licht beschadigd

A15/43/13

Verzoek van Ong Tian Djoe om overdracht aan Ong Kim Lie cs van twee by het
Gouvernementsbesluit van 20 Augustus 1925 No. 10 aan Ong Tian Tik in eigendom
toegezegd, doch niet aanvaarde stukken grond.

Permohonan dari Ong Tian Djoe untuk menyerahkan kuasa kepada Ong Kim Lie cs
atas dua bidang tanah yang dijanjikan untuk dimiliki Ong Tian Tik berdasarkan
Surat Keputusan Pemerintah tanggal 20 Agustus 1925 No.10, tetapi tidak diterima.

11 April 1922 -7 Mei 1929
1 omslag

Licht beschadigd

A15/10/15

Verzoek van Bok Singoredjo alias Bok Doel om afstand van een stuk grond in recht
van eigendom.

58



103.

104.

105.

Permohonan dari Bok Singoredjo alias Bok Doel untuk melepaskan hak
kepemilikan atas sebidang tanah.

23 September 1916 ~28 April 1924
1 omslag

Licht beschadigd

A15/23/14
Eigendomsaanvraag van Ch.F. Paulus (Resident Pasoeroean) .
Permintaan hak kepemilikan lahan dari Ch.F. Paulus (Residen Pasoeroean).
17 Juni 1919 ~26 Februari 1924
1 omslag

Licht beschadigd

A15/149/2

Verzoek van Han Soen Hing om eene nieuwe toezegging van het eigendomsrecht op
twee bij het gouvernementbesluit aan hem met den titel toegezegde, doch niet
aanvaarde perceelen gelegen in de Kampoeng Karangpoh, ter
afdeelingshoofdplaats Gresik afdeeling Noord-Soerabaja.

Permohonan Han Soen Hing untuk mendapatkan penawaran baru dari dua hak milik
yang telah dijanjikan kepadanya berdasarkan keputusan pemerintah namun tidak
diterima atas tanah yang terletak di Kampoeng Karangpoh, di
Afdeelingshoofdplaats Gresik, Afdeeling Noord-Soerabaja.

19 Juni 1916 ~6 November 1924
1 omslag

Licht beschadigd

A15/91/20

Eigendomsaanvraag van  Lim  Koey Fo, betreffende een ter
onderafdeelingshoofdplaats Gantoeng, gewest Belitoeng, gelegen stuk grond.

Permintaan  hak  kepemilikan  sebidang tanah  yang terletak  di
Onderafdeelingshoofdplaats Gantoeng, Daerah Belitoeng dari Lim Koey Fo.

24 Juli 1915 "5 Juli 1924
1 omslag

Licht beschadigd
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106.

107.

108.

A15/34/23

Verzoek van Thio Kim Tjoean c.s om gedeeltelyke restitutie van de koopsom,
gevorderd voor by het gouvernementsbesluit van 27 April 1928 No. 20 aan hen en
aan Thio Kim Hoy in eigendom toegezegd stuk grond gelegen in de Kampoeng
Pasajangan, district Martapoera, afdeeling Bandjermasin.

Permohonan dari Thio Kim Tjoean c.s. untuk restitusi sebagian dari harga pembelian
yang diminta untuk sebidang tanah yang telah dijanjikan kepemilikannya kepada
mereka dan Thio Kim Hoy melalui keputusan pemerintah tanggal 27 April 1928 No.
20, yang terletak di Kampoeng Pasajangan, District Martapoera, Afdeeling
Bandjermasin.

3 Januari 1922 - 15 Maret 1933
1 omslag

Licht beschadigd

A15/81/19

Het verzoek van R.H. Cooke om de bij het Gouvernements Besluit ddo. 2-1-1942
No. 11 aan de gezamenlijke erfgenamen van wijlen M.J. Bausch gedane toezegging
van het eigendomsrecht op een in de desa Kaliredjo, district Poerworedjo residentie
Malang gelegen stuk grond te beschouwen als te zijn geschied te zijnen name.

Permohonan pemisahan nama untuk R.H. Cooke dalam hal hak kepemilikan tanah
di Desa Kaliredjo, District Poerworedjo, Residentie Malang, yang tercantum dalam
Surat Keputusan Pemerintah tanggal 2 Januari 1942 No. 11 kepada ahli waris
Almarhum M.J. Bausch.

4 Mei 1895 ~24 Agustus 1933
1 omslag

met kaart

A15/58/14

De eigendomaanvragen van J.F. Vlinkervlengel qq de N.V. "Grond Exploitatie
Maatschappij Malang", betreffende achttien in de afdulij Malang, provincie Oost
Java, gelegen stukken grond.

Permohonan hak milik J.F. Vlinkervlengel gq N.V. "Grond Exploitatie
Maatschappij Malang"”, mengenai delapan belas bidang tanah yang terletak di
afdeeling Malang, Jawa Timur.

11 Juli 1932 - 11 Januari 1935

1 omslag
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109.

110.

111.

112.

113.

A15/20/11

Eigendomsaanvraag van de stadsgemente Malang betreffende 67 aldaar gelegen
stukken grond.

Permohonan kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Malang terkait 67 bidang
tanah yang terletak di sana.

10 Maret 1931 “22 Mei 1936
1 omslag

met kaarten

A15/178/16

Het verzoek van F.R.H. Hoffmeister te Pandean district Grabag, Magelang ter
inzake vermindering van de eigendomsprijs van een zijner perceelen.

Permohonan mengenai penurunan harga tanah salah satu bidang tanah F.R.H.
Hoffmeister di Pandean, District Grabag, Magelang.

9 Juli 1924 - 20 November 1924
1 omslag

met kaarten

A15/14/13
De eigendomsaanvrag van den Heer E. Lewis.
Permintaan hak milik lahan dari Tuan E. Lewis.
20 Maret 1917 -9 September 1929

1 omslag

A15/182/16
Het verzoek van Mejuffrouw Hekma om vermindering van de koopsoom.
Permohonan Nona Hekma atas pengurangan harga pembelian.

21 Juni 1924 - 11 September 1925

1 omslag

A15/80/25
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114.

115.

116.

117.

Het verzoek van Lie Eng Hoei qg. Tjoa Eang Lie Nio om vermindering van de
bedongen koopsom voor het perceel bedoeld bij Gouvernementsbesluit van 28
Maart 1924 No.17.

Permohonan Lie Eng Hoei qg. Tjoa Eang Lie Nio untuk pengurangan harga beli
tanah yang sudah disepakati dalam Surat Keputusan pemerintah tanggal 28 Maret
1924 No.17.

3 Mei 1932 - 23 Oktober 1924
1 omslag

met kaart

A15/199/22
Eigendomsaanvraag Gemeente Bandoeng.
Permohonan tanah Pemerintah Kota Bandung.
20 Desember 1915 ~25 Juni 1926

1 omslag

A16/14/15

Personnalijk zaken lijst van diverse persoonen onder andere Kwee Wan Ter
(opstalenvraag) te Banjoemas, Jo Peng Jam (Batavia), enz, .

Daftar urusan pribadi dari berbagai orang termasuk Kwee Wan Ter (permintaan
karangan) di Banjoemas, Jo Peng Jam (Batavia), dll..

16 Oktober 1917 ~28 Juli 1926

1 omslag

Al6/17/14

Verzoek om recht van opstal van Hadji Abdullah bin Hadji Hakim (Bengalees) op
perceel petoekangan met brief No. 325/1923, en eigendomsaanvraag.

Permohonan hak guna bangunan dari Hadji Abdullah bin Hadji Hakim (Orang
Bengali) atas tanah Petoekangan dengan surat No. 325/1923, dan permintaan
kepemilikannya.

3 Juli 1923 ~23 Juni 1926

1 omslag

Al16/11/6
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118.

119.

120.

121.

Inschrijving perceel recht van opstal ten name Oey Soen Liang en
eigendomsaanvraag.

Pendaftaran hak guna bangunan atas nama Oey Soen Liang dan permintaan
kepemilikannya.

7 Juli 1922 20 Maret 1929

1 omslag

Al16/17/7
Verzoek om intrekking van uw besluit ddo. 2 September 1927 No.A 20/33/23.
Petisi untuk mencabut keputusan tertanggal 2 September 1927 No. A 20/33/23.
25 Februari 1915 ~27 Mei 1929
1 omslag

met kaart en in het indonesisch

A16/1/6

Eigendomstoezegging aan E.F.H. Munaut betreffende een in de afd. Malang gelegen
stuk grond.

Pelimpahan hak milik kepada E.F.H. Munaut atas sebidang tanah yang terletak di
Afdeling Malang.

8 April 1921 ~30 November 1933
1 omslag

Lihat juga bundel I Dep 6439/1922, bundel 11l Surat E136/35/6-1935

A16/41/5

Verzoeke bespoediging rvo verleening immers door onderlinge regeling partijen
bedenking bow opgeheven meetbrieven.

Permohonan percepatan dalam pemberian RVO karena melalui kesepakatan antara
pihak-pihak, ada keberatan terhadap surat ukur yang telah dicabut akan dihapuskan.

28April 1896 ~17 September 1927

1 omslag

A16/7/10
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122.

123.

124.

Erfpachtaanvragen van diverse gronden o.a. van Said Saleh Almadani bin Abdoel
Aziz te Goenoeng Sitoli van Boerderij De Hoop te Batavia, en van A.J. Pompe van
Meerdervoort te Batavia.

Permintaan hak milik beberapa lahan antara lain dari Said Saleh Almadani bin
Abdoel Aziz di Goenoeng Sitoli, Boerderij De Hoop di Batavia, dan A.J. Pompe van
Meerdervoort di Batavia.

29 Maret 1919 -3 Maret 1936

1 omslag

A16/13/12

Verzoek van Lim Boen Ho om vermindering der vergoeding ad f 41.50 v/h hem met
het recht van opstal toegezegd perceel dan wel om die vergoeding in payementen te
mogen betalen.

Permohonan dari Lim Boen Ho untuk mengurangi gaji sebesar 41,50 gulden yang
diberikan kepadanya atas hak guna bangunan atas tanah atau untuk diizinkan
membayar pembayaran tersebut dalam beberapa kali pembayaran.

24 Maret 1924 -2 April 1927

1 omslag

A16/6/24

Verzoek van Sajid Oedroes bin Salim Alhamid om afstand met het recht van opstal
voor den tijd van 30 jaren van het hem bij G.B. ddo. 20 Januari 1933 No. 8 in recht
van eigendom toegezegd, doch niet aanvaard stuk grond, gelegen in de desa
Sepandjang, district Genteng, residentie Besoeki.

Permohonan dari Sajid Oedroes bin Salim Alhamid untuk melepaskan hak guna
bangunan selama 30 tahun atas sebidang tanah yang telah dijanjikan kepadanya
dalam Surat Keputusan Pemerintah tanggal 20 Januari 1933 No. 8, tetapi tidak
pernah diterima, yang terletak di Desa Sepandjang, District Genteng, Residentie
Besoeki.

25 Desember 1924 - 15 Februari 1934

1 omslag

Al16/2/1

Verzoek aan Lie Siang Hong en Gan Joe Tik om afstand wet het recht van opstal
van een tweetal in de desa Padang, district Manggis, residentie Bali en Lombok
gelegen stukken grond.
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125.

126.

127.

128.

Permohonan kepada Lie Sang Hong dan Gan Joe Tik untuk melepaskan hak guna
bangunan dari dua buah tanah di Desa Padang, District Manggis, Residentie Bali en
Lombok.

25 September 1928 ~6 Januari 1937

1 omslag

A16/45/2
Opstalaanvraag van Djie Djan Bie betreffende een stuk grond.

Permintaan hak guna bangunan dari Djie Djan Bie betreffende di sebidang tanah
yang terletak di Desa Pabejan, Afdeeling dan Residentie Rembang, .

25 September 1915 ~29 Desember 1927
1 omslag

Licht beschadigd

A16/34/22
Opstalaanvraag van Kho Leang Gie, Lim Tjim Siong, Ong Soen Kok.

Permintaan hak guna bangunan dari Kho Leang Gie, Lim Tjim Siong, Ong Soen
Kok.

24 Agustus 1920 ~1 November 1924
1 omslag

Licht beschadigd

A16/16/17

Verzoek van Tjia Ma Piauw om verlenging van de inschrijvingstermyn van het hem
bij besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur.

Permohonan Tjia Ma Piauw mengenai perpanjangan masa pendaftaran yang telah
diberikan kepadanya berdasarkan Surat Keputusan  Direktur Departemen
Binnenlandsch Bestuur.

14 Maret 1923 - 18 Oktober 1929
1 omslag

Licht beschadigd

A16/40/18

De op dien staat aangegeven tijdvakken.
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129.

130.

131.

132.

Penyerahan Hak Guna Bangunan untuk waktu yang ditentukan atas sebidang tanah
di Oost- en Midden-Java.

22 Januari 1924 - 21 Desember 1928
1 omslag

lihat juga Bundel I, Bundel Il AJ33/24/19, 1938

A16/45/25
De opstalaanvraag van Liem Bing Kang.
Permintaan penggunaan bangunan Liem Bing Kang.
12 Februari 1921 -8 September 1925

1 omslag

Al16/7/25
Inzake verzoek van Loa Pek Koey e. a. om afstand van een stuk grond.
Permohonan Loa Pek Koey dkk untuk pemisahan dari sebidang tanah.
2 Juni 1911 ~18 Juni 1926
1 omslag

met kaarten

A16/2/20
De aanvrage van Tan Hok San meetbr. ddo. 25 November 1926 No.476.
Permintaan surat ukur tanggal 25 November 1926 No. 476 dari Tan Hok San.

7 Juli 1927 -4 Januari 1928

1 omslag

A16/53/2

Het verzoek van de SCS-Mij om kosteloozen afstand met het recht van opstal van
twee bij het G.B. van 6 Juli 1924 No.31 aan haar in eigendom toegezegde stukken
grond in dessa Kalibakoeng, district Slawi, afd. Tegal.

Permohonan dari SCS Maatschappij mengenai pembebasan kerugian atas hak guna
dua buah bangunan di lahan yang terletak di Desa Kalibakoeng, District Slawi,
Afdeling Tegal, yang tertera dalam Surat Keputusan Pemerintah tanggal 6 Juli 1924
No. 31.
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133.

134.

135.

136.

6 Januari 1917 30 November 1925

1 omslag

A16/53/2

Het verzoek van E.L.H.Heidenreich om op zijn erfpachtsperceel ook koffie te mogen
planten.

Permohonan E.L.H.Heidenreich atas izin penanaman kopi di tanah warisnya.
17 Juni 1907 ~26 Oktober 1925
1 omslag

met schets en kaarten

A18/16/25

Huuraanraag van mevrouw J.M. Heesewick geboren Eerhard, betreffende een
stukgrond, gelegen in de desa Bloeboer ter hoofdplaats Bandoeng.

Permohonan hak sewa dari Nyonya J.M. Heesewick/Eerhard, terkait sebidang tanah
yang terletak di Desa Bloeboer, Bandoeng.

29 Mei 1919 ~27 Oktober 1924

1 omslag

A18/14/1

Aanbieding van een afschrift van het verhuren van gronden en erfpachtsperceelen
rondschrijven van 11 Januari 1922 No.356/A.1.

Penawaran salinan surat edaran mengenai penyewaan tanah dan hak waris tanggal
11 Januari 1922 No.356/A.1..

15 Agustus 1912 14 Desember 1933

1 omslag

A18/3/18
Lijst stukken van bundel A18/3/18 1927.
Daftar berkas A18/3/18 1927.
30 November 1926 ~30 November 1926
1 stuk
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137.

138.

139.

140.

141.

A18/48/1
De grondhuur ten name van A.R. Rodrigues.-26 Juli 1922-10 December 1936.
Penyewaan lahan atas nama A.R. Rodrigues.
26 Juli 1922 ~10 Desember 1936
1 omslag

met schets, kaarten, en brieven

A18/3/21
De verhuur van grond in de desa Bandjarmasin district Gadang.
Penyewaan lahan di Desa Bandjarmasin, District Gadang.
17 September 1909 ~31 Maret 1928

1 omslag

A19/2/5

Eigendom aanvraag van J.Krujt qq het Nederlandsch Handeling Genootschap,
betreffende een stukgrond, gelegen in de Residentie Pasoeroean.

Permintaan hak kepemilikan dari J.Krujt qq. Nederlandsch Handeling Genootschap,
terkait tanah yang terletak di Residentie Pasoeroean.

28 November 1899 -6 Februari 1936

1 omslag

A20/39/19

Personeelijke zaken lijst van diverse personen Sech Said bin Awat bin Aboedan, Tan
Ki Yap, Sech Ahmad bin Abdullah Algoladi, enz te Bandjarmasin, Batavia,
Magelang, enz.

Daftar berkas personalia beberapa orang Sech Said bin Awat bin Aboedan, Tan Ki
Yap, Sech Ahmad bin Abdullah Algoladi, dll di Bandjarmasin, Batavia, Magelang,
dll.

25 April 1919 24 Juli 1930

1 omslag

A20/41/2

Eigendom aanvraag diverse personen onder andere Josef Lasalvia, G. Marjan, K,
Reindorp, enz te Soerabaya, Buitenzorg, Batavia, enz.
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142.

143.

144,

145.

Permohonan hak kepemilikan dari beberapa orang termasuk Josef Lasalvia, G.
Marjan, K, Reindorp, dan lain-lain di Soerabaya, Buitenzorg, Batavia, dan lain-lain.

17 Januari 1922 ~18 November 1925
1 omslag

Lihat juga bundel : E66/34/7, 1938 ; A14/24/2, 1924

A20/31/5

Erfpachtsperceel van wijlen M. Hekelaar gelegen in desa Tjoeroeg, district
Selokaton afdeeling Semarang.

Tanah warisan milik almarhum M. Hekelaar yang terletak di Desa Tjoeroeg, District
Selokaton, Afdeeling Semarang.

11 Agustus 1917 ~22 Juli 1931
1 omslag

Lihat juga Ag36/20/25- 1939

A20/11/6

Overname ten name van den Lande van het eigendomsrecht van een stuk grond
gelegen in de desa Karanganjar, afd. Banjoemas en afstand in erf. individueel bezit
van bedoeld stuk grond aan Atmoprawiro alias Hadji Fanani.

Balik nama tanah hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Karanganjar,
Afdeling Banjoemas dan pelepasan hak milik perorangan atas sebidang tanah
tersebut kepada Atmoprawiro alias Haji Fanani.

19 September 1930 "4 Februari 1933
1 omslag

met kaarten en in het indonesisch

A20/1/10
Regeling van den verhuur van grond door de dessa.
Peraturan penyewaan tanah oleh desa.
10 April 1920 ~23 Desember 1935

1 omslag

A20/34/12

Koopsom ad f25-voor grondafstand aan de desa Tjihaoer.
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146.

147.

148.

149.

Harga pembelian sebesar 25 gulden untuk penghibahan kepada Desa Tjihaoer.
6 Agustus 1906 ~27 November 1937
1 omslag

met kaart

A20/33/1

Milikaanvraag van vrouwe Marijam betreffende 2 stukken grond, gelegen in de
residentie Malang.

Permintaan hak milik dari Nyonya Marijam terkait 2 bidang tanah di Residentie
Malang

28 Juni 1926 ~16 Oktober 1936

1 omslag

A20/95/4

Verzoek van Hadji Ali qq de desa Modopoerokradjan om afstand met het Inlandsch
bezitrecht van een in gemelde desa gelegen stuk grond.

Permohonan Hadji Ali g.g. Desa Modopoerokradjan atas perhitungan jarak tanah
orang Bumi Putera.

2 Oktober 1891 ~29 Desember 1926
1 omslag
Licht beschadigd

Lihat juga bundel I GB 116-1921 no 6a; bundel 111 Soerat A20/8/7/1929; bundel
IV Dep E 66/43/21/1936.

A20/22/18

Restitutie van het door Bl Sati gestorte gedrag van f 200 wegens koopsom van een
perceel.

Pengembalian uang sebesar 200 gulden yang telah disetor oleh Bl Sati sebagai
pembayaran untuk sebidang tanah.

18 Agustus 1913 ~12 Agustus 1925
1 omslag

Licht beschadigd

A20/41/19
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150.

151.

152.

Het verzoek van O. DeDecker q.g. de Inlandsche Christen gemeente te Sidomoeljo
om afstand met het Inlandsche bezitsrecht van twee aldaar gelegen stukken grond.

Permohonan O. DeDecker g.g. Inlandsche Christen Gemeente di Sidomoeljo untuk
melepaskan hak milik atas dua bidang tanah yang terletak di sana.

27 April 1921 15 Agustus 1930
1 omslag
met kaarten

lihat juga afz. Al12/2/24/1940

A20/22/2

Aanvraag met het erfelijk individueel bezitsrecht van Singaperwata dessa
Tjirendang.

Permintaan hak milik perorangan secara turun-temurun atas nama Singaperwata
Desa Tjirendang.

12 Desember 1927 - 30 Juni 1929

1 omslag

A20/9/9

Het verzoek van Ibadji Zaidin bin Jambi om afstand in erfelijk individueel bezit van
een in de residentie Palembang gelegen stuk grond.

Permohonan lbadji Zaidin bin Jambi untuk pemisahan hak milik tanah dari
kepemilikan lahan waris di Residentie Palembang.

7 Juli 1923 “ 14 Maret 1928
1 omslag

Lihat juga bundel 11 A20/48/23/1929; bundel 111 GRI1/82/22/1938

A20/60/14

Het verzoek van Moeloed om afstand met het erfelijk individueel bezitsrecht van een
bij het Gouvernementsbesluit van 22 December 1919 No.70 aan wijlen J.F. Titze in
eigendom toegezegd, doch niet aanvaard stuk grond gelegen in de dessa Djatiredjo,
district Senggoeroeh afdeeling Malang der voormalige residentie Pasoeroean.

Permohonan Moeloed pemisahan dengan lahan waris yang tertuang dalam Surat
Keputusan Pemerintah tanggal 22 Desember 1919 No.70 kepada Almarhum J.F.
Titze atas tanah terkait di Desa Djatiredjo.

1 Mei 1919 19 September 1928
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153.

154.

155.

156.

157.

1 omslag

A20/43/20
Jasanaanvraag Soemo perceel in de kampong Gembong.
Permintaan jasa lahan Soemo di Kampong Gembong.
2 September 1922 -5 Juli 1928

1 omslag

A20/76/8

De vestiging van het bij het besluit van den Directeur van B.B. van 20 Juli 1928 no.
AT7/17/18 aan D.Post toegezegde erfpachtsrecht.

Penetapan Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 20 Juli 1928
No. A7/17/18 untuk D.Post mengenai hak waris yang telah disebutkan.

16 September 1918 22 Desember 1928
1 omslag

met kaarten

A20/28/7
Grondaanvraag van Madhasan alias Hadji Hasan Basari.
Permintaan lahan dari Madhasan alias Hadji Hasan Basari.
23 Maret 1927 ~23 Juni 1927

1 omslag

A20/2/17

Het verzoek van Mas Djojosoedarmo om afstand van stukken grond met het erfelijk
individueel bezitsrecht.

Permohonan Mas Djojosoedarmo untuk memisahkan sebidang tanah dari lahan
waris.

17 April 1893 ~30 Desember 1927
1 omslag

met kaarten

A20/58/1
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158.

159.

160.

161.

De terugaanbieding bescheiden.
Penawaran kembali .
17 Maret 1923 -3 September 1928

1 omslag

A20/19/1

De opstalaanvraag van Liem Wan Tat betreffende een stuk grond gelegen in de
residentie Rembang.

Permintaan penggunaan bangunan Liem Wan Tat terkait lahan di Residentie
Rembang.

22 Mei 1922 -7 Maret 1928

1 omslag

A20/20/20

Het verzoek om erfelijk individueel bezit van een stuk grond van Hadji
Abdoerazak.

Permohonan kepemilikan pribadi waris atas sebidang tanah Hadji Abdoerazak.
9 Agustus 1923 16 Mei 1927

1 omslag

A24/30/15

Verzoek van den Regentschapsraad van Soemedang om ontheffing van het beheer
over de pasanggrahans Tomo, Darmaradja en Tjidjaha.

Permohonan dari Dewan Regentschap Sumedang untuk pembebasan administrasi
Pasanggrahan Tomo, Darmaradja dan Tjidjaha.

4 Februari 1920 ~27 Juli 1933

1 omslag

A24/8/14

verzoek van de provincie Oost-Java om afstand in beheer van een stuk grond,
gelegen in de desa Tjondro, voormalig district Tempeh, thans Pasirian, residentie
Malang.
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162.

163.

164.

165.

Permintaan dari Provincie Oost-Java untuk melepaskan hak atas sebidang tanah
yang terletak di Desa Tjondro, bekas District Tempeh sekarang Pasirian, Residentie
Malang.

7 November 1913 ~26 Maret 1935

1 omslag

A24/3/23

Nopens een stuk grond in de desa Kilen, district Panaroekan, Il. verhuurd aan Ong
Ik Hoe (otb. No. 2619/Gr-1932) ten rechte zijnde het perceel R.v.O. verp. No. 1011
staande t.n.v. Go Khien Nio.

I. Berkas mengenai sebidang tanah di Desa Kilen.
6 Februari 1923 ~18 September 1939
1 omslag

Licht beschadigd

A24/19/3

Beheersaanvraag van het regentschap Magelang betreffende den desaweg
Moentilan-Tandjoeng en den weg van brug Klangon tot Tegalredjo.

Permohonan pengelolaan Regentschap Magelang terkait jalan Desa Moentilan-
Tandjoeng dan jalan dari jembatan Klangon ke Tegalredjo.

14 April 1936 ~27 Juli 1937
1 omslag

met blauwe drukken

A24/11/5

Het verzoek van den Voorzitter van den Gewestelijken Raad van Soerabaja om
ontheffing van het beheer over het passar terrein Wanakrama. (Brf. Voorzitter Gen.
Raad 26-6-25 N0.2893/21).

Permohonan dari Pengurus Dewan Kota Soerabaja atas dispensasi kepemilikan
lahan Pasar Wanakrama. (Surat Pengurus Dewan Kota tanggal 26 Juni 25
No0.2893/21).

25 Oktober 1918 ~16 Juli 1925

1 omslag

A24/15/7
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167.

168.

169.

170.

De beheersaanvraag van een stuk grond in desa Karanggajam.
Permintaan kepemilikan sebidang tanah di Desa Karanggajam.
8 November 1917 ~19 Oktober 1925
1 omslag

met blauwe druk en boeken

A25/9/15

Verzoek van Tjong Foek Tijhian, Lim Yoe Sam en Oeij Kiong Djin om
westigingsvergunning te residentie van Midden Priangan.

Permohonan Tjong Foek Tjhian, Lim Yoe Sam dan Oeij Kiong Djin untuk
mendapatkan izin westernisasi di Residentie Midden Priangan.

16 April 1928 -8 Juni 1928

1 omslag

A36/1/2

Brief van Departement van Justitie: Bouwverordening van den gewestelijken Raad
van Pekalongan.

Surat milik Departement van Justitie/Departemen Kehakiman: Peraturan
pembangunan dewan wilayah Pekalongan.

13 November 1919 ~12 Januari 1925

1 omslag

A36/8/24

Brief van Departement van Justitie: Veroordening, onder andere, pasarverordening
van Rembang, verordening op de bakkeryen in het geweest Banten, verordening
wegaanleg van den Gementeraad van Bandoeng.

Surat milik Departemen van Justitie/Departemen Kehakiman: Peraturan, antara lain,
peraturan pasar dari Rembang, peraturan tentang toko roti di wilayah Banten,
peraturan tentang pembangunan jalan dari Dewan Kota Bandoeng.

21 Januari 1918 " 14 Juni 1924
1 omslag

Licht beschadigd

A45/2/22
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171.

2.2

172.

173.

Het verzoek van A. Verheul, fd. controleur en H. Scheffer, gediplomeerd
gezaghebber by het Binnenlandsch Bestuur om verbetering van de vooruitzichten
van het gezaghebberskorps.

Permohonan A. Verheul (Kontrolir) dan H. Scheffer (pejabat diploma
Binnenlandsch Bestuur) atas peningkatan prospek Korps Pejabat.

7 Juni 1912 10 April 1927

1 omslag

Ax4/3/3
Undangan Sidang-Sidang Kabinet pada tanggal 11 Djuli 1950 dan sebelumnya.
17 Maret ~7Julil950
1 omslag

in het Indonesisch

Afdeeling AB (no. 172-241; 1326)

Afdeeling AB (Algemeene Bestuurzaken) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang memiliki fungsi sebagai bagian yang mengatur
pemerintahan mandiri di luar Jawa dan Madura. Afdeeling AB menggunakan Sistem
Agenda Kaulbach. Terdiri dari 70 nomor arsip yang sebagian besar dalam kondisi
baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yang
akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor arsipnya. Terdapat 6 nomor

€, ”

arsip Afdeeling AB dengan kode “x” yang bermakna rahasia.

AB2/1/3

Diensttreizen van bestuursambtenaren ter bijwoning van bestuursoverdrachten en
van openbaar gehoor op 31 Augustus.

Perjalanan dinas pegawai pemerintah untuk menghadiri serah terima pemerintahan
dan sidang umum pada tanggal 31 Agustus.

6 Maret 1936 ~31 Januari 1942

1 omslag

AB4/1/8
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174.

175.

176.

177.

Statistieke gegevens administratie indeeling op 1 Januari 1942.
Data statistik bagian administrasi tanggal 1 Januari 1942.
25 Januari 1939 “4 Februari 1942

1 omslag

AB4/1/21
Uittreksel uit het Register der Besluiten van den Gouverneur van de Groote Oost.
Salinan daftar keputusan Gubernur Wilayah Groote Oost tentang pengenaan tol.

25 November 1912 ~24 Februari 1940

1 omslag

AB5/1/11

Verzoek van M.Zen gelar Bandaro Soetan, gewezen pasarhoofd te Solok (res. Sum.
Westkust), om toekening van onderstand.

Permintaan dari M. Zen gelar Bandaro Soetan, mantan kepala pasar di Solok
(Residentie Sumatera Pesisir Barat), untuk pemberian bantuan.

15 Januari 1916 -3 Februari 1941
4 stukken

AB7/1/5
Verhooging crediet Landstreek begrooting Zuid-Celebes en Salajar 1942.
Peningkatan kredit anggaran daerah bagian Zuid-Celebes dan Salajar 1942.

17 Juni 1940 -8 Januari 1942

1 omslag

AB7/2/17

Instelling groepsgemeenschap Minahasa en omzetting gemeente Manado in een
stadsgemeente.

Pembentukan komunitas kelompok Minahasa dan perubahan status kabupaten
Manado menjadi kotapraja.

2 Agustus 1939 31 Oktober 1941

1 omslag
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178.

179.

180.

181.

182.

ABT7/8/7
Voorbereiding groepsgemeenschap Tapanoeli.
Persiapan pemerintahan kelompok Tapanoeli.
27 Oktober 1938 -8 Oktober 1941

1 omslag

AB7/7/1
Kiesregeling inheemsche onderdanen-niet-Nederlanders Minangkabauraad.
Peraturan pemilihan dewan Minangkabau untuk orang non-Minangkabau.

3 Juli 1941 -21 Juli 1941

1 omslag

AB7/6/22
Kiesordonnantie Minangkabauraad Inheemsche onderdanen.
Peraturan pemilihan Dewan Minangkabau untuk kaum Bumi Putera.
14 November 1941 ~23 April 1938

1 omslag

AB7/5/14
Financiering van de kolonisatie 1941 in de Lampongsche Districten.
Pendanaan koloni 1941 di Lampongsche Districten.
12 September 1941 ~30 September 1941

1 omslag

AB8/6/3

ABB8/6/3-Aanbieding afschriften :

a. V.d. Verordening op de instelling van de Paroeman Agong No.1
b. Idem van overdracht bevoegdheden aan idem No.2 en

c. Idem tot wijziging en aanvulling v.d. Verordening op de instelling v.d. Idem
No.3.

Penawaran salinan:

a. Peraturan Pendirian Paroeman Agong No.1
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183.

184.

185.

186.

b. Pengambilalihan penambahan Paroeman Agong No.2, dan
c. Perubahan dan pemenuhan Peraturan Pendirian Paroeman Agong No.3.
9 September 1938 10 November 1941

1 omslag

ABB8/1/13

Verzoekschriften om gratis van straf van Pius Rase Wangge, gewezen bestuurder
van het landschap Lio (Flores).

Pengajuan permohonan untuk membebaskan hukuman Pius Rase Wangge, Mantan
Pengurus Tanah Lio (Flores).

27 April 1914 -27 November 1941
1 omslag

met boek

ABB8/4/2

Aanbieding der goedgekeurde en bekrachtigde akte van verband van Don Lorenzo
Diaz Vierra Godinho bestuurder van het landschap Larantoeka (residentie Timor
en Onderhoorigheden).

Penawaran akta gadai yang telah disetujui dan disahkan oleh Don Lorenzo Diaz
Vierra Godinho.

10 April 1912 -2 Juli 1941

1 omslag

AB8/1/2

Aanbieding der goedkeurende en bekrachtigde Akte van verband van Hendrik
Arnold Koroh, bestuurder van het landschap Amarassi (Residentie Timor en
Onderhoorigheden).

Penawaran Surat Perjanjian yang telah disetujui dan disahkan dari Hendrik Arnold
Koroh.

30 November 1915 -2 Januari 1941

1 omslag

AB8/3/25

Wijziging van het politiek contract van Mempawah.
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187.

188.

189.

190.

Perubahan kontrak politik Mempawah.
14 Desember 1939 4 Juli 1941

1 omslag

ABB8/1/5

Verzoek van Boenggasi om wederinstelling van de functie van Poenggawa van
Laiwoe.

Permohonan Boenggasi atas kenaikan pangkat sebagai Poenggawa Laiwoe.
30 Oktober 1937 -6 Januari 1941

1 omslag

AB8/4/8
Staatsiewapens Balische Zelfbestuurders.
Pembentukan pemerintahan otonom di Balian.
16 November 1905 - 17 Oktober 1941

1 omslag

AB40/2/21

Reisdagboek leider expeditie Koninklijk  Nederlandsch  Aardrijkskundig
Genootschap nar Nieuw-Guinea.

Buku harian perjalan pempimpin ekspedisi Koninklijk  Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap ke Nieuw-Guinea.

14 September 1939 ~15 Februari 1940
1 omslag

met kaart

ABXx10/1/8

Acte van schuldbekentenis met overdracht tot zekerheid en borgtocht verleden voor
Notaris C.J.J. Gottgens te Medan op 2 September 1938 onder no.5 in verband met
de regeling van de financieele positie van den Sultan van Langkat.

Akta pengakuan hutang dengan pengalihan sebagai jaminan dan perjanjian
penjaminan dibuat oleh Notaris C.J.J. Gottgens di Medan pada tanggal 2 September
1938 dengan nomor 5.

2 April 1937 -3 Februari 1940
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191.

192.

193.

194.

195.

1 omslag

AB10/14/24
Onderhoud en herstelling triangulatiepilaren 1934-1939.
Pemeliharaan dan perbaikan pilar-pilar triangulasi 1934-1939.
6 April 1934 ~23 Juni 1939

1 omslag

AB10/7/9
Herziening salaris-regeling landschaps ambtenaren.
Perbaikan peraturan gaji pegawai pemerintah daerah.
31 Januari ~29 November 1941

1 omslag

AB10/5/17

Kantoorkosten van het tijdelijk bureau voor de Conversie van landbouwencessies
ter Oostkust van Sumatra te Medan.

Biaya kantor dari kantor sementara untuk Konversi Konsesi pertanian di Oostkust
Sumatra di Medan.

8 Mei 1937 -1 Oktober 1940
1 omslag

met plattegrond

AB10/5/13
Verpleegkosten van Imeum Leman te Buitenzorg.
Biaya perawatan Imeum Leman di Buitenzorg.
23 September 1932 -8 November 1941

1 omslag

AB10/4/25
Betaalbaarstelling van vorderingen in zelfbesturende landschappen.

Pembayaran piutang di pertanian-pertanian otonom.
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196.

197.

198.

199.

28 Juli 1917 30 Juli 1941

1 omslag

AB10/7/1

De restitutiestaten 1941 van de landschappen in de residentie Molukken en
residentie Timor en Onderhoorigheden met toelichtingstaat, recapitulatiestaat en
afschrift besluit.

Laporan restitusi tahun 1941 untuk lansekap di Residentie Maluku dan Residentie
Timor en Onderhorigheden beserta penjelasannya.

17 Desember 1929 10 Desember 1940

1 omslag

AB10/17/10

De restitutie berekening 1938 van de zelfbesturende landschappen in de Residentie
Celebes en Onderhoorigheden.

Resititusi tahun 1938 dari lansekap mandiri di Residentie Celebes en
Onderhoorigheden.

6 Januari 1937 -8 Agustus 1939
1 omslag

Lihat juga bundel | Bg.10/12/25/1936

AB11/2/5
Gevonden voorwerpen.
Barang-barang yang ditemukan.
5 Oktober 1929 -3 November 1941

1 omslag

AB11/1/7
Uitkeering Oorlogsfonds groot f 30.000,- v/h Sultanaat aan Gouvernement.

Pembayaran Dana Perang sebesar 30.000 gulden dari Kesultanan kepada
Pemerintah.

24 Mei 1941 - 12 Januari 1942

1 omslag

82



200.

201.

202.

203.

204.

AB11/1/15
Begrooting Sultanaat Jogjakarta voor het Dienstjaar 1941.
Anggara Kesultanan Jogjakarta Tahun Dinas 1941.
24 Januari - 24 Januari 1941
1 band

AB11/1/18
Nieuwe onderhoorigheidsregeling voor de Vorstenlanden.
Peraturan kepatuhan yang bari di VVorstenlanden.
20 Maret 1918 - 26 Februari 1942
1 omslag

met boeken

AB12/2/2

Aanstelling door den Consul-Generaal der Nederlanden te Singapore van een
werkkracht voor het verichten van zeepaswerkzaamheden.

Penunjukan oleh Konsul Jenderal Belanda di Singapura atas tenaga kerja untuk
melakukan pekerjaan pelayaran.

21 Agustus 1933 “23 September 1941

1 omslag

AB15/1/1
Resume van de besprekingen op 15 November j.l.
Ringkasan diskusi pada tanggal 15 November lalu.
15 Agustus 1941 -6 Januari 1942
1 omslag

met schets en kaart

AB15/1/9

Uitkeering aandeel Inlandsche rechtsgemeenschappen in de brutoopbrengst van
houtretributies op grond van de ordonnantie in staatsblad 1927 no. 284 jo no. 471.
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205.

206.

207.

208.

Pembayaran bagian Juridiksi Hindia hasil kotor pungutan kayu sesuai dengan
ordonansi yang ada di dalam Lembaran Negara tahun 1927 No. 284 jo. 471.

29 Februari 1940 27 Februari 1942

1 omslag

AB15/8/10

Uitkeering aan de Inlandsche recht-gemeenschappen van een aandeel in de bruto
opbrengst van houtretributies op grond van staatsblad 1927 no. 283.

Pembayaran kepada mesyarakat hukum Bumi Putera atas bagian dari hasil kotor
royalti kayu berdasarkan Ordonansi dalam Lembaran Negara tahun 1927 No. 283.

16 Desember 1940 11 Desember 1941

1 omslag

AB15/3/4

Aandeel bruto-opbrengst houtretributies 1937 en 1938 aan Inlandsche
rechtsgemeenschappen.

Pembagian hasil kotor royalti kayu tahun 1937 dan 1938 kepada masyarakat
hukum pedalaman.

15 Juni 1939 -21 Februari 1940

1 omslag

AB15/1/7

Aandeel Inlandsche rechtsgemeenschappen in de houtretributies 1940 op grond van
staatsblad 1927 no. 283 jto 471.

Partisipasi masyarakat hukum pedalaman dalam royalti kayu 1940 sesuai dengan
Lembaran Negara Tahun 1927 No. 283 jto 471.

19 Januari -6 Februari 1942
9 stukken

Ab15/4/4

Nopens landbouwen in zelfbesturen Boeket, Bobasan, enz. in Residentie Atjeh en
Onderhorigheden, Gouvernement Sumatra.

Berkas mengenai pertanian di daerah otonom Boeket, Bobasan, dll. di Residentie
Atjeh en Onderhorigheden, Gouvernement Sumatra.
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209.

210.

211.

28 Mei 1924 - 19 Maret 1939

1 omslag

AB15/7/13

Inlichtingen betreffende het verzoekschrift, gedagteekend Toba Baroe 1 December
1938, van eenige leden van den margaraad van Seloepoe Lebong inzake een
boschreserve.

Informasi mengenai surat permohonan yang ditandatangani di Toba Baroe tanggal
1 Desember 1938, mengenai anggota dewan marga Seloepoe Lebong terkait hutan
lindung.

13 Juni 1927 -9 Oktober 1941
1 omslag

met kaarten

AB15/6/5
Boschcomplex Tanggamoes, Lampongsche Districten.
Komplek hutan Tanggamoes, Lampongsche Districten.
20 Februari 1924 ~30 Juli 1941
1 omslag

met kaarten

AB16/2/11

Goedgekeurde besluiten van de Zelfbesturen in de residentie Timor en
Onderhoorigheden houdende toepasselijk verklaring van de slachtverordening voor
Timor en Onderhoorigheden.

Keputusan yang sudah disetujui dari Pemerintah Otonom Residentie Timor en
Onderhoorigheden yang menyatakan peraturan penyembelihan telah berlaku di
Timor en Onderhoorigheden.

10 November 1938 ~23 Januari 1942
1 omslag

met boek
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212.

213.

214,

215.

216.

AB16/7/5
Gegevans betreffende het hoofdgeld over het jaar 1939 en 1940.
Data terkait pajak kepala tahun 1939 dan 1940.
6 Mei 1940 ~10 Juni 1941

1 omslag

AB16/9/19

Opcenten op de inkomsten belasting van de zelfbesturen van Ternate, Tidore en
Batjan ten behoeve van de bahartiging van locale belangen.

Pengurangan pajak penghasilan pemerintah otonom Ternate, Tidore dan Batjan
untuk kepentingan-kepentingan daerah setempat.

10 Juli 1926 ~27 Juli 1940

1 omslag

AB16/2/5
Wettigheid van Zelfbestuursheffingen.
Legalitas pengenaan pajak.
9 Maret 1920 “21 Agustus 1941

1 omslag

AB16/4/18
Vrijstelling van inkomstenbelasting der Volkshoofden in Groot-Atjeh.
Pembebasan pajak penghasilan bagi para Kepala Adat di Groot-Atjeh.
26 Oktober 1940 ~7 April 1941

1 omslag

AB17/8/14
Aaanleg van bevloeingswerken uit de Lintang Kiri.
Konstruksi pekerjaan irigasi dari Lintang Kiri.
13 September ~13 September 1939
1 stuk
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217.

218.

219.

220.

221.

AB19/3/23

Nieuwe bladen voor het boekwerk "Veeordeningen en Bepalingen betrekking
hebbendeop de Sheepvaart in NedIndie™.

Lembaran baru untuk buku "Peraturan dan Ketentuan Terkait Pelayaran di Hindia
Belanda".

19 September 1933 ~24 September 1941

1 omslag

AB19/5/4

Memorie van overgave (3 deelen) van de Controleur J.J. Dormeier betreffende de
onderafdeeling Banggai.

Berita acara serah terima (3 bagian) Kontrolir J.J. Dormeier terkait Onderafdeeling
Banggai.

22 Maret ~2 Desember 1941

1 omslag

AB19/1/19

Aanvullende Memorie van Overgave betreffende diverse plaatsen o.a. Idi,
Meulaboh, en Takengon.

Tambahan berita acara serah terima di berbagai tempat, antara lain: 1di, Meulaboh,
dan Takengon.

31 Mei 1935 - 25 Oktober 1941

1 omslag

AB19/1/15

Memorie van overgave van den aftredend Assistent-Resident van Lombok, O. Horst,
1939.

Nota penyerahan diri Asisten Residen Lombok, O. Horst, 1939.
30 November ~30 November 1938
1 band

met kaarten

AB20/55/17
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222.

223.

224,

225.

Beheer aanvraag van de gemeente Blitar, betreffende stukken grond, het
afdeelingshoofdplaats Blitar Provincoie Oost-Java.

Permintaan penguasaan tanah di gemeente Blitar, terkait tanah-tanah yang dikuasai
oleh Afdeeling Blitar, Oost Java.

25 September 1929 12 Oktober 1931
1 omslag

Lihat juga bundel : E121/18/12, 1938

AB21/1/10
Europeesche pers.
Pers Eropa.
14 Februari ~28 Maret 1941

1 omslag

AB22/1/5

Suppletoire duplicaat over de maanden October en November j.l. van het hoofd van
het provinciaal irrigatiekantoor Cheribon.

Duplikat tambahan untuk bulan Oktober dan November dari kepala kantor irigasi
provinsi Cheribon.

19 Agustus ~30 Desember 1929

1 omslag

AB22/1/1

Grenskwestie tusschen Siringoringo (landschap Bilah, Oostkust van Sumatra) en de
Loehat Simoendoel (Tapanoeli).

Urusan batas wilayah antara Siringoringo (Lansekap Bilah, Oostkust van Sumatra)
dan Loehat Simoendoel (Tapanoeli).

23 September 1936 -9 Januari 1942
1 omslag

met blauwdrukken

AB25/2/25

Vraag van het Volksraadlid, den heer H.H. Kan, betreffende toestanden in de
residentie Bangka en Billiton.
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226.

227.

228.

229.

Permintaan anggota Volksraad, Tuan H.H. Kan, mengenai keadaan di Residentie
Bangka en Billiton.

26 Maret 1938 -3 September 1941

1 omslag

AB26/1/3
Japansche radio-uitzending, San Min Chu I-Jeugdcorps.
Penyiaran radio Jepang, San Min Chu I-Jeugdcorps.
2 Januari ~ 7 Januari 1942

6 stukken

AB28/1/21
De electriciteitsvoorziening in het Soenanaat.
Instalasi listrik di Soenanaat.
27 Januari -8 Juli 1948

1 omslag

AB32/1/17

Aanvullingsblad No.8 "Voorshriffen betreffende de Gewestelijke Vaartuigen 199" +
applakblad.

Lembar tambahan Nomor 8 "Peraturan terkait Kapal Daerah 199" + lembar
pengumuman.

30 November 1933 - 27 Mei 1941
1 omslag

met boek

AB34/4/7

Rekest ten name van Anang bin Ali doesoen Sirah Poelau Padang, inhoudende
klachten tegen den Pasirah van Sirah Poelau Padang.

Permohonan atas nama Anang bin Ali doesoen Sirah Poelau Padang, yang
mengadukan Pasirah Sirah Poelau Padang.

10 Desember 1941
1 stuk

89



230.

231.

232.

233.

234.

AB34/1/18

Klaagschrift van de ingezetenen van de marga Sirah Poelau Padang inzake de
handelingen van den Pasirah aldaar.

Pengaduan penduduk marga Sirah Poelau Padang terkait tindakan-tindakan para
Pasirah di sana.

27 Desember 1938 -8 Februari 1940

1 omslag

AB35/8/10

Overplaatsen van diverse personen o.a. Poedjosoempeno, F.T. Jonas, Soetan
Badaroen gelar Baginda Bongsoe, enz. en andere personele zaken.

Pemindahan beberapa orang antara lain: Poedjosoempeno, F.T. Jonas, Soetan
Badaroen gelar Baginda Bongsoe, dll. dan berbagai permasalahan personalia.

4 November 1937 21 April 1941

1 omslag

AB35/6/22

Nopens inkomsten van het ter beschikkinggesteld medisch- en verplegend personeel
van onderafdeelingskassen binnen het gebied van de landstreek Z.0. Borneo buiten
Bandjar ten laste van de begrooting voor 1941.

Berkas mengenai pemasukan yang disediakan dalam kas Onderafdeeling dari
Anggaran tahun 1941 untuk tenaga medis di daerah Zuid Ooost Borneo selain
Bandjar.

26 Februari 1938 ~3 April 1941

1 omslag

AB40/8/10
Wijziging aanvangsdatum examen Atjehsche-taal 1941.
Perubahan tanggal awal ujian Bahasa Aceh 1941.
15 Agustus 1936 ~9 Agustus 1941

1 omslag

AB40/9/12
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235.

236.

237.

238.

Toepassing van door Nederland geratificeerde arbeidsverdragen.
Penerapan perjanjian ketenagakerjaan yang telah diratifikasi oleh Belanda.
26 Juli 1934 11 September 1941

1 omslag

AB40/7/14

Administratieve overdracht van landstaak, i.v.m. de instelling van landstreken in de
Buitengewesten.

Pengalihan tugas administratif tanah sehubungan dengan pembentukan wilayah
tanah di Buitengewesten.

14 Oktober 1938 "1 Juli 1941
1 omslag

Licht beschadigd

ABx4/1/5

Verplaatsing van de standplaats van den Assistent Resident van Boelongan en
Beraoe van Tandjong Selor naar Tarakan.

Pemindahan jabatan Asisten Residen Boelongan dan Beraoe dari Tandjong Selor ke
Tarakan.

24 November 1924 - 22 Februari 1940

1 omslag

ABXx7/4/11
Instelling van de groepsgemeenschap Minahassa en de stadsgemeente Manado.
Pendirian pemerintahan kelompok Minahassa dan Manado.

11 Maret ~26 Oktober 1940

1 omslag

ABXx8/2/5
Verdere verruiming van het gezag van de zelfbesturen der Buitengewesten.
Pemekaran lebih lanjut dari pemerintahan otonom Buitengewesten.

11 Maret 1935 “9 Juli 1949

1 omslag
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239.

240.

241.

1326.

2.3

ABx10/1/4
Beschikbaartstelling van landschapsmiddelen.
Persediaan sumber daya lansekap.
31 Maret 1938 "4 Maret 1941

1 omslag

ABXx40/1/9
Herbezetting van den bestuurspost aan de Wisselmeren.
Pengisian kembali pos administrasi di Wisselmeren.
24 Mei 1940 ~15 Februari 1941

1 omslag

ABx40/10/4

De positie der regenten. Inschakeling van den regent in het toezicht op de
drukpers.

Jabatan bupati. Keterlibatan bupati dalam pengawasan percetakan.
23 Oktober 1928 ~11 Desember 1940
1 omslag

met boek

ABx40/5/21

Toepasselijkverklaring van de ordonnantie op de Loonbelasting in de
Zelfbesturende landschappen op Bali.

Penerapan ordonansi tentang pajak penghasilan di daerah otonom di Bali.
12 Juli 1939 ~21 Februari 1941
1 omslag
Afdeeling AD (no. 242-248)
Afdeeling AD merupakan bagian di Departement van Binnenlandsch Bestuur yang
memiliki fungsi mengurusi urusan perumahan kepala daerah pribumi Afdeeling AD

menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 7 nomor arsip dalam kondisi
baik.
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242.

243.

244,

245.

246.

ADA4/1/6
Gebouwen voorzieningen bij aanvullingsbegrooting 1942.
Fasilitas bangunan berdasarkan anggaran tambahan tahun 1942,
19 Januari 1938 ~17 Februari 1942
1 omslag

met kaarten en blauwdrukken

AD10/1/1
Landsmeubilair Residentswoning Makasser.
Perabot rumah tangga kediaman penduduk Makasser.
29 Juli 1921 ~14 Januari 1942
1 omslag

met blauwedrukken

AD10/1/5

Aanschaffing gouvernementsmeubilair residentswoning Cheribon. (Aanbieding
verantwoording).

Pengadaan perabot rumah tangga pemerintah di Cheribon (pemberian
pertanggungjawaban).

22 April 1927 ~14 Januari 1942

1 omslag

AD13/1/22
Aanvulling handwijze voor telegramadressen en verkorte ambtstitels.
Penambahan alaMat telegram dan jabatan pemerintahan yang disingkat.
14 Februari 1934 ~14 Januari 1942
1 omslag

met boeken

AD13/2/9
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247.

248.

2.4.

249.

Afdeelingsverslag Volksraad inzake ontwerp Archiefordonnantie 1941 (zitt. 1941-
1942 Ond. 80).

Laporan Afdeling Volksraad mengenai rancangan ordonansi kearsipan tahun 1941
(1941-1942 Ond. 80).

1 Juli 1939 - 28 Januari 1942

1 omslag

AD13/1/3

Een exemplaar van het "Overzicht van oogst, aanplant en voedselsituatie in
Nederlandsch-Indie over de maanden October 1940-November 1941".

Salinan "Survei panen, penanaman, dan situasi pangan di Hindia Belanda untuk
bulan Oktober 1940 - November 1941".

28 November 1940 -7 Januari 1942

1 omslag

AD15/3/1
Toekenning van een vergoeding voor erfonderhoud gedurende het jaar 1942.

Persetujuan pemberian tunjangan untuk pemeliharaan perkebunan selama tahun
1942.

22 Oktober 1940 ~16 April 1942

1 omslag

Afdeeling AE (no. 249-306; 311; 2802; 307-308)

Afdeeling AE (Archief en Expeditie) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang memiliki fungsi ekspedisi. Afdeeling AE menggunakan
Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 60 nomor arsip dan sebagian besar arsip
dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan
rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor arsipnya
Terdapat 1 nomor arsip Afdeeling AB dengan kode “x” yang bermakna rahasia.

AE1/51/22

Huuraanvraag door de Naamlooze Venootschap (NV) K.P.M (G.van Nieuwkerk)
van terrein te LhoSeumaweh, Atjeh.

Permohonan sewa tanah dari Naamlooze Venootschap (NV) K.P.M (G. van
Nieuwkerk) di LhoSeumaweh, Atjeh.

94



250.

251.

252.

253.

5 Juni 1917 - 23 Desember 1929

1 omslag

AE1/15/10

Personelijke zaken lijst van diverse personen (Politie Personeel, inclusief formatie,
agentvacatures, regional personaalaanvragen Bataviasch Petroleum Maatschapij,
enz) onder andere M.F.F Beltgens, te Plaju, Lahat, Palembang, enz,

Daftar personalia beberapa orang (Personil Polisi, termasuk formasi, lowongan
agen, lamaran pegawai daerah Bataviasch Petroleum Maatschappij, dan lain-lain)
termasuk M.F.F. Beltgens, di Plaju, Lahat, Palembang, dan lain-lain.

11 Juni 1913 "6 Juni 1931

1 omslag

AE1/6/8

Personelijke zaken lijst van diverse personen onder andere A.L.A Beumer, Sing
Lip Han, C.W de Groen (Soerabaja), Oeij Tjang Ho (Pekalongan), enz,

Berkas personalia beberapa orang termasuk A.L.A Beumer, Sing Lip Han, C.W de
Groen (Surabaya), Oeij Tjang Ho (Pekalongan), dll.

25 September 1913 ~26 Juli 1937

1 omslag

AE1/4/21

Telegram aan den Minister van Kolonien van 23 Januari No0.515, aangehaalde
Indische telegrammen No0.807 en No0.825 betreffende Poenale Sanctie.

Telegram kepada Menteri Kolonial tanggal 23 Januari No. 515, mengacu kepada
telegram Hindia No. 807 dan No. 825 mengenai Poenale Sanctie

1 Februari 1923 23 Februari 1925

1 omslag

AEL/4/4

Verzoek van vrouwe Teungkoe Boengsoe te Batavia om verhooging van onderstand.

Permohonan dari istri Teungkoe Boengsoe di Batavia untuk peningkatan bantuan.
26 Juni 1918 ~14 Januari 1928

1 omslag
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254,

255.

256.

257.

Lihat juga bundel CD64/6/3-1939

AE1/27/21

Aanbieding besluiten van 12 April 1891 No.13 en 13 Juli 194 No. 38 betreffende
toekenning ondersland aan Madoereesche adellijken.

Penawaran Keputusan 12 April 1891 No. 13 dan 13 Juli 194 No0.38 terkait
persetujuan pemberian tanah untuk bangsawan Madoera.

27 Januari 1901 ~18 November 1931

1 omslag

AE1/41/8

Voordracht voor de betrekking van politie-opziener de le klasse en reorganisatie
van de algemeene politie in Zuid-Sumatra.

Penjelasan terkait Pengawas Polisi Kelas Pertama dan reorganisasi Polisi Umum di
Zuid-Sumatra.

25 April 1911 6 September 1928
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/19/13

Toezending bescheiden betreffende den assistent resident van Pelt en den
hoofdpolitie opziener in de residentie Semarang H.F. Beckx.

Pengiriman data mengenai Asisten Residen Van Pelt dan Pengawas Kepala Polisi di
Residentie Semarang, H.F. Beckx.

22 November 1916 "1 Mei 1928
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/12/1

Verzoek van Raden Prio di Poetro, leerling aan de Bestuursschool te Weltevreden,
tevoren wedana by de Algemeene Politie te Soerabaja, om hem in rang gelyk te
stellen met dien van patih.

Permohonan Raden Prio Di Poetro, siswa Sekolah Pemerintah di Weltevreden,
sebelumnya Wedana di satuan Polisi Umum di Soerabaja, agar derajatnya
diseterakan dengan Patih.
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258.

259.

260.

261.

25 Januari 1926 ~2 Mei 1932

1 omslag

AE1/56/1

Het verzoek om toezending afschrift brief Directeur van Binnenlandsch Bestuur van
3 Januari 193 No. 15.

Permohonan pengiriman salinan surat Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 3
Januari 193 No. 15.

30 September 1895 ~11 Desember 1928

1 omslag

AE1/36/11
Toekenning nonactiviteitsbezeldiging aan C.O. Matray.
Penugasan non-aktif kepada C.O. Matray.
7 April 1917 -9 September 1929

1 omslag

AE1/6/2

Verzoek van G.C. Schrader g.q. de malang stoomtram mij en N.V. Malangsche
Machinehandel Briessen en Holman om ruiling van gedeelten van de perceelen
recht van opstal verpondings no. 1221 en no. 1232.

Permohonan G.C. Schrader g.q. Malang Stroomtram Maatschappij dan N.V.
Malangsche Machinehandel Briessen en Holman untuk pertukaran bagian-bagian
dari petak-petak hak-hak supervisi no. 1221 dan No. 1232.

21 Oktober 1916 ~25 Januari 1929

1 omslag

AE1/28/22
Erfpachtsperceel van G.J. van der Paardt.
Permohonan tanah waris milik G.J. van der Paardt.
26 Februari 1904 -2 Juli 1929

1 omslag
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262.

263.

264.

265.

266.

AE1/46/10

Toezending rondschrijven van het Hoofd van het bezoldigingskantoor ddo. 28 en 29
Januari 1929 Nos. 146/29 en 1599/29.

Surat edaran dari Kepala Kantor Remunerasi tanggal 28 dan 29 Januari 1929 No.
146/29 dan 1599/29.

28 Januari 16 November 1929

1 omslag

AE1/29/15

Uitkeering van collecteloon voor in natura opgebrachte belastingen in Bali en
Lombok.

Pembayaran biaya pemungutan pajak yang dipungut dalam bentuk barang di Bali
dan Lombok.

9 Januari 1897 ~28 Juni 1929

1 omslag

AE1/3/2

Bevoegdheid tot opsporing van overtredingen der bepalingen op opium en andere
verdoovende middelen en regeling van het recht van huiszoeking tot ontdekking van
zulke overtredingen.

Wewenang mendeteksi pelanggaran ketentuan-ketentuan candu dan narkotika
lainnya dan peraturan tentang hak penggeledahan untuk menemukan pelanggaran-
pelanggaran semacam itu.

23 Mei 1927 - 11 Januari 1929

1 omslag

AE1/41/19

Aanwijzing van Inlandsche ambtenaren op Java en Madoera voor de studie aan de
bestuursschool.

Penunjukan pejabat-pejabat pribumi di Jawa dan Madura untuk belajar di Sekolah
Tinggi Pemerintahan.

31 Maret 1927 -8 Oktober 1929

1 omslag

AE1/4/5
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267.

268.

269.

270.

Vervallen verklaring erfpachtsperceelen Bajah I, 1l en I11.
Penyerahan surat pernyataan sewa-menyewa tanah Bajah I, 11 dan I11.
16 Desember 1912 ~16 Februari 1928

1 omslag

AE1/6/25

Verzoek om toezending van een afschrift besluit dd.21-2-'21 No 94/A.P. betreffende
C.F. Vervaart.

Permohonan pengiriman salinan keputusan tanggal 21 Februari ‘21 No. 94/A.P.
terkait dengan C.F. Vervaart.

7 Januari 1913 ~14 Februari 1929

1 omslag

AE1/7/5

Gegevens voor diensttijdberekening van den daggelder dienstdoend expediteur b/h.
P.T.kantoor te Padang C.F. Vervaart.

Data perhitungan waktu pelayanan pemberi tunjangan harian yang bertugas di
kantor P.T. di Padang.

27 Juli 1916 - 14 Februari 1929

1 omslag

AE1/75/3
Opgave candidaten voor de bestuursschool te Batavia.
Laporan pendaftaraan calon peserta sekolah pemerintahan di Batavia.
18 September 1916 ~24 Desember 1927

1 omslag

AE1/8/17
Notulen van de 3de t/m de 10de vergadering der medebestuurscommissie.
Notula rapat komisi pemerintahan bersama ke-3 - 10.
27 Mei 1930 ~18 Juli 1932

1 omslag
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271.

272.

273.

274.

Erg beschadigd

AE1/25/18

Authentieke afschriften van de dezerzijdsche besluiten van 26 Juli 1929, 5 Augustus
1929 en 10 Januari 1930 Nos. Pol2/111/21. Pol6/49/19 en Pol2/5/18 betreffende
den politieopziener E.A.M. Loth.

Salinan resmi Surat Keputusan tanggal 26 Juli 1929, 5 Agustus 1929 dan 10 Januari
1930 No. Pol2/111/21. Pol6/49/19 dan Pol2/5/18 terkait pengawas polisi E.A.M.
Loth.

20 Agustus 1928 -6 Oktober 1932

1 omslag

AE1/1/8

Nopens toezending van een afschrift van de besluiten van den Directeur van
Binnenlandsch Bestuur dd. 31 October en 15 November 1941 Nos. Pol2/158/5 en
Pol4/60/11.

Berkas mengenai pengiriman salinan surat keputusan Direktur Departemen
Binnenlandsch Bestuur tanggal 31 Oktober dan 15 November 1941 No. Pol2/158/5
dan Pol4/60/11.

13 Agustus 1938 10 Januari 1942

1 omslag

AEL1/26/24
Wegenaanleg Moeara Boengo-Moeara Tebo (Djambi).
Pembuatan jalan di Moeara Boengo-Moeara Tebo (Djambi).
16 Oktober 1918 ~17 Juni 1929

1 omslag

AE1/24/18
Opvraging duplicaat afschrift schrijven van de Bodjonegorosche Afdeelingsbank.
Permintaan salinan surat dari Bank Afdeling Bodjonegoro.
29 April 1911 ~30 Mei 1929
1 omslag

Licht beschadigd
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275.

276.

21717.

278.

AE1/8/18
Origineele bescheiden van eenige politieambtenaren.
Catatan asli dari beberapa petugas Polisi.
24 Maret 1926 ~15 Februari 1929
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/15/20

Afschrift besluiten promotie van Inlandsche schrijvers en oppassers, alsmede van
een maandgelder bij dit departement, aan Heer Iskandar, typist te Bandung.

Salinan surat-surat keputusan promosi juru tulis Bumi Putera dan penjaga, juga gaji
bulanan di departemen ini kepada Tuan Iskandar, juru ketik di Bandung.

4 Agustus 1913 ~10 Juli 1928
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/26/11

Afschrift besluiten regeling bezoldiging leerlingen mantri politie en ook
tractementsverhooging hulpschrijver.

Salinan surat-surat keputusan peraturan bayaran murid Mantri Polisi dan kenaikan
gaji berkala bagi juru tulis pembantu.

16 Juni 1924 -9 Juni 1928
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/10/1

Aanbieding afschriftbesuiten van de politie, R. Moetoro Kartodirjo en verhoogde
bezoldiging van G. F. R. Vijsma.

Penawaran salinan surat-surat keputusan polisi, R. Moetoro Kartodirjo dan kenaikan
gaji G. F. R. Vijsma.

21 Juli 1925 10 Juli 1936

1 omslag
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279.

280.

281.

282.

Licht beschadigd

AE1/16/11

Voorstel tot uitbreiding van de algemeene en gewapende politie in het
gouvernement der Molukken.

Usulan pemekaran satuan Polisi Umum dan Polisi Bersenjata di Molukken.
20 Desember 1932 ~26 Juni 1940
1 omslag
Licht beschadigd
met handleiding

Lihat juga bundel I MP8/96/25-27 Bf MP28/8/23; bundel 11 MP28/6/18-32 Bf
MP28/9/22; bundel IV MT28/15/13-38 Bf MP 28/6/25.

AE1/17/24
Subsidie aanvraag Vervoer en Handel Maatschappij Soekapoera.
Permintaan subsidi Transportasi dan Perusahaan Dagang Soekapoera.
2 Juli 1903 - 27 Juni 1930
1 omslag

Licht beschadigd

AE1/4/25

Toezending afschrift schryven van 8 Juni 1923 No. 568/E4 betreffende verpleging
van landsdienaren behoorende tot het Dept. v. B.B. in een Militair hospitaal.

Pengiriman salinan surat tanggal 8 Juni 1923 No. 568/E4 mengenai perawatan
pegawai negeri Departemen Binnenlandsch Bestuur di Rumah Sakit Militer.

7 April 1923 "6 Juni 1924

1 omslag

AE1/3/22
Oprichting eener postspaarbank in Nederlandsch-Indie.
Pendirian Postspaarbank (Bank Tabungan Pos) di Hindia Belanda.
19 Mei 1893 ~31 Maret 1924

1 omslag
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283.

284.

285.

286.

met verslagen en boeken

AE1/8/6

Beleefd aangeboden aan het Residentiekantoor te Soerabaja, met verwijzing naar
Residents schrijven van 29 Juli jl. No. 998/23a.

Berkas mengenai penyerahan dengan hormat kepada Kantor Residensi di te
Soerabaja beserta perubahan atas surat kepada Resident tanggal 29 Juli No. 998/23a.

15 Januari 1913 ~19 Agustus 1924

1 omslag

AE1/26/12

Verzoek van H.A. de Lizer om kwijtschelding van de hem bij Gouvernementsbesluit
ddo. 6 Juni 1929 No. 40 opgelegde vergoeding (vendukantoor 2de klasse te
Bengkalis.

Permohonan H.A. de Lizer atas pembebasan biaya yang tertera dalam Surat
Keputusan Pemerintah tanggal 6 Juni 1929 No. 40 (Kantor Lelang Kelas Kedua di
Bengkalis.

27 September 1921 -3 Oktober 1932

1 omslag

AE1/4/5
Het verzoek om toezending afschrift besluit ddo. 5/8/'29, no. Pol3/76/16.

Permohonan pengiriman salinan Surat Keputusan tanggal ddo. 5/8/1929, No.
Pol3/76/16.

9 April 1927 ~26 Mei 1941

1 omslag

AE1/5/24

Het verzoek om terugzending van de bijlagen van het tot de Regeering gericht
verzoekschrift, gedagteekend Kotaboemi, 13 Juli 1939, van den gewezen mantrie-
politie 1e klasse bij de veldpolitie aldaar, Abdoelkarim gelar Radja Dipoera.

Permohonan pengiriman kembali lampiran surat petisi untuk Pemerintah yang
ditandatangani di Kotaboemi tanggal 13 Juli 1939, oleh mantan Mantri Polisi Kelas
Pertama pada satuan Polisi Lapangan, Abdoelkarim gelar Radja Dipoera.

29 November 1938 ~12 Agustus 1941
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287.

288.

2809.

290.

1 omslag

met kaarten

AE1/6/8

Het verzoek van de Bewind voerder van het Straits und Sunda Syndikat's
Administratiekantoor om toezending van een afschrift-besluit ddo. 8 Juni 1928 No.
A6/23/7.

Permohonan dari petugas administrator Straits und Sunda Syndikat's
Administratiekantoor atas pengiriman salinan surat keputusan tanggal 8 Juni 1928
No. A6/23/7.

12 November 1906 ~11 Agustus 1941

1 omslag

AE1/13/25
Het verzoek om toezending van Afschriftbesluiten.
Permohonan pengiriman salinan surat keputusan.
21 Maret 1928 ~24 November 1936
1 omslag
met blauwedruk

lihat juga Bundel | Besluit Pol29/3/20.1929; Bundel 111 Brief E136/29/10.1937;
Bundel IV Brief E121/139/6.1939

AE1/22/8
Drinkwaterleiding Soerakarta.
Ledeng air minum Soerakarta.
15 Maret 1924 10 Mei 1929
1 omslag

met kaart

AE1/12/19
Weideveld wordt vastgesteld op 9 bouws.
Padang rumput yang ditetapkan menjadi sembilan bangunan.

12 Januari 1927 11 November 1950
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291.

292.

293.

294,

1 omslag

met kaarten en blauwe drukken

AE1/31/23
Het afschrift Besluit Dir.B.B. van 4 December 1912 No: 1432.

Salinan Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 4 December
1912 No. 1432.

3 Februari 1887 -7 Juli 1928
1 omslag

met blauwe drukken, situatie, kaart, schets

AE1/6/3
De inlichtingen omtrent werkingsfeer ordonnantie in Stbl. 1927 no. 283.

Informasi seputar peraturan lingkup kerja dalam Lembaran Negara tahun 1927 No.
283.

27 Maret 1926 ~12 Agustus 1941
1 omslag

met schets en kaarten

AE1/30/9
A27-De eigendomsaanvraag 3 perceelen residentie Semarang geen bezwaar.

A27-Permintaan hak milik tiga bidang tanah di Residentie Semarang tanpa
keberatan.

17 Juni 1921 -25 November 1926
1 omslag

met kaart

AE1/28/1

De toekening tweede periodieke traktementsverhooging aan Raden Pandji
Soerjoatmodjo, schrijver bij den Ondercollecteur van Djombang, residentie
Soerabaja.

Pemberian kenaikan gaji dua periode pada Raden Pandji Soerjoatmodjo, juru tulis
Ondercollecteur Djombang, Residentie Soerabaja.
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295.

296.

297.

298.

29 Desember 1910 ~17 Desember 1925
1 omslag

met kaart

AE1/1/20
Het jaarverslag over het onwettig grondbezit.
Laporan tahunan kepemilikan tanah ilegal.
23 April 1921 ~20 Desember 1924

1 omslag

AE1/14/22

Het verzoek toezending van met het Land gesloten contract van zijne uitzending van
Nederland naar Ned.Indie v/d heer H. R. Th. De Graaf.

Permohonan pengiriman kontrak dengan negara dari Belanda ke Hindia Belanda
dari Tuan H. R. Th. De Graaf.

12 Juni 1911 "1 Juli 1925

1 omslag

AE1/51/14

Het uittreksel uit het Besluit van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 25
Januari 1924 No. D 8/1/2, ten behoeve van Raden Ajoe Rohema.

Ringkasan Surat Keputusan Direktur Binnenlandsch Bestuur tanggal 25 Januari
1924 No. D 8/1/2, untuk kebutuhan Raden Ajoe Rohema.

11 November 1922 ~30 Desember 1929

1 omslag

AE1/10/6

Het verzoek om afschrift van het besluit waarbij de bezoldiging van den Regent van
Berbek te Ngandjoek R, M.T.A.Sosrohadikoesoemo voor de invoering der B.B L.
1925 werd gebracht op f 1350, 's maands.
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299.

300.

3009.

301.

Permohonan salinan Surat Keputusan kenaikan gaji Regent/Bupati Berbek di
Ngandjoek R.M.T.A. Sosrohadikoesoemo untuk pemasukan B. B. L. 1925 menjadi
1.350 gulden per bulan.

16 Juni 1920 - 25 Februari 1928

1 omslag

AE1/23/9

Het verzoek van Raden Kartaatmadja, schrijver bij den wedana van Pasirpandjang,
residentie Preanger-Regentschappen, om naamsverandering.

Permohonan pergantian nama Raden Kartaatmadja, juru tulis Wedana
Pasirpandjang, Residentie Preanger-Regentschappen.

16 Agustus 1911 -27 April 1928

1 omslag

AE1/60/7
De aanbieding afschrift besluiten.
Penawaran salinan surat-surat keputusan.
24 Juni 1918 31 Desember 1928

1 omslag

AE1/54/19

De aanwyzing van Inlandsche ambtenaren op Java en Madoera voor de studie aan
de Bestuursschool (leergang 1926-1928).

Penjelasan untuk pegawai negeri Bumi Putera di Java dan Madoera terkait Sekolah
Pemerintahan (Tahun ajaran 1926-1928).

25 Februari “4 Agustus 1926
1 omslag
AE2/2/11
Terugzending van dit kantoor ter raadpleging toegezonden stukken.
Pengembalian dokumen-dokumen yang dikirim dari kantor untuk konsultasi.
13 Maret 1904 -3 Juni 1925

1 omslag
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302.

303.

304.

305.

306.

AE2/1/5

Stukken van den van den gewezen hoofdagent van politie 2e klasse W.J. van
Ooijen.

Berkas mengenai mantan Kepala Agen Polisi Kelas Kedua.
24 Mei 1919 ~12 Januari 1928

1 omslag

AE2/6/9
Volmacht van den heer J.K. Steffens, en eigendomsaanvraag.
Surat kuasa dari Tuan J.K. Steffens, dan permohonan kepemilikan.
10 Agustus 1885 “11 Desember 1929

1 omslag

AE2/1/24
Terugzending verklaring magangtijd van Taib Kertodihardjo.
Pengiriman pernyataan masa magang Taib Kertodihardjo.
30 Mei 1925 ~22 Maret 1929

1 omslag

AE2/3/19
Aanbieding verbeterde vragenlijsten van Inlandsel personeel dit Departement.

Penawaran daftar pertanyaan yang diperbaharui untuk anggota Bumi Putera di
departemen ini.

8 Februari 1927 -8 Mei 1929

1 omslag

AE2/2/14

Aanleg van bestuurstelefoonlijnen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo.

Pemasangan jaringan telepon di Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van
Borneo.

11 Agustus 1913 -5 November 1924

1 omslag
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311.

2802.

307.

308.

met kaarten

AE2/2/21

Het verzoek van J.L.Manusama ambtenaar buiten werkelyken dienst, laatstelyk
posthouder in de residentie Riouw en Onderhoorigheden om eervol ontslag uit 's
Lands dienst onder toekenning van pensioen (zendbrief van 29 Februari 1928 No.
6597).

Permohonan J.L. Manusama, pegawai negeri di luar dinas yang terakhir menjabat
sebagai petugas pos di Residentie Riouw en Onderhoorigheden, agar diberikan
predikat pemberhentian dengan hormat dan tunjangan pensiun (surat tanggal 29
Februari 1928 No. 6597).

3 Juli 1923 -7 April 1928
1 omslag

Lihat juga bundel Jel152/CI1/1923; bundel 111 CD58/66/LB; bundel IV CD76/2/11

AE2/1/24

Korting op de bezoldiging, toelage, het daggeld of andere of andere inkomsten ten
laste van Nederlandsch Indische begrooting genoten wordende door R.
Djojoadinegoro, J.A. Schachard, M. Istidjab, enz te Lamongan, Sidoardjo,
Soerabaja, enz (Politie).

Pengurangan gaji, tunjangan, uang harian, atau penghasilan lain yang ditanggung
oleh anggaran Hindia Belanda oleh R. Djojoadinegoro, J.A. Schachard, M. Istidjab,
dan lain-lain di Lamongan, Sidoardjo, Soerabaja, dan lain-lain (Polisi).

27 Februari 1911 7 September 1931

1 omslag

AE3/1/9
De abonnementen op periodieken 1942,
Abonemen/langganan berkala tahun 1942.
25 November 1923 ~26 Oktober 1941

1 omslag

AEX2/2/1
Archief Schiftingscommissie 1930.

Arsip Komisi Persiapan tahun 1930.
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2.5.

320.

321.

322.

10 Mei 1929 ~17 Juni 1931

1 omslag

Afdeeling Al (no. 320-338; 312; 339-341; 314; 313; 342; 315; 343; 350; 317;
351-376; 318; 319; 377-404)

Afdeeling Al (Afdeeling Inspectien) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang memiliki fungsi inspectie atau pengawasan. Afdeeling
Al menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 85 nomor arsip yang
sebagian besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan,
rusak sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di
nomor arsipnya Terdapat 4 nomor arsip Afdeeling Al dengan kode “x” yang
bermakna rahasia.

AlL/2/7

Aanvraag om vergunning tot de oprichting van een suikerfabriekje van H.J.A. de
Rijk.

Permohonan izin pendirian pabrik gula dari H.J.A. de Rijk.

17 April 1909 ~17 Januari 1929

1 omslag

Al1/2/20
Bevolkingsvondsen.
Dana penduduk.
12 Januari 1920 -9 Januari 1925

1 omslag

Al1/10/11

Exploitatie Suiker Onderneming Seborok, Afdeling Kraksaan definitief gestaakt.
Uitbreiding Suiker Onderneming Padjadjaran Afdeeling Kraksaan ziet areaal

Penghentian permanen Perusahaan Gula Seborok di Afdeling Kraksaan. Perluasan
Perusahaan Gula Padjadjaran di Afdeeling Kraksaan.

27 April 1925 - 1 Desember 1948
1 omslag

Licht beschadigd
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323.

324.

325.

326.

327.

met overzichtsmet kaart, met blauwe drukken, met met kaarten

Al1/2/25

Verzoek van J.J.B Versteegh om vergunning tot het oprichten en in werking
brengen van eene tapioca-onderneming.

Permohonan J.J.B Versteegh untuk mendapatkan izin mendirikan dan menjalankan
pertanian tapioka.

15 Agustus 1922 18 Mei 1929

1 omslag

All/12/17

Verzoek om uitstel termyn waarbinnen areaalsuitbreiding der Suikerfabriek
Assembagoes moet zyn tot stand gebracht.

Permohonan penundaan masa perluasan area pabrik gula Assembagoes yang harus
diselesaikan.

26 Juli ~27 September 1933

1 omslag

All/6/24
Uitbreidingsaanvragen van de suikerondernemingen Meritjan, Djati en Lesatari
Permintaan perluasaan dari perusahaan gula Meritjan,Djati, dan Lestari.

8 Maret 1937 -9 Januari 1942

1 omslag

Al4/1/2
De rijstsituatie.
Kondisi beras.
9 Maret ~9 Maret 1937
7 stukken

Al5/1/10

Inbreuk door de bevolking op de begrenzing van de productie boschreserve Soengei
Kesih in de residentie Palembang.
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328.

329.

330.

331.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk terhadap batas cagar alam hutan
produksi Soengei Kesih di Residentie Palembang.

19 September 1932 22 Januari 1935

1 omslag

Al5/1/11
De boschordonnantie voor Java en Madoera.
Undang-undang kehutanan di Java dan Madoera.
23 Februari 1923 ~25 Maret 1924

1 omslag

Al5/3/22

Verzoek van de inwoners van Peataloen om teruggave van hun tuinen en om
verlenging van den termijn van begrenzing van genoemde tuinen.

Permohonan dari penduduk Peataloen untuk mengembalikan kebun mereka dan
memperpanjang batas waktu penentuan batas wilayah kebun yang tersebut.

30 Januari 1912 - 24 September 1937

1 omslag

Al5/2/8
Boschordonnantie voor de Buitengeweesten.
Peraturan Kehutanan untuk Buitengeweesten.
12 Mei 1916 ~20 Mei 1925
1 omslag

Licht beschadigd

Al5/2/9
De bescherming van bergbosschen.
Perlindungan hutan.
16 September 1921 -8 April 1924

1 omslag
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332.

333.

334.

335.

336.

Al7/1/2

Vaststelling van de vergoeding door het zelfbestuur te verleenen opstalrechten.

Penetapan ganti rugi hak guna lahan yang akan diberikan oleh pemerintah otonom.
20 Oktober 1919 -5 Januari 1927

1 omslag

Al8/3/11
Consersie van Landbouwconsessie in erfpacht.
Konversi konsesi hak waris pertanian.
24 November 1928 ~26 Juni 1929

1 omslag

Al8/2/15

Verzoek van den heer W. Seijn om gebruik te mogen maken van een weg loopende
over het perceel Maloja.

Permohonan dari Tuan W.Seijn untuk perizinan menggunakan jalan yang melintasi
lahan milik Maloja.

10 Oktober 1901 ~13 April 1929

1 omslag

Al8/3/13
Financieele consequenties van de conversie van landbow concessies in erfpacht.
Konsekuensi keuangan dari konversi konsesi pertanian menjadi hak sewa.
9 Oktober 1929 4 Maret 1932
1 omslag

Licht beschadigd

Al8/7/23
Verzoek om termijnbetaling canon erfpachtsperceelen Sekargadoeng.
Permohonan pembayaran angsuran kanon untuk tanah waris di Sekargadoeng.
3 September 1932 -8 Juli 1935

1 omslag
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337.

338.

312.

339.

Al8/1/5
Afschriften besluiten erfpachtstoezegging aan mevrouw E.Ch. van Stenus.
Salinan Surat Keputusan pengakuan hak waris kepada mevrouw E.Ch. van Stenus.
9 Juni 1934 - 24 Desember 1946
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

Al8/1/1

Voorstel tot vervallen verklaring van de erfpachtstoezegging, betreffende het
perceel Tjikokol (Tangerang.

Usulan pembatalan pernyataan sewa tanah Tjikokol (Tangerang).
24 Januari 1928 ~21 Desember 1933
1 omslag

met blauwedrukken en met kaarten

AlB/4/12
De nieuwe instructie voor de behandeling van kleinlandbouwerfpachtsaanvragen.
Instruksi pertama untuk penanganan permintaan lahan waris

25 September 1923 15 Maret 1934

1 omslag

Al9/1/2

Nopens de achterstallige Cijrus voor de landbouw concessie Nanga Dijetah,
onderafdeeling Sintang, residentie Westerafdeeling van Borneo.

Berkas terkait konsesi pertanian yang tertunggak untuk Nanga Djetah,
Onderafdeeling Sintang, Residentie Westerafdeeling van Borneo.

27 Februari 1914 22 Februari 1924
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

114



340.

341.

314.

313.

342.

Al9/1/1
De watervoorziening Tarakan.
Pasokan air Tarakan.
22 April 1922 ~31 Januari 1929

1 omslag

Al10/3/24

De toepassing van de huurregeling in Bijblad No.925 in Zelfbestuursgebied ter
Westerafdeeling van Borneo.

Penerapan peraturan sewa dalam Lampiran Lembaran Negara No0.925 di
Pemerintahan Otonom Westerafdeeling van Borneo.

29 Oktober 1915 ~27 Juni 1931
1 omslag

met kaart

Al10/6/18
De verhuur aan inlanders van gronden, behoorende tot het Landsdomein.
Penyewaan lahan Bumi Putera yang masuk dalam lahan negara.
14 Juli 1920 ~19 September 1924
1 omslag

Licht Beschadigd

AlL10/4/7
De grondreserveering in Palembang.
Reservasi tanah di Palembang.
22 Juli 1921 ~18 Juni 1924
1 omslag

Licht Beschadigd

A10/28/14
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70.

315.

343.

344.

Terugbetaling van onverschuldigd betaalde canon van het erfpachtperceel Tjiogrek
| in Buitenzorg.

Pengembalian kelebihan pembayaran kanun tanah Tjiogrek | di Buitenzorg.
2 Maret 1922 ~24 Juni 1929

1 omslag

All11/3/11

Het verzoek Mas Ngabei Kertodiredjo om schadeloosstelling voor het gemis van een
strook grond. .

Permohonan kompensasi dari Mas Ngabei Kertodiredjo atas kehilangan sebidang
tanah.

15 Desember 1920 - 18 Mei 1928

1 omslag

Al12/3/17
De hypotheek op de rechten der Vorstenlandsche landhuurders.
Hipotek atas hak penyewa tanah di VVorstenlanden.
6 Maret 1919 24 September 1924

1 omslag

Al12/4/21

Nadere overeenkomst met Inlandsche grondverhuurders omtren het niet-occupeeren
van gorden.

Perjanjian lebih lanjut dengan tuan tanah Bumi Putera terkait tidak menggunakan
lahannya.

28 Februari ~16 September 1933

1 omslag

Al13/1/5
Het tegengang van onwettig grondbezit door niet Inlanders.
Penghalangan kepemilikan tanah ilegal oleh orang non-Bumi Putera.
17 Juni 1924 ~10 Februari 1931

1 omslag
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345.

316.

346.

347.

348.

met kaart

Al14/1/19
Onteigening t.b.v. de gemeente Semarang van 2 stukken grond te Karangtoeri.

Pengambilalihan dua bidang tanah untuk keperluan Pemerintah Semarang di
Karangtoeri.

9 September 1922 -2 Juli 1925
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten en blauwe drukken.

Al15/19/12

Personnalijk zaken lijst van diverse regentschap (inclusief processen verbaal) onder
andere Bangil.

Daftar urusan pribadi dari berbagai Regentschap (termasuk laporan resmi) termasuk
Bangil.

21 Januari 1904 ~12 September 1925

1 omslag

Al15/1/23
Voorstel tot uitbreiding van het djatibosch Dempok.
Usulan untuk perluasan Hutan Jati Dempok.
31 Oktober 1930 -3 November 1934

1 omslag

Al16/1/3
Opheffing van perdikan-desa's in het regentschap Koetoardjo afdeeling Bagelen.
Pencabutan perdikan-desa di Regentschap Koetoardjo.

6 Juli 1916 ~12 April 1929

1 omslag

All18/1/4
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349.

350.

317.

Vaststelling grondslag voor naderen omslag van het Hoofdgeld voor het gewest
Kediri (Staatsblad 1923 No 195 juncto Bijblad No 836).

Penetapan dasar-dasar untuk mengadakan taksiran terhadap iuran pokok untuk
daerah Kediri (Lembaran Negara tahun 1923 No. 195 jo. Lembaran Negara No.
836).

23 Desember 1913 - 25 Januari 1924

1 omslag

Al22/3/22

Wateraanvragen van de N.V. Cultuur mij: "Jasinga™ op grond van art. 9 der
verkoopacte, waarbij het land Djasinga aan het Gouvernement werd verkocht.

Permintaan air dari N.V. Cultuur mij: "Jasinga™ berdasarkan pasal 9 akte penjualan,
yang terkait dengan tanah Djasinga yang dijual kepada pemerintah.

30 November ~15 Maret 1926
1 omslag

Licht beschadigd

Al22/9/10

Het verzoek van de Suiker Fabriek Redjoagoeng om wijziging van de beschikking
van den Directeur der B.O.W.dd 1 Augustus 195 No. 11428/F met gelijktijdige
intrekking van de bij besluit van 9 Januari 192 No. 420/D verleende vergunning.

Permohonan Pabrik Gula Redjoagoeng mengenai perubahan ketentuan Direktur B.
0. W.tanggal 1 Agustus 195 No. 11428/F dengan pencabutan secara bersamaan atas
izin yang diberikan dalam keputusan tanggal 9 Januari 192 No. 420/D .

25 September 1905 -6 Agustus 1927

1 omslag

Al22/8/25

De inschrijving erfpacht van het bij besluit van 19 Januari 1898, no. 38, aan de
CultuursMaatschappij Pangledjar afgestaan perceel woeste gronden, gelegen in het
district Radjanuandala, afdeeling Bandoeng residentie Preangen Regentschappen.

Pendaftaran hak waris yang tertera dalam Surat Keputusan tanggal 19 Januari 1898,
No. 38, atas lahan Cultuursmaatschappij Pangledjar yang terletak di District
Radjanuandala, Afdeeling Bandoeng, Residentie Preanger Regentschappen.

2 Februari 1891 ~25 Juli 1929

1 omslag
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351.

352.

353.

354.

met kaart
Al22/21/23

Uittreksel uit het Register der Handelingen en Besluiten van den Gouverneur van
Midden-Java: Het gewoon onderhoud aan bevloeiings-, afwaterings- en
waterkeeringswerken in het onderdistrict Kretek van het regentschap Wonosobo
(Besluit van den Directeur der B.O.W. ddo. 10 Januari 1929 No. E 56/1/4) en Het
verbeteren van den overlaat Kedjiwan in de leiding Wanganadji in de residentie
Wonosobo van genoemd regentschap (Besluit van den Directeur der B.O.W. ddo. 11
Januari 1929 No. E4/1/1),

Salinan Daftar Tindakan Pemerintah dan Surat-surat Keputusan Gubernur Midden-
Java: Pemeliharaan rutin pekerjaan irigasi, drainase, dan bendungan di Onderdistrict
Kretek, Regentschap Wonosobo (Surat Keputusan Direktur Burgelijke Openbare
Werken tanggal 10 Januari 1929 No. E 56/1/4) dan Perbaikan pintu air Kedjiwan di
hulu Sungai Wanganadji, Residentie Wonosobo (Surat Keputusan Direktur
Burgelijke Openbare Werken tanggal 11 Januari 1929 No. E4/1/1).

25 Juli ~16 Desember 1929

1 omslag

Al22/12/14

De afstand met het communaal bezitsrecht van gronden gelegen om de Rawa
Pening.

Perhitungan jarak kepemilikan bersama tanah yang terletak di Rawa Pening.
5 Februari 1917 ~21 September 1928

1 omslag

Al24/1/7

Verslag nopens de tot het landsdomein teruggebrachte particuliere landerijen over
het jaar 1932.

Laporan tentang tanah-tanah partikelir yang dikembalikan ke dalam kekuasaan
negara untuk tahun 1932.

14 April 1919 19 Januari 1934

1 omslag

Al24/6/21

Aankoop van particuliere landerijen binnen het ressort der gemeenten Batavia en
Meester Cornelis.
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355.

356.

357.

358.

Pembelian lahan swasta di dalam Resor Pemerintahan Kota Batavia dan Meester
Cornelis.

13 April 1928 -7 Mei 1929
1 omslag

Erg beschadigd

Al24/11/8
Verhuur van door het Land aangekochte vischvijvers.
Penyewaan kolam ikan yang dibeli oleh negara.
23 September 1926 28 Agustus 1929

1 omslag

Al24/1/20
De wijziging van de administratie uitdeeling der rev. Batavia.
De wijziging van de administratie uitdeeling der zev. Batavia.
16 Maret 1915 -2 Februari 1927
1 omslag

met kaart

Al24/9/15

Verzoek van Emet c.s opgezetenen van het voormalige particuliere land Pesing
KaliMati, regentschap Batavia, om eerbiediging van hunne oesaharecten op door
hen tijdens het landsheersbeheer bezeten gronden.

Permohonan dari Emet c.s yang tinggal di bekas tanah pribadi Pesing KaliMati,
Regentschap Batavia, untuk mendapatkan hak-hak atas tanah yang dimilikinya
selama masa administrasi pertanahan.

25 Januari ~27 Oktober 1928

1 omslag

Al24/4/8

Terugkoop van de particuliere landen Poris, Gondrong (Tjipondok) en Kosambi,
regentschap Batavia.

Pembelian kembali tanah partikelir Poris, Gondrong (Tjipondok) dan Kosambi,
Regentschap Batavia
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359.

360.

361.

362.

363.

16 November 1929 -6 Maret 1930

1 omslag

Al24/4/1

Overdracht gronden behoorende tot het voormalige particuliere land Kwitang Oost
aan de Stadsgemeente Batavia.

Pemindahan kuasa atas tanah yang sebelumnya milik pihak partikelir bernama
Kwitang Oost kepada Pemerintah Kota Batavia.

3 Februari 1926 -28 Desember 1931
1 omslag

met blauwedrukken en met kaarten

Al24/1/4
Tekoopaanbieding van de Tegalwaroe-landen.
Penawaran untuk dijual lahan Tegalwaroe.
14 Mei 1920 - 19 Januari 1929

1 omslag

Al25/7/8
Nopens levering scheepspetten t.b.v. de kolonisatie 1942.
Berkas mengenai pengiriman topi pelaut untuk kepentingan kolonisasi 1942.
5 Februari -5 Februari 1942
1 stuk

Al25/70/13
Fondsen ten behoeve van de kolonisatie van Inheemschen in 1941.
Dana untuk kolonisasi penduduk asli tahun 1941.
15 September 1930 ~23 Desember 1940

1 omslag

Al25/10/20
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364.

365.

366.

367.

Personelijk zaken lijst van diverse personeen (inclusief processen verbaal) onder
andere A.C. Hisschemoller, A. Coomans, H.C. Hisschemoller, enz te Palembang,
Lematang Oeloe, enz.

Daftar personalia beberapa orang (termasuk laporan) termasuk A.C. Hisschemoller,
A. Coomans, H.C. Hisschemoller, dan lain-lain di Palembang, Lematang Oeloe, dan
lain-lain

14 November 1921 17 Oktober 1935

1 omslag

Al26/1/12
De instelling van autonome waterschappen.
Pembentukan dinas perairan otonom.
7 September 1922 -5 Mei 1927

1 omslag

Al27/2/18

Aanbieding grondmet kaart van door het Gouvernement in gebruik genomen
perceel.

Penawaran peta tanah untuk lahan yang digunakan oleh Pemerintah.
8 Februari 1930 ~22 Desember 1933
1 omslag

met kaart

Al27/1/16
Pachtbesluit van het District Kota-Gede 1940-1945.
Surat Keputusan hak guna di District Kota-Gede 1940-1945.
13 Juli 13 Juli 1940

1 omslag

Al27/1/3
De pachtvermindering pachtjaar 1936/1937.
Pengurangan sewa tahun 1936/1937.
25 Januari 1937 - 3 Desember 1941
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368.

369.

370.

371.

1 stuk

Al28/1/13

Regeling van de rechten, bevoegd heden en verplichtingen van het Land eenerzijds
en het Pakoe Alamsche Zelfbestuur anderzijds.

Peraturan tentang hak-hak, kekuasaan dan kewajiban Negara di satu pihak dan
Pemerintahan Otonom Pakoe Alam di pihak lain.

18 Februari 1937 ~15 April 1941
1 omslag

Erg Beschadigd

Al28/1/23

Geschreven onder den tot de Regeering gerichten brief van den Gouverneur
Jogjakarta en Soerakarta van Mei 1925 t/m December 1928.

Surat yang ditulis di bawah Pemerintah dari Gubernur Jogjakarta dan Surakarta dari
bulan Mei 1925 sampai Desember 1928.

6 Juli 1908 - 12 Januari 1929

1 omslag

Al28/12/15
Pachtreductie van de ondernemingen Sedajoe en Rawaloe.
Permohonan pengurangan perkebunan Sedajoe dan Rawaloe.
4 November 1927 ~25 Maret 1936
1 omslag

Erg Beschadigd

Al28/6/15
Crisisheffing 1934 van zelfbestuursonderhoorigen in de Vorstenlanden.

Retribusi krisis tahun 1934 atas tanggungan yang memiliki pemerintahan sendiri di
Vorstenlanden.

12 Maret 1932 ~7 Agustus 1934

1 omslag
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372.

373.

374.

375.

Al28/8/12

Regeringsopdracht van 6den Augustus 1934 No. 2714 (zendbrief) om neder te
dienen van beschouwing en raad omtrent het schrijven van den Directeur van
Binnenlandsch Bestuur van 19 Juli 1934 No. Al128/4/24, betreffende restitutie aan
den lande  van de  verpleegkosten  van in Gouvernements
krankzinnigengestichtenlandsche zelfbestuuren.

Tugas pemerintah tanggal 6 Agustus 1934 No. 2714 (surat keluar) untuk
memberikan pertimbangan dan saran mengenai surat dari Direktur Binnenlandsch
Bestuur tanggal 19 Juli 1934 No. Al28/4/24, tentang pengembalian biaya perawatan
di rumah sakit jiwa milik pemerintah otonom.

13 April 1910 - 25 September 1934
1 omslag

lihat juga Bundel 11: Al28/4/8/1941

Al28/12/7
Pensioenregeling Jogjasche Europeesche Zelfbestuursambetenaren.
Peraturan pensiun pegawai pemerintah otonom berkebangsaan Eropa.
8 Juni 1922 - 24 September 1929
1 omslag

lihat juga Bundel I1: Al28/8/24/1938

Al28/1/20

Begrootingsrekeningen van de zelfbesturen van Djokjakarta over de jaren 1923 tot
en met 1926.

Laporan anggaran Pemerintahan Otonom Djokjakarta tahun 1923 sampai dengan
1926.

28 September 1927 10 Januari 1928
1 omslag

Licht beschadigd

Al28/4/9

Wijziging en aanvulling van de Zegelverordening 1921, de Zegelverordening voor
de Vorstenlanden 1935 en het Wetboek van Strafrecht.

Perubahan dan pemenuhan Peraturan Pengesahan tahun 1921, Peraturan Pengesahan
di Vorstenlanden tahun 1935 dan en het Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
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376.

319.

318.

377.

378.

2 November 1917 ~12 Juli 1940

1 omslag

Al28/12/14
Verdeeling van de uitkeering der pandhuiswinsten.
Pembagian keuntungan gadai.
26 Februari 1924 -8 November 1928

1 omslag

Al28/13/21

De benoeming van Pangeran Arlo Mangkoe Koesoemo, luitenant-kolonel van den
Generalen Staf, tot Adjudant in buitengewonen dienst van Zijne Excellentie den
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indié.

Penunjukkan Pangeran Arlo Mangkoe Koesoemo, Letnan Kolonel Staf Jenderal,
menjadi Ajudan di Dinas Luar Biasa Gubernur Jenderal HIindia Belanda.

26 Agustus 1912 ~23 November 1927
1 omslag

Lihat juga bundel 11 Ag28/8/20/1938

Al28/3/16
De kosten der metingen 1932.
Biaya pengukuran 1932.
25 Februari 1920 ~23 Maret 1933

1 omslag

Al28/3/17
Jaarstukken 1933 van het waterleidingbedrijf van het Sultanaat.
Arsip tahun 1933 mengenai perusahaan air minum Sultanaat.
30 November 1933 “23 Maret 1936

1 omslag

Al29/1/1
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379.

380.

381.

382.

Onteigening bezitsrechten 7 stukken grond in de desa Peterongan.
Pengambilalihan hak milik atas tujuh bidang tanah di desa Peterongan.
16 September 1914 23 Mei 1924

1 omslag

Al29/11/7

Verzoek om beheersontheffing over een stuk grond deel uitmakende van het bij het
Gouvernementsbesluit van 6 Juli 1936 No. 7 aan de Gemeente Palembang in beheer
afgestane terrein.

Permohonan dispensasi pengelolaan atas sebidang tanah yang merupakan bagian
dari tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Palembang berdasarkan
Keputusan Pemerintah tanggal 6 Juli 1936 No. 7.

26 Februari 1935 ~19 April 1938
1 omslag

met blauwdrukken

Al30/7/6
Technisch legislatieve herziening der mijnwetgeving.
Tinjauan kembali legislatif teknis untdang-undang pertambangan.
27 Mei 1927 ~30 Juli 1929
1 omslag

Licht beschadigd

Al30/3/13

Verzoek van de gemeente Soekabumi om toekenning van een voorkeurrecht bij
uitgifte in eigendom van gronden gelegen binnen het ressort der gemeente.

Permohonan dari Gemeente/Kotamadya Soekabumi untuk pengesahan ketentuan
Hak Terdahulu atas tanah yang terletak dalam wilayah hukum Kotamadya.

25 September 1918 -9 Maret 1929
1 omslag

met kaart

Al30/9/19
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383.

384.

385.

386.

Verlaging van collecteloonen.
Penurunan gaji kolektor.
15 Juni 1922 10 Juli 1924

1 omslag

Al30/8/12

Restitutie aan erfgenaam Hadji Akil van door hen betaalde vergoeding wegens
proceskosten.

Penggantian pembayaran kerugian pembayaran proses hukum kepada ahli waris
Hadji Akil.

18 Agustus 1927 ~27 September 1929
1 omslag

Erg beschadigd

AI130/5/5
Acte van Cessie.
Akta Pengalihan Piutang.
9 Januari ~13 Mei 1931
1 omslag

Licht beschadigd

Al30/9/13
Aanleg rijwegverbinding Randoeblatoeng-Ngawi of Ngrahoe-Ngawi.

Pembuatan jalan yang menghubungkan Randoeblatoeng-Ngawi atau Ngrahoe-
Ngawi.

25 Juni 1924 - 18 September 1928
1 omslag

met blauwdruk

Al30/10/16
Werkwijze van de Commissie voor Welvaartspolitiek.

Arahan kerja Komisi Kesejahteraan Politik.
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387.

388.

3809.

390.

26 November 1924 -5 September 1925

1 omslag

Al30/6/11
Verhooging der spoorvrachten voor den aantal vervoers-artikelen.
Kenaikan tarif angkutan kereta api untuk jumlah barang yang diangkut.
28 Agustus 1923 “9 Mei 1924
1 omslag

met kaart

Al30/4/4

Eigendoms en Recht van Opstal aanvragen met blauwedrukgrondkaart van Nieuw
Station Semarang.

Permintaan hak kepemilikan dan hak guna bangunan dengan cetak biru Stasiun Baru
Semarang.

18 Juni 1909 “4 April 1925
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten

Al31/40/6
Inschrijving erfpachtsrecht ten name van Ch.A.J. Kloppenburg.
Pendaftaran tanah waris atas nama Ch.A.J. Kloppenburg.
9 Oktober 1934 ~18 Juli 1941

1 omslag

Al31/45/18
Bundel klapper erfpachtsperceelen etc. Ambon en Ternate.
Berkas klapper tanah-tanah wari dll. di Ambon dan Ternate.
1 April 1931 - 6 Juli 1938

1 omslag
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391.

392.

393.

394,

395.

Al31/58/19
Altijddurende erfpaschtsrechten in de regentscheppen Indramajoe en Madjalengka.
Hak-hak warisan jangka panjang di Regentschap Indramajoe dan Madjalengka.

31 Oktober 1933 28 Oktober 1941

1 omslag

Al33/2/16
Vervallen-verklaring van opstalperceel ten name van wylen Liem Goen Yok (Liok).

Pernyataan kedaluwarsa hak guna bangunan di tanah milik Almarhum Liem Goen
Yok (Liok).

26 Juni 1930 - 17 Januari 1939

1 omslag

Al34/1/22
Sewa-menyewa tanah negeri, antara lain di Demak, Grobogan dan Kendal.
21 November 1941 -3 Agustus 1943
1 omslag

met Indonesische Taal en met kaarten

Al36/27/21

Verzoek van Wasidjan bin Maimin cs. om tusschenkomst der Regeering opdat de
stukken grond welke ten onrechte aan de desa's Limbangan e.a. zouden zijn
afgestaan.

Permohonan dari Wasidjan bin Maimin cs. agar pemerintah turun tangan untuk
mengembalikan tanah yang diduga diberikan secara tidak benar kepada Desa
Limbangan dan lainnya.

3 Januari 1933 ~8 September 1939
1 omslag

Zwaar beschadigd

Al36/3/5

Erfpachtsaanvraag van de firma Tiedeman & van Kerchem g.g. de N.V.Landbouw
My "Dajeuh Manggoeng", betreffende drie aan genoemde My met het recht van
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396.

397.

398.

opstal toebehoorende perceelen, gelegen in het district Bajongbong, residentie
Priangan.

Permintaan hak waris dari perusahaan Tiedeman & van Kerchem g.q. N.V.
Landbouw Maatschappij "Dajeuh Manggoeng™ terkait tiga tanah yang dimiliki oleh
perushaan tersebut dengan hak guna yang terletak di District Bajongbong.

20 Juni 1915 ~30 Desember 1939
1 omslag

Erg beschadigd

Al36/40/20

Verklaring over Mas Jasin Dharmaatmadja dat hij zijn verzoekschrift gedagteekend
Cheribon 12 December 1938 houdende het verzoek om afstand met het erfelijk
individueel bezitsrecht van een door hem gekochte opstalperceel gelegen ter
hoofdplaats Cheribon.

Pernyataan mengenai Mas Jasin Dharmaatmadja atas surat yang ditandatangani di
Cheribon tanggal 12 December 1938 mengenai permohonan pelepasan hak waris
dari tanah yang ia beli di Cheribon.

19 September 1918 16 Maret 1939
5 stukken

Al37/2/7
Het verzoek van J.C.R.Abels om verleening van grondcrediet.
Permohonan J.C.R. Abels untuk pengabulan kredit tanah.
5 Agustus 1935 ~18 Juli 1940
1 omslag

met kaarten

Al40/16/7

Commissie voor de afkoop van rechten op de gronden gelegen te Goenoengdjati in
de desa Astana onderdistict Noord-Cheribon enz, benevens de daarop voorkomende
beplantingen an voor de vastatelling der schadeloosstelling verbonden aan de
verplaastsing van de op die gronden.

Komisi untuk penghapusan hak atas tanah yang terletak di Goenoengdjati di Desa
Astana, Onderdistrict Noord-Cheribon, dan sebagainya, serta pemberian ganti rugi
yang terkait dengan pemindahan yang ada di tanah tersebut.

19 Mei 1930 ~29 September 1941
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399.

400.

401.

402.

1 omslag

Al40/15/2

Herziening van de regeling in Stshbld 1918 No 287 betreffende de bescherming van
bezitters van woonhuizen op aan anderen in eigendom toebehoorenden grond.

Peninjauan kembali peraturan dalam Lembaran Negara tahun 1918 No. 287 terkait
pengamanan penghuni perumahan di lahan orang lain.

30 November 1927 -9 September 1941
1 omslag

met blawdruk

Al56
Propaganda Kolonisatie.
Propaganda Kolonisasi.
22 Oktober 1937 “11 Maret 1938

1 omslag

Alx8/2/11

Erfpachtsaanvraag van de N.V. Houtexploitatie Maatschappij Nanyo Ringyo
Kaisha, betreffende een stuk grond gelegen in het Zelfbestuuragebied Koetei,
residentie Zuider-en Oostterafdeeling van Borneo.

Permintaan hak guna dari N.V. Houtexploitatie Maatschappij Nanyo Ringyo
Kaisha, terkait sebidang tanah di Daerah Otonom Koetei, Residentie Zuider-en
Oostterafdeeling van Borneo.

4 Januari 1932 -8 September 1937
1 omslag

met kaart

Alx8/1/1

Te treffen maatregelen i.v.m. neutraliteitshandhaving in den Riouw-Archipel-grond-
concessies.

Langkah-langkah yang harus diambil sehubungan dengan menjaga netralitas dalam
konsesi tanah Kepulauan Riouw.

5 September 1927 ~29 April 1939
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403.

404.

2.6.

405.

1 omslag

met kaart

Alx10/1/6
Aantasting van de boschreserve Batang Pelangki gelegen in de negari Soepajang.

Penyusutan atau kerusakan dari hutan lindung Batang Pelangki yang terletak di
negari Soepajang.

2 Juni 3 Juni 1934

1 omslag

Alx28/1/3

Opheffing van de Solosche enclaves en verbetering der grillige grenzen in het
regentschap Bojolali tusschen de voormalige residenties Semarang en Soerakarta
(met met kaarten).

Pembubaran daerah kantong Solosche dan perbaikan batas-batas yang tidak
menentu di Bojolali antara bekas residentie Semarang dan Soerakarta (dengan peta).

2 Juni 1928 ~4 Januari 1938
1 omslag

met kaarts

Afdeeling AP (no. 405-408)

Afdeeling AP (Algemeene Politie) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang menangani urusan kepegawaian polisi. Afdeeling AP
menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 4 nomor arsip yang sebagian
besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor
arsipnya.

AP2/25/5
Bevoegdheid benoeming en ontslag politieagenten in de buitengeweesten.
Penambahan penunjukan dan pemecatan agen-agen polisi di Buitengeweesten.
5 Januari ~25 Juni 1924
1 omslag

Licht beschadigd
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406.

407.

408.

2.1.

AP12/2/22

Controlle op het beheer van den gewezen Commissaris van Politie Soerakarta G.J.
Meyer.

Kontrol jabatan Komisaris Kepolisian Soerakarta.
13 Oktober 1919 -5 Agustus 1924
1 omslag

met boeken

AP16/1/14

Het beheer der Veldpolitie in dit gewest en de motoren rywielherstelplaats te
Soerabaja.

Kuasa Polisi Lapangan di daerah dan bengkel perbaikan motor di Soerabaja.
24 Oktober 1923 26 Januari 1924
1 omslag

Licht beschadigd

AP29/6/23
Bestemming gebouwen van met Artillerie Constructie Winkel Soerabaja.
Pembangunan gedung-gedung di Surabaya.
5 April 1920 ~4 Agustus 1924
1 omslag

met blauwe drukken en met kaarten

Afdeeling ARC (no. 409-414)

Afdeeling ARC (Algemeene Regerings Commissaris) merupakan bagian di
Departement van Binnenlandsch Bestuur yang mengurusi tentang pemerintahan di
wilayah Borneo dan Daerah Timur pada masa revolusi. Afdeeling ARC
menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dar 6 nomor arsip yang sebagian
besar dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang,
dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor arsipnya

Terdapat 1 nomor arsip Afdeeling Al dengan kode “x” yang bermakna rahasia.
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400.

410.

411.

412.

ARC3/1/1
Instelling Minahassaraad.
Pendirian Dewa Minahasa.
31 Desember 1945 -8 Juli 1946
1 omslag

met kaarten

ARC4/8/20

Toezending tien exemplaren staatuut en bestuursorganisatieregeling met toelichting
Sumatra Timoer.

Pengiriman sepuluh eksemplar statuta dan peraturan organisasi pemerintahan
beserta penjelasannya untuk Sumatra Timoer.

12 Desember 1947 - 18 Maret 1949

1 omslag

ARC10/1/24

Vast te stellen de navolgende algemeene regelen voor het beheer en de
verantwoording van de geldmiddelen en eigendommen van de zelfbesturende
landschappen in het gewest de Groote Oost.

Penetapan aturan umum terkait kepemilikan dan pertanggungjawaban keuangan dan
kepemilikan lahan otonom di daerah Groote Oost.

27 September 1946
1 omslag

met boek

ARC17/1/29

Taakoverdracht Financien en beheer politie Oost-Indonesie; fondsen opzet en
inrichting staatsapparaat.

Pengalihan keuangan dan pengelolaan polisi Oost-Indonesie; dana pembentukan
dan penyelenggaraan aparatur negara.

18 November 1946 “9 Mei 1947

1 omslag
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413.

414.

2.8.

415.

ARC19/3/31

Staat van Oorlog en Beleg. Intrekking van een aantal verordeningen en besluiten
van het Militair Gezag.

Keadaan perang dan darurat militer. Pencabutan beberapa peraturan dan keputusan
otoritas militer.

12 November 1946 ~17 Desember 1947

1 omslag

ARCx4/8/7
Voorstel tot instelling van de staatkundige eenheid "Daerah Bandjar".
Usulan untuk mendirikan negara bagian "Daerah Bandjar".
20 November -2 Desember 1947

1 omslag

Afdeeling ARCH (no. 415-416)

Afdeeling Arch (Afdeeling Archives) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang mempunyai fungsi mengurus mengenai arsip-arsip dari
Departement van Binnenlandsch Bestuur. Afdeeling Arch menggunakan Sistem
Agenda Kaulbach. Terdiri dari 2 nomor arsip yang sebagian besar arsip dalam
kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak
berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor arsipnya.

ARCH1/1/23

Verzoek van R.P.Moh. Tajjib al. Mangkoeprodjo om in het bezit te worden gesteld
van een tweede uitreksel uit de besluiten van de Directeur van het voormalige
Departement van Binnenlandsch Bestuur van 29-9-1928 No D8/62/24 en 21-11-
1929 No CD53/51/4.

Permohonan risalah kedua keputusan Direktur Departemen Binnenlandsch Bestuur
sebelumnya, dari keputusan No. D8/62/24 tanggal 29 September 1928 dan No.
CD53/51/4 tanggal 21 November 1929 dari R.P.Moh. Tajjib alias Mangkoeprodijo.

23 Maret 1929 22 Juli 1949
1 omslag
Licht beschadigd

Recomba
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416.

2.9.

417.

418.

ARCH1/1/9
Staatsregeling Oost-Indonesié.
Peraturan negara bagian Oost-Indonesié.
19 Februari ~30 Maret 1948
1 omslag

Licht beschadigd

Afdeeling AZ (no. 417-455)

Afdeeling AZ (Algemeene Zaken) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang merupakan kelanjutan dari fungsi Afdeeling B yaitu
menangani urusan umum, seperti sekolah pegawai Departement van Binnenlandsch
Bestuur, konferensi, saluran telefon, dan instalansi listrik di gedung pemerintahan.
Afdeeling AZ menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 41 nomor arsip
dengan kondisi sebagian besar baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor
arsipnya Terdapat 3 nomor arsip Afdeeling AZ dengan kode “x” yang bermakna

rahasia.

AZ1/4/35

Uitbreidingsaanvraag Meritjan, de Suiker Onderneming Dijatie en de Suiker
Onderneming Lestari.

Permintaan perluasan Meritjan, Perusahaan Gula Djatie dan Lestari.
14 Desember 19 Desember 1949
7 stukken

AZ1/4/40
Uitbreidingsaanvragen suikerondernemingen "MERITJAN" en "DJATIE".
Permintaan perluasan untuk perusahaan gula "MERITJAN" dan "DJATIE".
20 Maret 1941 ~19 Desember 1949
1 omslag
Licht beschadigd

met kaarten en blauwedrukken
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419.

420.

421.

422.

AZ1/3/5
Tweede snit s.0. Kebonagoeng.
Potongan kedua dari perusahaan gula Kebonagoeng.
17 Maret 1939 ~22 Agustus 1949

1 omslag

AZ1/3/46
Verbetering van besluit Secr. van St. voor B.Z. dd 16 Juli 1949 no AZ1/2/21.

Perbaikan keputusan Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri tertanggal 16 Juli
1949 No. AZ1/2/21.

10 Oktober 1946 ~12 November 1949
1 omslag

Departement van Binnenlandse Zaken
met Areaalmet kaart

met Areaalmet kaart van Recomba (10
SLV (1)

SEZ (1)

HTB Surabaya (1)

AZ1/1/18

Verzoek van de suikeronderneming "De Maas", Oost-Java, om wijziging van haar
watervergunning.

Permohonan dari perusahaan gula "De Maas" di Oost-Java untuk mengubah izin
penggunaan airnya.

20 Januari 1939 19 Maret 1949
1 omslag
Erg beschadigd

met kaarten

AZ1/4/32

Suiker onderneming Soemberdadie.
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423.

424.

425.

426.

Perusahaan gula Soemberdadie.
11 November 1930 -7 Desember 1949
1 omslag
Erg beschadigd

met een boek een met kaarten

AZ5/2/2

Personele zaken lijst van diverse personen (inclusief Besluit) onder andere Tjiee
Hoo Ing, , P.J.G. Riemene, Tan Gik Biauw, enz, te Pladjoe, Soerabaja, Modjokerto,
enz

AZ5/2/2/Daftar personalia beberapa orang (termasuk Keputusan) termasuk Tjiee
Hoo IngP.J.G. Riemene, Tan Gik Biauw, dll., di Pladjoe, Surabaya, Modjokerto, dlI.

5 Maret 1915 ~12 Oktober 1949

1 omslag

AZ5/T7/11
Besluiten over vergunningen voor opverbetting Toko.
Keputusan-keputusan tentang izin untuk membuka toko.
19 Mei ~30 Oktober 1947

1 omslag

AZ5/74/6
Bundel V, Besluiten over vergunningen voor oprichting Toko's, warongs, etc.
Bundel V, Keputusan tentang izin pendirian toko-toko, warung, dsb.

2 September ~31 Desember 1948

1 omslag

AZ5/31/23
Bundel 111, Besluiten over vergunningen voor oprichting Toko's, warong, enz.
Bundel 111, Keputusan tentang izin pendirian toko-toko, warung, dsb.

5 Januari ~29 April 1948

1 omslag
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427.

428.

429.

430.

431.

met een boek

AZ5/1/18

Uittreksel uit het register der besluiten van Wd. Resident van Tjirebon over landen
in Indramajoe.

Risalah daftar surat-surat keputusan mantan Residen Tjirebon mengenai lahan di
Indramajoe.

30 Januari 1919 ~21 April 1949

1 omslag

AZ5/42/24
Beslissingen van Burgemeester van Batavia van Maart t/m Juli.
Keputusan-keputusan Walikota Batavia dari Maret - Juli.
2 Maret ~25 Juli 1948
1 omslag

Licht beschadigd

AZT7I1I7
Aanleg buisleiding B.P.M. Balikpapan-Tandjong.
Pembangunan pipa B.P.M. Balikpapan-Tandjong.
22 Desember ~22 Desember 1948
2 stukken

AZ8/3/11

Aanbiedingvan afscrhiften betreffende erfpachtsuitgifte van het perceel (Tandjoeng)
Poeloe Toedjoe aan Jan Eduard Njioiktjien.

Penawaran surat-surat mengenai hak warisan tanah (Tandjoeng) Poeloe Toedjoe
kepada Jan Eduard Njioiktjien.

14 Juni 1913 ~20 Mei 1949

1 omslag

AZ8/18/14
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432.

433.

434.

Verzoek van de N.V. "Soeiete Financiere der Caoutchoucs Medan™ om de door haar
als borg jegens den Lande gestelde zekerhe den te mogen terugnemen.

Permohonan dari N.V. "Soeiete Financiere der Caoutchoucs Medan" untuk
mengambil kembali jaminan yang telah diberikan oleh mereka kepada Pemerintah.

7 Juni 1935 - 30 November 1948

1 omslag

AZ8/7/21

Verkoop van een bij het besluit van de toenmalige Gouverneur der Oostkust van
Sumatra dd.29 Juni 1931 No.115/B/A.Z. aan P.M. Shaik Mohamad met het recht
van erfpacht afgestane stuk grond, gelegen in kampong Daratwonosari, groot
82.603 M2, gevestigd bij de gerechtelijke akte van 16 April 1932 N0.99 aan een
Indonesier.

Penjualan sebidang tanah yang sebelumnya diberikan hak waris berdasarkan
keputusan Gubernur Oostkust Sumatra saat itu tanggal 29 Juni 1931 No.115/B/A.Z.
kepada P.M. Shaik Mohamad, di kampung Daratwonosari dengan luas 82.603 M2,
didaftarkan dalam akta peradilan tanggal 16 April 1932 No0.99 kepada seorang
Indonesia.

27 Februari 1934 ~12 Desember 1949

1 omslag

AZ8/5/45

Inlichtingen ten behoeve van J.W.H. Coene te Voorburg, eindtermijn indiening
rechtsherstelverzoeken.

Informasi untuk kepentingan J.W.H. Coene di VVoorburg, batas waktu pengajuan
permintaan pemulihan hak.

17 Juni 1930 ~7 November 1949
1 omslag

Zwaar beschadigd

AZ8/4/25
Perceel "Bitsjari"”, onderafdeling Fak-Fak groot 16.5 Ha.
Tanah "Bitsjari", Onderafdeling Fak-Fak seluas 16.5 Ha.
31 Desember 1929 ~2 April 1948

1 omslag
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435.

436.

437.

438.

met blauwe druk

AZ8/1/35
Erfpacht van I.A. Zijlstra.
Hak sewa dari I.A. Zijlstra.
29 Mei 1926 ~30 Agustus 1947

1 omslag

AZ8/10/15
Erfpachtsperceel Soemboel.
Tanah hak waris di Soemboel.
3 Januari 1921 ~17 Juni 1948
1 omslag

met kaart

AZ10/1/44

Gegevens afkomstig van de in 1937 ingestelde enquete nopens de "Aard van het
Indonesisch grondbezit™.

Rincian yang diambil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 1937 mengenai
"Sifat kepemilikan tanah di Indonesia".

6 Januari 1932 - 30 Desember 1948

1 omslag

AZ10/2/14

Splitsing van een perceel, destijds vanwage het land met het erfelijk individueel
bezitsrecht afgestaan. Uw besluit van 13 Juli 1949 No.61/A.Z gelegen in de
Kampong 20 Ilir ter hoofdplaats Palembang.

Pemecahan sebidang tanah, yang dulunya diberikan atas hak kepemilikan individu
turun-temurun. Keputusan anda tanggal 13 Juli 1949 No.61/A.Z yang terletak di
Kampong 20 Ilir, Palembang.

13 Juli ~ 10 Oktober 1949
7 stukken

met kaart
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430.

440.

441.

442.

AZ10/1/38

Beheer over bezitrecht van diverse landen te hoofdplaats Palembang, onder andere
van Kiagoes Abdullah, Ismail bin Mamat, Idjah binti Hadji Idroes.

Kepemilikan atas hak lahan di beberapa tempat antara lain milik Kiagoes Abdullah,
Ismail bin Mamat, Idjah binti Hadji Idroes.

19 Mei 1939 ~30 Mei 1949

1 omslag

AZ11/1/3
Tegengang van onrechtMatige occupatie van ondernemingsgronden.
Upaya melawan pendudukan yang tidak sah atas tanah perusahaan.
31 Desember 1935 ~15 Juni 1949

1 omslag

AZ11/1/12

Tegengang van onrechtMatige occupatie van vrij landsdomein en
ondernemingsgronden ter S.0.K. (SoeMatra Oost Kust).

Perlawanan okupasi yang tidak sah atas tanah bebas negara dan tanah usaha di S.0.K
(SoeMatra Oost Kust).

4 Mei ~8 Juni 1948

1 omslag

AZ12/4/20

Particulaire landerijen, onder andere; Liquidatie alle part landen uitzondering
Depok; particulaire landerijen bewesten de Tjimanoek; verbetering van Kampong
Salemba Tegalan, overschryving erfpachtperceel "Hevea I11”.

Berkas mengenai tanah pertanian swasta, antara lain; Likuidasi seluruh bagian tanah
selain Depok; Lahan pertanian swasta sebelah barat Tjimanoek; perbaikan Kampong
Salemba Tegalan; penyalinan hak sewa tanah "Hevea IIlI'.

9 Juli 1948 ~30 Juni 1949
1 omslag

Licht beschadigd
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443, AZ13/3/4
Verslag Studiecommissie Nieuw-Guinea.
Laporan Komisi Pendidikan Nieuw-Guinea.
1 Januari ~30 Juni 1949
1 omslag

Zwaar beschadigd

444, AZ13/2/31

Aanvrage van geldelijke steun t.b.v. de Javanen Kolonisatie Lamasi, Tamoekoe en
Kalaena, Z. Celebes-Loewoe.

Permintaan bantuan keuangan untuk Javanen Kolonisatie Lamasi, Tamoekoe, dan
Kalaena di Zuid Celebes-Loewoe.

27 Januari 1940 ~26 Juni 1948

1 omslag

445, AZ17/2/44
Canonbetaling.
Pembayaran kanun.
28 Mei 1948 12 November 1949

1 omslag

166. AZ25/2/4
Wederinstelling stadsgemeentebestuur Batavia.
Pemulihan pemerintah kota Batavia.
14 Februari 1938 -2 Februari 1949

1 omslag

446. AZ25/1/39
Wederinstelling van stadsgemeente besturen.
Pembentukan kembali pemerintahan kota.
1 Juni 1946 ~21 Februari 1948

1 omslag
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447,

448.

449.

450.

451.

AZ26/2/35
Openbaar lichaam Kebajoran.
Badan umum Kebajoran.
6 Agustus “21 September 1949

1 omslag

AZ26/1/6
Vergadering Raad van Bestuur der centrale stichting wederopbouw.
Rapat dewan direksi yayasan rekonstruksi pusat.
13 Mei 1948 ~26 Januari 1949

1 omslag

AZ30/2/41

Terreinruil in verband met de uitbreiding van het Pandhuis 1.1.No.g 214
Dinojotangsi te Soerabaja.

Pertukaran lahan terkait dengan perluasan Pandhuis 1.1.No.g 214 Dinojotangsi di
Soerabaja.

14 November 1947 ~31 Mei 1948

1 omslag

AZ30/2/24

Opmerkingen behandeling vorming van een federaal district "Batavia en
Ommelanden”.

Masukan mengenai pembentukan Distrik Federal "Batavia en Ommelanden™.
4 Maret ~16 April 1948

1 omslag

AZ30/1/44
Terreinruil i.v.m. uitbreiding van het pandhuis Dinojotangsi te Soerabaja.

Pertukaran lahan terkait dengan perluasan gedung gudang barang gadai
Dinojotangsi di Soerabaja.

29 Juli 1948 -2 Februari 1949
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452.

453.

454.

455.

1 omslag

met blauwdruk

AZ36/23/11

Beheer over bezitrecht van diverse landen te hoofdplaats Palembang, onder andere
van Raden Ahmad Sabki en Djamaloedin bin Hadji Hasim.

Kepemilikan atas hak lahan di beberapa tempat antara lain milik Raden Ahmad
Sabki dan Djamaloedin bin Hadji Hasim.

23 Juni 1936 1 Juni 1940
1 omslag

met blauwdrukken

AZx25/8/2
Wederinstelling stadsgemeentebesturen.
Pembentukan kembali pemerintahan kota.
21 Agustus -5 Oktober 1948

1 omslag

AZx30/1/3
Taakhervatting N.V. Volkshuisvesting te Buitenzorg.
Pengambilalihan N.V. Volkshuisvesting di Buitenzorg.
30 Juni ~30 Juni 1948
4 stukken

AZx30/1/27
Opheffing Centrale Commissie Wegtransport Coordinatie (CCWC).

Pencabutan Centrale Commissie Wegtransport Coordinatie (CCWC/Komisi Pusat
Koordinasi Transportasi Darat).

12 Juli 1946 ~12 Januari 1948

1 omslag

145



2.10.

456.

457.

458.

Afdeeling B (no. 456-516)

Afdeeling B (Algemeene Zaken) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang menangani urusan umum, seperti sekolah pegawai
Departement van Binnenlandsch Bestuur, konferensi, saluran telefon, dan instalansi
listrik di gedung pemerintahan. Afdeeling B menggunakan Sistem Agenda
Kaulbach. Terdiri dari 61 nomor arsip yang sebagian besar arsip dalam kondisi baik.
Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yang akan
dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor arsipnya Terdapat 3 nomor arsip

Afdeeling B dengan kode “x” yang bermakna rahasia.

B1/1/12

Verbetering ingangsdatum ambts-toelage regenten in het Regering Besluit van 3
Januari 1949 No.21.

Perbaikan tanggal mulai berlakunya tunjangan jabatan bupati dalam Peraturan
Pemerintah tanggal 3 Januari 1949 No. 21.

3 Januari -3 Maret 1949

1 omslag

B2/1/12

Aankop van het particuliere land Tjampea door de N.V. Javasche Particuliere
Landerijen Maatschappij.

Akuisisi tanah pribadi Tjampea oleh N.V. Javasche Particuliere Landerijen
Maatschappij.

17 April 1939 - 25 Juni 1940
1 omslag

Gouvernement West Java

B4/3/1

Ontvoogding van het Inlandsch Bestuur in de regentschappen Demak, Grobogan,
Tjilegon, Noord Bantan, enz. (met kaart).

Penghapusan kekuasaan Pemerintahan Daerah di Regentschap Demak, Grobogan,
Tjilegon, Noord Bantan, dan lain-lain. (dengan peta).

28 September 1920 -9 September 1924
1 omslag
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450.

460.

461.

462.

463.

B5/1/1
Salarisvermindering t.0.v. maand en daglooners.
Pengurangan gaji terkait pekerja bulanan dan harian.
17 Maret 1917 ~23 Januari 1933

1 omslag

B5/9/12
Vervolg voordracht Koninklijke Onderheiding 1949.
Kelanjutan usulan penghargaan Kerajaan tahun 1949.
3 Maret ~14 Oktober 1949

1 omslag

B5/10/39
Voordracht Koninklijke onderscheidingen 1949.
Usulan Penghargaan Kerajaan 1949.
20 Desember 1948 - 16 Maret 1949
1 omslag

Licht beschadigd

B5/1/10

Pengiriman kembali surat-surat tanda penerimaan termasuk dalam tanda-tanda
djasa negara Siam dan surat-surat tanda kehormatan kepada Kepaniteraan Umum
(Algemene Secretarie).

11 Oktober 1949 ~ 18 Januari 1950
1 omslag

met Indonesische Taal

B6/1/13
Toelating van de Jeugd bij vertooning van niet voor kinderen geschikte films.

Persetujuan kaum muda untuk mempertontonkan film yang cocok untuk anak.
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464.

465.

466.

467.

23 April 1926 ~10 Februari 1936

1 omslag

B6/8/11

Voorstel de desa Djragoeng in te deelen bij het onderdistrict Karangawen van het
district Mranggen residentie Semarang.

Usulan agar Desa Djragoeng masuk dalam Onderdistrict Karangawen.
25 Januari 1906 ~15 April 1925
1 omslag

met kaart

B7/21/6
Grenzen gedeelten van de stadsgemeente Batavia.
Batas wilayah Pemerintah Kota Batavia.
28 Desember 28 Desember 1937

1 omslag

B7/10/20
De herziening ontwerp Districtshoofdswoningen op Java en Madoera.
Revisi rancangan rumah tinggal kepala District di Jawa dan Madura.
15 September 1930 13 Mei 1931
1 omslag

met blauwedrukken

B7/44/24

Bestemming van Assistent Resident woningen op Java en Madoera ( met
uitzondering van de Vostenlanden tot woningen van de eerste group).

Rancangan rumah tinggal Asisten Residen di Java dan Madoera (Kecuali
pembangunan rumah tinggal kelompok pertama di VVostenlanden).

14 Agustus 1925 ~27 Desember 1932

1 omslag
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468.

4609.

470.

471.

472.

B7/15/19
Bouw van onderdistrictshoofdwoningen te Limbangan en Doekoehtoeri.
Pembangunan rumah-rumah Kepala Onderdistrict di Limbangan dan Dukuhtoeri.
9 Mei 1934 ~19 Oktober 1938
1 omslag

met blauwe drukken

B7/11/41
Verordening van het Militair Gezag Nr. 9/1948.
Peraturan dari Otoritas Militer Nomor 9 tahun 1948.
10 Desember 1947 - 28 Desember 1948

1 omslag

B8/10/13

Overdracht van het controleurskantoor te Barabai aan het Land tegen een
schadeloosstelling.

Penyerahan kantor Kontrolir di Barabai kepada negara dengan ganti rugi.
4 Juni ~16 Desember 1940

1 omslag

B10/1/42
Viering feestdagen.
Perayaan hari libur nasional.
13 Januari 1947 ~16 Desember 1948
1 omslag

Licht beschadigd

B13/1/3

Reisrapporten van den ambtenaar voor Chineesche Zaken J.B. de Wilde over
Semarang.

Laporan perjalanan di Semarang pegawai negeri untuk Urusan Cina.

2 Maret 1927
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473.

474,

475.

476.

477.

7 stukken

B14/3/1
Uitbreiding en verbetering van het assistent residentie kantoor te Djokjakarta.
Perluasan dan perbaikan kantor asisten residen di Djokjakarta.

8 Agustus 1922 -3 November 1925

1 omslag

B14/68/22
Verhooging van de huur voor het districtskantoor te Balige (res. Tapanoeli).
Kenaikan sewa Kantor Ditrict Balige (Residentie Tapanoeli).
25 Oktober 1927 -7 Desember 1928
1 omslag
met kaarten en blauwe drukken

Lihat juga bundel 11: B14/69/17/1928

B14/51/6
Bouw van woningen voor districtsen onderdistrictshoofden.
Pembangunan tempat tinggal para Kepala Districts dan Onderdistricts.
11 April 1925 30 Agustus 1928
1 omslag

Lihat juga bundel 11: B7/5/10/1940

B14/3/3
Ruil pasanggrahan legger no.69 met woning legger no. 20 te Kepahiang.
Pertukaran Pasanggrahan No.69 dengan rumah No. 20 di Kepahiang.

22 April ~7 Juni 1933

1 omslag

B15/1/18

Telegramen aangeboden te Djambi, Bandjarmasin en Singaradja onder andere over
rottan, copra en rubber.
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478.

479.

480.

Telegram-telegram yang disampaikan di Djambi, Bandjarmasin dan Singaradja,
termasuk mengenai rotan, kopra dan karet.

4 April 1936 18 Januari 1938

1 omslag

B15/3/1

Economisch verslag over het 4e kwartaal 1937 te Residentie Kedoe, Residentie
Semarang en Residentie Pekalongan.

Laporan ekonomi untuk triwulan ke-4 tahun 1937 di Residentie Kedoe, Semarang
dan Pekalongan.

21 Desember 1937 - 28 Februari 1938

1 omslag

B20/12/24

Herziening van de personeelsvoorschriften in verband met de instelling van een
Regentschap der indische Regeering in Nederland (BGS. van 1 Augustus 1925
N0.260x).

Peninjauan kembali peraturan pegawai terkait pembentukan Daerah dalam
Pemerintahan Hindia di Belanda (Surat Keputusan Pemerintah tanggal 1 Agustus
1925 No0.260x).

8 Juli 1924 - 26 Oktober 1925

1 omslag

B20/13/7

Nakoming van de verplichtingen van het Gouvernement als borg tegenover de
Pandeglangsche Afdeelingsbank voor door deze aan den indlandsche bevolking in
het belang der voeselvoorzingening geleende gelden (inclusief Tanda Tangan
Hoetang ka Bank Pandeglang di Pandeglang dan Kediri) met boeken.

Pelepasan kewajiban Pemerintah sebagai penjamin kepada Pandeglangsche
Afdeelingsbank atas uang yang dipinjamkan olehnya kepada penduduk pribumi
untuk kepentingan persediaan bahan makanan (termasuk Tanda Tangan Hoetang ka
Bank Pandeglang di Pandeglang dan Kediri) dengan buku-buku.

8 Januari -8 Agustus 1924
1 omslag

met boek
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481.

482.

483.

484.

485.

B20/14/25

Regeeringsstandpunt t.a.v de beschikking over de overtollige gelden van dessbanken
ter voorzieninig in algemeene gemeenteljke behoeften.

B20/14/25 Sikap pemerintah tentang penggunaan kelebihan dana bank-bank untuk
keperluan umum kota.

10 Mei 1911 - 18 September 1924

1 omslag

B20/14/13

Portretten der Koninklijke familie en afbeeldingen op krijgsgeschiedkundig gebied
ter beschikking van de Militaire e.s Departementen.

Potret Keluarga Kerajaan dan gambar-gambar sejarah militer yang dimiliki oleh
Departemen Militer.

31 Maret 1915 ~10 September 1924

1 omslag

B20/9/7
Voorloopig ontwerp Algemeene Diploma Regeling.
Rancangan awal Peraturan Diploma Umum.
23 Desember 1927 ~30 Maret 1929

1 omslag

B20/12/1

Toekenning van een periodieke traktementsverhooging aan J. Panne bij het
Binnenlandsch Bestuur controleur op de bezittingen buiten Java en Madoera.

Pemberian kenaikan gaji berkala kepada J. Panne.
20 Februari 1907 ~27 Juli 1925

1 omslag

B20/13/22

Klacht van den heer I. Rauws, gewezen administrateur van de Bandjarnegararsche
Bank.

Keluhan Tuan I. Rauws, mantan Administrator Bank Bandjarnegarar.
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486.

487.

488.

489.

24 September 1926 -5 Maret 1928

1 omslag

B20/30/13
Brochure: Kinderhuwelijken.
Brosur:Pernikahan di bawah umur.
12 Desember 1921 -5 Juni 1928
1 omslag

met boek

B20/6/46

Eervol te ontheffen van de functie van Inspecteur bij het Regeringsbureau ter
bestrijding van de zg. handel in vrouwen en kinderen en van die in ontuchtige
uitgaven.

Pemberhentian dengan hormat fungsi Inspektur di Biro Pemerintah dalam
menangani perlindungan dan perdagangan wanita dan anak-anak.

3 Januari 19 November 1948

1 omslag

B20/3/3

Staat der traktementen, toekomende aan de onderstaande ambtenaren en beambten
bij den Adviseur voor Japansche Zaken te Weltevreden over de maand Januari-
December 1926.

Daftar gaji yang diterima oleh pejabat dan pegawai di bawah Penasehat untuk
Urusan Jepang di Weltevreden bulan Januari-Desember 1926.

31 Desember 1925 - 30 November 1926

1 omslag

B20/35/6
Toezending jaarvervolg 1927 op Albrechts Klapper.
Pengiriman berkelanjutan tahun 1927 untuk Albrechts Klapper.
13 14 November 1929

1 omslag

153



490.

491.

492.

493.

494.

B20/28/21

Verwerpen van de rekest van het Verbond van Vereenigingen van Landsdienaren
aan de Regeering, houdende verzoek om te bepalen, dat een met verlof naar Mekka
gaand Inheemsche landsdienaren zijn recht op ancienniteit behouden.

Penolakan petisi dari Persatuan Pegawai Negeri kepada Pemerintah, yang berisi
permohonan untuk menetapkan bahwa pegawai negeri pribumi yang pergi dengan
izin ke Mekah dapat mempertahankan hak cutinya.

10 Januari 1927 ~30 Agustus 1929

1 omslag

B20/7/5
Terugbetaling opleidingskosten.

Pengembalian biaya pendidikan

17 April =15 Desember 1925

1 omslag

B20/1/8
Verspreiding van anti communistische lectuur.
Penyebarluasan pelajaran anti komunisme.
4 Oktober 1926 21 Januari 1927

1 omslag

B20/6/23

Opgave juiste grotte van het bij Gouvernementsbesluit ddo. 18 Januari 1936 No. 17
in eigendom toegezegd perceel.

Laporan luas pasti tanah yang tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Jenderal
tanggal 18 Januari 1936 No. 17.

18 Januari - 30 Oktober 1936
5 stukken

B20/7/13
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495.

496.

497.

498.

Het ressort van de Plaatselijk Vertegenwoordiger van de Directie van het
Rechtsherstel te Batavia.

Perwakilan wilayah Direktorat Pemulihan Hukum di Batavia.
14 Maret ~18 Juni 1949

2 stuken

B22/3/23
Beschikking over fondsen voor bediening van bestuurstelefoonlijnen.
Keputusan tentang dana pengoperasian saluran telepon pemerintah.
17 Juni 1913 14 Agustus 1935

1 omslag

B22/5/3

Aanstellen Jaman L. Dai als lijnmandoer bij de Bestuurstelefoonlijnen in de
afdeeling Donggala met standplaats Toboli (Parigi).

Penunjukkan Jaman L. Dai sebagai mandor jaringan Telepon Pemerintah di
afdeeling Donggala dengan lokasi tugas utama Toboli (Parigi).

20 Maret 1929 ~15 Agustus 1940
1 omslag

Lihat juga bundel I: Opgeb.ag 21521/20

B23/1/6

Splitsing desa op de Residentie Banjoemas, Soerabaia, Toeloengagoeng, Kedoe, enz
(met Kaarten).

Pemecahan desa di Residentie Banjoemas, Soerabaia, Toeloengagoeng, Kedoe, dll
(dengan peta).

18 Desember 1923 -6 Januari 1936
1 omslag

met kaarten

B26/73/1

Eigendomaanvraag van Thio Tjan Koei alias Abdoel Adjis (inclusief blaudrukken),
Siti Moebinah, Tjoa Som Tian, enz.
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490.

500.

501.

Permohonan hak kepemilikan Thio Tjan Koei alias Abdoel Adjis (termasuk cetak
biru), Siti Mubinah, Tjoa Som Tian, dan lain-lain.

15 September 1926 28 Agustus 1931

1 omslag

B26/67/25

De aanbieding opgave van plaats gehad hebbende inschrijvingen, zoomede van
vervallen toezeggingen, betreffende den afstand van gronden in eigendom dan wel
met het recht van opstal over de maand Augustus 1940.

Penawaran laporan tempat yang telah terdaftar terkait hak kepemilikan tanah dan
hak gunanya selama bulan Agustus 1940.

17 Januari 1938 -3 Oktober 1940
10 stukken

met kaart

B26/29/12

Eigendomaanvraag van Loa Lee Hoa, gelegen in de desa Tjilamaja, district
Tjikampea, regentschap Krawang, residentie Batavia, provincie West Java

Permohonan hak milik tanah dari Loa Lee Hoa, yang terletak di Desa Tjilamaja,
District Tjikampea, Regentschap Krawang, Residentie Batavia, Provincie West Java

1717 Juni 1938
1 omslag
Erg beschadigd

met blauwe drukken en kaarten

B26/25/24

Verzoek van vrouwe Kho Im Nio om kostelooze verstrekking van een nieuwen
meetbrief dan wel om vermindering van de koopsom gevorderd voor het haar bij
het Gouvernement Besluit van 24 Maart 1939 No. 20 in eigendom toegezegde
perceel, gelegen in de wijk Pendjaringan, residentie Batavia.

Permohonan pemberian secara cuma-cuma surat ukur dan pengurangan harga
pembelian dari istri Kho Im Nio sesuai yang tertera dalam SUrat Keputusan
Pemerintah tanggal 24 Maret 1939 No. 20 terkait tanah di daerah Pendjaringan,
Residentie Batavia,.

18 September 1935 ~1 April 1940
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502.

503.

504.

505.

1 omslag

een blauwe drukken

B27/1/24

Bundel eigendomsaanvragen van Sech Ali bin Abdulrachman Djawas, Tan Kak
Nio, Lie Hee Nlo.

Berkas permintaan hak milik dari Sech Ali bin Abdulrachman Djawas, Tan Kak
Nio, Lie Hee Nio.

14 September 1936 ~18 Januari 1938
1 omslag

Licht beschadigd

B27/2/38
Bevoegheid tot aanstelling c.q. handhaving van enkele groeten van personeel.
Penambahan hingga pelaksanaan penyerahan pegawai dan salam pegawai.

27 Juli 1937 15 Desember 1948

1 omslag

B34/1/3

Verzoek van Mas Jasim Dharmaatmadja om afstand met het erf ind. bezitsrecht van
een door hem gekocht opstalperceel, gelegen ter afdeelingshoofdplaats Cheribon.

Permohonan pelepasan hak kepemilikan atas tanah yang dibeli oleh Mas Jasim
Dharmaatmadja di Cheribon.

11 Agustus 1930 -5 Januari 1939
1 omslag

Licht beschadigd

B36/22/17

Brief van Gouvernement van West Java: Verzoek van de Stadsgemeente Batavia om
afstand in beheer van een stuk grond, gelegen in de wijk Kemajoran-Tjempaka-
poetih, t.b.v. wegaanleg.

Permohonan Pemerintah Kota Batavia untuk pemisahan kepemilikan sebidang tanah
di daerah Kemajoran-Tjempaka-poetih, untuk kebutuhan pembuatan jalan.

19 Desember 1938 - 14 Desember 1939
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506.

507.

508.

509.

1 omslag
Licht beschadigd

met blauwedrukken en met kaarten

B37/7/1

Brief van Gouvernement van West Java: Nopens canon en boete verschuldigd door
Ch.S. Techa te Buitenzorg.

Surat milik Gouvernement van West Java: Berkas mengenai kanun dan denda yang
harus dibayar oleh Ch.S. Techa di Buitenzorg.

30 Januari ~10 Agustus 1937

1 omslag

B37/6/20

Brief van Gouvernement van West Java: Verzoek van C.H.van Coy om restitutie
van boete verbeurd wegens te late betalling van pachtsommen.

Surat milik Gouvernement van West Java: Permohonan dari C.H.van Coy untuk
pengembalian denda yang dikenakan karena pembayaran sewa yang terlambat.

21 Desember 1937 - 28 Oktober 1938

1 omslag

B39/12/12

Brief van Gouvernement van West Java: Verzoek van Moehadjir om
regeeringstusschenkomst inzake een grondkwestie (particulier land Toegoe of
Batoetoemboe residentie Batavia).

Surat milik Gouvernement van West Java: Permohonan dari Muhadjir untuk campur
tangan pemerintah dalam masalah tanah, dan permohonan kepemilikan (tanah
partikelir Toegoe atau Batoeboemboe, Residentie Batavia).

13 Oktober 1934 -7 Maret 1939
1 omslag

Erg beschadigd

B39/8/3

Brief van Gouvernement van West Java: Samenstelling statistiek Inlandsche
theecultuur en thee aanplant kleinlandbouwers te provincie West-Java.
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510.

o11.

512.

513.

Surat milik Gouvernement van West Java: Kompilasi statistik perkebunan teh Bumi
Putera dan penanaman teh oleh petani kecil di provinsi Jawa Barat.

29 Januari 1934 - 30 November 1939
1 omslag

met kaarten

B39/8/23

Brief van Gouvernement van West Java: Indiening verantwoording v.m.p.l.
Tjengkareng.

Surat milik Gouvernement van West Java: Penyerahan pertanggungjawaban
mengenai v.m.p.l. di Tjengkareng.

16 September 1932 ~19 September 1934

1 omslag

B121/330/19

Persoonlijke zaken verzoek van M. Abdoelmadjid om vemindering van de
termijnbetaling van zijn Landsschuld ad f135.50.

Permohonan urusan personalia M. Abdoelmadjid untuk pengurangan pembayaran
angsuran utang tanahnya sebesar 135,50 gulden.

24 Februari 1928 ~22 Desember 1933

1 omslag

Bx5/11/29

Tussentijdse toekenning ambtstitel Adipati, houdende voorstel om aan de Regent van
Pati, Raden Toemenggoeng Moerjono Djojodigdo.

Pemberian gelar jabatan Adipati sementara, mencakup usulan untuk diberikan
kepada Bupati Pati, Raden Toemenggoeng Moerjono Djojodigdo.

19 September ~21 Desember 1949

1 omslag

Bx12/1/18
Telegraaf-communicatie op de Nieuw-Guinea over de maand April-Mei 1948.
Komunikasi melalui telegraf di Nieuw-Guinea selama bulan April-Mei 1948.

21 April ~18 Mei 1948
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o14.

515.

516.

2.11.

517.

1 omslag

Bx15/1/1
Opleiding van bestuursambtenaaren aan de Rechtshoogeschool.
Pelatihan petugas administrasi di Sekolah Tinggi IImu Hukum.
15 Januari ~28 Maret 1925

1 omslag

Bx25/1/8
Bouw van Landswoningen voor de Assistent-Wedana's in de afdeeling Bantam.

Pembangunan bangunan pemerintahan untuk Asisten Wedana di Afdeeling
Bantam.

4 Maret ~1 Oktober 1927

1 omslag

Bx30/5/1
Reizen van inheemsche ambtenaren om hun opwachting te maken bij de regenten.

Perjalanan dinas pejabat Bumi Putera dalam kunjungan kehormatan ke
regent/bupati.

14 November 1932 ~20 November 1941
1 omslag

Licht beschadigd

Afdeeling Begr (no. 517)

Afdeeling Begr (Begroting) merupakan bagian di Departement van Binnenlandsch
Bestuur yang mengurusi tentang anggaran pada masa revolusi dan merupakan
kelanjutan dari fungsi Afdeeling Begr. Afdeeling Begr menggunakan Sistem Agenda

Kaulbach. Terdiri dari 1 nomor arsip dalam kondisi baik.

Begrl1/8/36
Begroting stadsgemeente Buitenzorg tijdvak Juni t/m December 1947.
Anggaran Pemerintah Kota Buitenzorg periode Juni - Desember 1947.
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2.12.

518.

5109.

520.

4 Januari - 20 November 1947

1 omslag

Afdeeling BG (no. 518-573)

Afdeeling BG (Buiten Gewesten) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang menangani urusan pemerintahan di luar Jawa dan
Madura. Afdeeling BG menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 56
nomor arsip yang sebagian besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan
kondisi rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai
keterangan kondisi di nomor arsipnya Terdapat 7 nomor arsip Afdeeling BG dengan
kode “x” yang bermakna rahasia.

BG5/4/6

Het verzoek van Mohamad Saleh gelar Pangeran Toemenggoeng Soekma Negara,
.gewezen bestuurhoofd van Nanga Pak, onderafdeeling Pinoehlanden, afdeeling
Sintang, residentie Westerafdeeling van Borneo, om toekenning van onderstand en
uitkeering van eene hem toekemende schadeloorstelling van f.

Permohonan pemberian bantuan dan pencairan ganti rugi sebesar 325 gulden yang
menjadi hak Mohamad Saleh gelar Pangeran Toemenggoeng Soekma Negara,
mantan kepala pemerintahan Nanga Pak, Onderafdeeling Pinoehlanden,
AfdeelingvSintang, Residentie Kalimantan Barat.

26 Juli ~22 Agustus 1933

1 omslag

BG6/1/12

Boedel memorie van overgave (inclusief toezending gouverneur besluit,
tegemoetkomingen regementschappen, enz) onder andere te Amboina, Honitetoe,
Saumlakki, enz.

Turunan serah terima jabatan (termasuk penyerahan surat keputusan Gubernur,
resimen-resimen konsesi, dll) termasuk di Amboina, Honitetoe, Saumlakki, dll).

21 Mei 1920 -8 Desember 1947

1 omslag

BG8/8/21

Verzoek om Siradjoeddin, jongere broeder van de Sultan van Bima, te vergunnen de
tweede klasse van een M.U.L.O. school te tripleeren en rapporten van Directeur van
Binnenlandsch Bestuur.

161



521.

522.

523.

524,

Permohonan izin sekolah di M.U.L.O. dari Siradjoeddin, saudara laki-laki Sultan
Bima, dan laporan-laporan dari Direktur Binnenlandsch Bestuur.

28 Oktober 1911 -1 Juli 1931

1 omslag

BG8/1/25
Regeling inzake de jacht- en dierenbescherming.
Peraturan terkait perburuan dan perlindungan hewan.
13 Maret 1924 28 Maret 1934

1 omslag

BG8/2/14

Aanbieding van twee ingebonden exemplaren akte van verband betreffende de
landschappen Oena-Oena and Todjo (Manado).

Penyerahan dua salinan surat perjanjian yang telah dijilid mengenai tanah Oena-
Oena dan Todjo (Manado).

22 Agustus 1917 5 Maret 1929

1 omslag

BG8/3/25
De nota van toelichting betreffende het landschap Sambas.
Nota keterangan mengenai Lansekap Sambas.
16 Maret 1918 ~12 Juni 1933
1 omslag

Licht beschadigd

BG10/1/3
Nieuwe bezoldigingsregelingen voor het landschaps personeel.
Peraturan penggajian baru untuk pegawai daerah.
25 April 1931 ~11 Juni 1936

1 omslag
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525.

526.

527.

528.

529.

530.

BG10/32/10
Plaatsing adjunct-landbouw consulent te Seroei.
Penempatan wakil konsultan pertanian di Seroei.
19 Februari 1936 ~15 Desember 1937

1 omslag

BG10/20/1
Begrootingen Timor en onderhoorigheden over 1926.
Anggaran Timor en Onderhoorigheden tahun 1926.
8 Maret 1912 ~14 Agustus 1926

1 omslag

BG10/7/3
Aflossing en rente leeningen van Celebes en Onderhoorigheden.
Pembayaran kembali beserta bunga dari Celebes en Onderhoorigheden.
1 Oktober 1927 ~23 Februari 1933

1 omslag

BG10/4/15
Landschapsdjatihoutbedrijf op Bima.
Perusahaan kayu jati di Bima.
21 Januari ~4 September 1928

1 omslag

BG10/9/9
Aanleg en verbetering van wegen in Zelfbesturend gebied.
Pembuatan dan perbaikan jalan di daerah otonom.
12 Juni 1936 “6 April 1937

1 omslag

BG10/7/19
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531.

532.

533.

534.

De reisrapport Laurillard betreffende de landschaps administratie in het Gewest
Riouw en Onderhoorigheden.

Laporan perjalanan Laurillard mengenai administrasi lasekap di Wilayah Riouw en
Onderhorigheden.

5 Januari 1923 ~18 April 1929
1 omslag

met boeken

BG10/21/5

Bijdragen dienstjaar 1936 voor de Onderafdelingskassen van Rokan en Kampar
Kiri.

Sumbangan tahun dinas 1936 untuk dana Onderafdeeling Rokan dan Kampar Kiri.

30 Juni 1936
1 stuk

BG12/3/10
Politiek-politioneel overzicht over de maand Maart 1933.
Tinjauan politik Polisi selama bulan Maret 1933.
29 Mei 1931 -9 September 1933
1 omslag

Licht beschadigd

BG12/1/10
Sterfgevallen onder de politioneel aangehouden personen te Parigi.
Kematian polisi yang ditangkap di Parigi.
10 November 1936 -8 Februari 1937
1 omslag

met indonesisch

BG12/3/17

Verslag betreffende den politieken toestand in het gewest Palembang gedurende het
eerste halfjaar 1935.
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535.

536.

537.

538.

Laporan tentang situasi kepolisian di daerah Palembang selama paruh pertama tahun
1935.

16 Desember 1909 -2 Oktober 1935
1 omslag

Licht beschadigd

BG12/5/8
Aanbieding politiek verslag over het eerste halfjaar 1929.
Penawaran laporan politik tengah tahun pertama 1929.

19 November 1928 -21 November 1929

BG13/2/22

Het verzoek van Moehamad bin Oesman ex-Hakim v/h Sultanaat Ternate om
terugkeer naar Ternate.

Permohonan Moehamad bin Oesman ex-Hakim di Kesultanan Ternate.
11 November 1911 - 11 Oktober 1942
1 omslag

Licht beschadigd

BG14/3/14

Wyzigingen regelingen betreffende de bemoeienis van het Europeesch Bestuur met
de Rechtspraak over de Zelfbestuurs onderhoorigen van het Landschap Indragiri.

Amandemen peraturan-peraturan mengenai campur tangan Pemerintah Eropa
terhadap Yurisdiksi Daerah Otonom di Indragiri.

22 Agustus 1923 ~18 Mei 1933

1 omslag

BG14/1/18
Delegatie van het toezicht op de inheemsche rechtspraak.
Delegasi pengawasan terhadap peradilan adat pribumi.
11 Agustus 1934 -8 Februari 1936

1 omslag
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539.

540.

541.

542.

543.

BG14/1/2

De aanbieding afschrift rondschrijven betreffende Inheemsche rechtbanken;
Crimineele statistiekk van Nederlandsch-Indie 1930.

Penawaran salinan surat edaran terkait Pengadilan Adat.
10 Januari 1933 “2 Mei 1947

1 omslag

BG15/1/11

Aanvragen kapcontracten Seij Ide in de residentie Zuider en Oosterafdeeling van
Borneo.

Permintaan kontrak penebangan pohon oleh Seij Ide di Residentie Zuider en
Oosterafdeeling van Borneo.

4 April 1929 -3 Maret 1933

1 omslag

BG15/7/2

10e wijziging D.V. Titel Ill, areaalaangelegenheden, wijziging Hoofdstuk D.
Ontginning van grond door de Inlandsche bevolking.

10e-Perubahan D.V. Judul 111, urusan area, perubahan Bagian D pemanfaatan tanah
oleh penduduk pribumi.

9 Desember 1914 -3 Mei 1933

1 omslag

BG15/10/15
Verzoek om inlichtingen omtrent een wildreservaat op Sumatra.
Permintaan informasi mengenai suaka margasatwa di Sumatra.
14 September 1933 ~27 Oktober 1936

1 omslag

BG15/11/5
Ruil van gronden ter Westkust van Atjeh.
Pertukaran tanah di Wetskust van Atjeh.
13 Februari 1933 ~2 Desember 1936
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544,

545.

546.

547.

1 omslag

BG15/1/16
Verzoekschrift der vereeniging Hatopan Kristen Batak van 6 Februari 1927.
Surat permohonan persatuan Hatopan Kristen Batak tanggal 6 Februari 1927.
5 Januari 1923 ~26 Agustus 1929

1 omslag

BG16/8/10

Mededeeling der verzilvering van het mandaat van den Gouverneur van Amboina
van 14 Januari 1925 No. 6179/72 groot f 180.

Pemberitahuan penebusan mandat Gubernur Amboina tanggal 14 Januari 1925 No.
6179/72 sebesar 180 gulden.

3 September 1908 -8 Agustus 1929

1 omslag

BG16/8/6

Besluiten van zelfbesturen in de Onderafdeelingen Paloe, Donggala, Parigi en Poso
en van het landschap verhooging van de in die landschappen geheven belasting op
boschproducten van 5% en 10%.

Surat-surat keputusan pemerintah otonom di Onderafdeelingen Paloe, Donggala,
Parigi dan Poso, mengenai kenaikan pajak hasil hutan sebesar 5-10%.

8 Juni 1936 ~20 Oktober 1940

1 omslag

BG8/17/20

Het brengen onder Zelfbestuursgezag van personen gevestigd binnen de grenzen
van door het landschap aan het Land afgestane of ter beschikking van het Land
gestelde stukken grond, voor zoover ze niet uit anderen hoofde tot de land
onderhoorigen behooren.

Pengaturan kewenangan otonomi bagi individu yang tinggal di dalam batas tanah
yang telah diserahkan kepada lansekap oleh daerah pemerintahan setempat atau
yang telah diserahkan kepada negara, sepanjang jika mereka berada di bawah
yurisdiksi lain.

2 Juli ~18 November 1931
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548.

549.

550.

551.

552.

1 omslag

BG17/4/20
De wegverkeerswetgeving in zelfbesturend gebied.
Peraturan lalu lintas di daerah otonom.
13 Maret ~31 Juli 1933

1 omslag

BG19/2/10
Indiening memories van overgave.
Penyerahan Serah Terima Jabatan.
28 Februari “4 Mei 1938

1 omslag

BG19/1/24
Onderwijs in onderafdeeling Manggarai.
Pendidikan di Onderafdeling Manggarai.
30 Januari 1928 21 Februari 1929
1 omslag

Licht beschadigd

BG19/9/6

Verzoek om alsnog toezending der memories van overgave der controleurs Horst en
Lagerwey.

Permohonan pengiriman kembali berita serah terima jabatan dari Kontrolir Horst
dan Lagerwey.

1 Juni -7 Desember 1928
1 omslag

Licht beschadigd

BG19/5/23

Betreffende onderwijs in de onderafdeeling Manggarai.
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553.

554,

555.

556.

Berkas terkait pendidikan di Ondeafdeling Manggarai.
26 Oktober 1929 ~23 November 1932
1 omslag

Licht beschadigd

Bg31/2/21
Bestuurconferentie 1929.
Konferensi pemerintah 1929.
25 September 1891 ~12 Desember 1928

1 omslag

BG23/2/7

Het Kosthuis van de Roomsch-Katolieke Inlandsche meisjesschool te Larantoeka
(afdeeling Flores der residentie Timor en Onderhoorigheden voor het jaar 1924 toe
te kennen een te gemoet-koming in de kosten van levensonderhoud van de leerlingen
ten bedrage van f 2250.

Berkas pemberian biaya asrama sekolah putri pribumi Roomsch-Katolieke di
Larantoeka (Afdeeling Flores, Residentie Timor en Onderhoorigheden untuk tahun
1924) serta tunjangan biaya hidup murid-muridnya sebesar 2.250 gulden.

19 Februari -8 April 1924

1 omslag

BG25/3/23

Betreffende de werking van Moekim-raden in de onderafdeelingen Koetaradja en
Oloe Lheu.

Berkas terkait pekerjaan Moekim-raden di Onderafdeelingen Koetaradja dan Oloe
Lheu.

21 September “6 Desember 1927
1 omslag

Licht beschadigd

BG28/5/12

Verrekening nadeelig saldo op de exploitatie van de kleine radiostations in de
Buitengewesten. (Landszendbrief van 15 juli 1924 no. 2188).
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557.

558.

559.

560.

Penyesuaian saldo negatif pada eksploitasi stasiun radio kecil di Buitengewesten.
(Surat resmi pemerintah tanggal 15 Juli 1924 No. 2188).

26 Januari 1923 21 Agustus 1924

1 omslag

BG30/6/15
Aanbieding van Landschapsverordeningen Residentie Manado.
Penawaran Peraturan Daerah Lansekap Residentie Manado.
4 April 1932 -5 Desember 1938

1 omslag

BG30/4/18
Regeling van de eedsaflegging voor Zelfbestuursrechters en Rechtbanken.
Peraturan pengucapan sumpah untuk Hakim Otonom dan Pengadilan.

13 Juni 1933 "19 Mei 1934

1 omslag

BG31/1/23

Departementale bestuurs conferentie 1930: Afschaffing der heerendiensten in de
Buitengwesten.

Konferensi Pemerintahan 1930: Penghapusan kerja paksa di Buitengwesten.
25 Oktober 1929
1 band

BG32/5/5

Besluit van De Hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst van Scheepvaart over het
personeel van de werkplaats der gewestelijke vaartuigen te Bengkalis en andere
plaatsen.

Surat Keputusan Kepala Inspektur, Kepala Dinas Pelayaran, mengenai pegawai
pelayaran daerah Bengkalis dan daerah lain.

2 Januari ~22 November 1934

1 omslag
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561.

562.

563.

564.

565.

BG34/2/23

Klachten van den beheerder van Bintan Estate, resident van Riouw en
onderhoorigheden te Tandjong Pinang.

Keluhan dari pemilik Bintan Estate, Residentie Riouw en Onderhoorigheden di
Tandjong Pinang.

8 Maret 1932 “11 Juni 1934
1 omslag

krant

BG34/1/24

Klachten van de ingezetenen van Talang Padang, res. Lampongsche Districten
tegen het optreden van den Demang en Ass. Demang aldaar.

Keluhan penduduk Talang Padang, Residentie Lampongsche Districten yang
menentang penggantian Demang dan Asisten Demang di sana.

22 Februari 1932 ~24 Februari 1934

1 omslag

BG40/7/24
Aanbieding extract Daghboek Gezaghebber Hollandia.
Penawaran ekstrak Catatan Harian Pejabat Hollandia.
9 Januari -3 Juli 1936

1 omslag

BG40/4/20
Voedselschaarste in Indrapoera.
Kekurangan pangan di Indrapoera.
19 April 1927 ~22 Juli 1936
1 omslag

Licht beschadigd

BG40/19/8

De staatsrechtelijke positie van de Roomsch Katholieke kerk in Nederlandsch Indie
Concordaat en Indische staatsregeling.
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566.

567.

568.

569.

Posisi konstitusional Gereja Katolik Roma dalam Konkordat Hindia Belanda dan
peraturan negara Hindia.

2 Desember 1930 11 November 1931

1 omslag

BG40/9/16

Koloniaal verslagen onder andere van Atjeh en Onderhoorigheden, Timor en
Onderhoorigheden en Sumatra's Westkust.

Laporan tahunan koloni, termasuk Atjeh en Onderhoorigheden, Timor en
Onderhoorigheden, dan Sumatra’'s Westkust.

31 Maret 1923 26 Agustus 1924

1 omslag

BGx3/2/3
Voorgestelde wijzigingen in de ontwerp-"Balische negara-instellingsordonnantie™.
Usulan perubahan dalam rancangan "Peraturan Institusi Negara-Bali".
28 Juni 1930 “9 November 1932
1 omslag
Licht beschadigd

met 2 boeken

BGx3/2/6
Doorvoering bestuurshervorming. Organisatie van het leger in de Buitengewesten.
Pelaksanaan reformasi pemerintahan. Organisasi militer di daerah istimewa.

15 Desember 1931 -4 Oktober 1932

1 omslag

BGx10/1/22
Herziening salarissen landschaps ambtenaren.
Perbaikan gaji pegawai daerah.
17 Agustus 1937 ~28 Juli 1938

1 omslag
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570.

o571,

572.

573.

BGx13/2/2
Tewerkstelling communistische veroordeelden in Nieuw Guinea.
Pekerjaan narapidana komunis di Nieuw Guinea.
12 Juli 1928 18 November 1929

1 omslag

BGx40/2/14
Verdere bezuiniging op het Binnenlandsch Bestuur.
Pengurangan lanjutan di Departemen Binnenlandsch Bestuur.
22 Februari ~12 Maret 1936

1 omslag

BGx40/3/16
Vervanging van het leger door de veldpolitie in Celebes.
Penggantian Tentara oleh Polisi Lapangan di Sulawesi.
25 Juni 1930 -9 Oktober 1931
1 omslag

met een boek

BGx40/2/6
Oprichting N.I. Vereeniging voor den Handel in gommen.
Pendirian N.l. Asosiasi Perdagangan penghapus.
11 Desember 1928 -5 Maret 1932

1 omslag
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2.13.

o574,

2.14.

S575.

576.

Afdeeling BR (no. 574)

Afdeeling BR merupakan bagian di Departement van Binnenlandsch Bestuur yang
menangani urusan anggaran. Afdeeling BR menggunakan Sistem Agenda Kaulbach.
Terdiri dari 1 nomor arsip dan dalam kondisi baik.

BR7C/3/9

Opgaven van personen, werkzaam krachtens een kort verband of
arbeidsovereenkomst in dienst van het land of van semi-officieele instellingen.

Pengumuman pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak kerja singkat atau
perjanjian kerja untuk pemerintah atau serikat semi-resmi.

6 Juni 1935 - 24 November 1941
1 omslag

Licht beschadigd

Afdeeling BZ (no. 575-694)

Afdeeling BZ (Binnenlandsche Zaken) merupakan bagian di Departement van
Binnenlandsch Bestuur yang mengurusi urusan mengenai negara-negara bagian
pada negara federal bentukan Pemerintah Kolonial. Afdeeling BZ menggunakan
Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 120 nomor arsip dan sebagian besar arsip

e, ”

dalam kondisi baik. Terdapat 26 nomor arsip Afdeeling BZ dengan kode “x” yang
bermakna rahasia.

BZ1/3/42
Voorziening in het bestuur over het landschap Tidore.
Persiapan dalam pemerintahan lansekap Tidore.
4 Maret 1921 27 Juni 1947
1 omslag

Licht beschadigd

BZ1/4/13

Bestuurvoorziening landschap Tajan (Westerafdeeling van Borneo). 13 Juni 1929-
23 December 1946.

Penyediaan peraturan pemerintahan di Lansekap Tajan (Westerafdeeling van
Borneo).

13 Juni 1929 - 23 Desember 1946
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o7,

578.

579.

580.

581.

1 omslag

Licht beschadigd

BZ1/2/49
Verzoekschrift Sultan Ternate en Sultan van Deli.
Permohonan Sultan Ternate dan Sultan Deli.
2 Januari 1936 “8 Mei 1947

1 omslag

BZ2/2/41
Uitoefening functies organen van provincies, stadsgemeenten en regentschappen.
Pelaksanaan fungsi-fungsi badan provinsi, kotapraja, dan kabupaten.

29 November 1946 ~24 Desember 1947

1 omslag

BZ4/1/20
Terbeschikkingstelling personeel aan de Staat Soematera Timoer.
Penugasan personil ke Negara Bagian Soematera Timoer.
16 Februari 12 Maret 1948
1 omslag

Licht beschadigd

BZ5/2/40

Petikan dari daftar beslit-beslit dari Badan Pemerintah Dewan Kalimantan
Tenggara, Penunjukkan Haji Sjachdan sebagai Pemimpin umum Djawatan
Penerangan Daerah Kalimantan Tenggara.

Petikan dari daftar beslit-beslit dari Badan Pemerintah Dewan Kalimantan
Tenggara, Penunjukkan Haji Sjachdan sebagai Pemimpin umum Djawatan
Penerangan Daerah Kalimantan Tenggara.

24 Agustus 1948 ~28 Desember 1949

1 omslag

BZ6/50/11
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582.

583.

584.

585.

Eigendomsaanvraag van Tjia Soen Tiam betreffende een drietal stukken grond
gelegen in de wijk Kebonsirih (Weltevreden).

Permintaan kepemilikan lahan dari Tjia Soen Tiam terkait tiga bidang tanah yang
terletak di daerah Kebonsirih (Weltevreden).

2 Agustus 1934 ~21 September 1949

1 omslag

BZ7/4/8

Richtlijnen voor de indienststelling van personeel met oog op den herepbouw van
Nederlandsch Indie, behoort tot P.M. Felix.

Pedoman perekrutan personil untuk pembangunan kembali Hindia Belanda, milik
P.M. Felix.

30 Agustus 1946 15 September 1949

1 omslag

BZ28/2/50

Verzoekschrift van Andi Alwi houndende verzoek om aanstelling van Radja Moeda
tot Zelfbestuurder van Pasir, Oost Borneo.

Permohonan Andi Alwi yang memohon pengangkatan Radja Moeda sebagai
Pemerintah Pasir, Oost Borneo.

18 Oktober 1916 “24 Mei 1948

1 omslag

BZ8/6/39
Voorziening bestuur landschap wadjewa (Residentie Timor Archipel).

Penyediaan tata kelola pemerintahan di wilayah wadjewa (Residentie Timor
Archipel).

23 Agustus 1911 ~24 Desember 1949

1 omslag

BZ8/4/26

Afschrift verordening van de wnd. Territoriaal Commandant van de Westerafdeling
van Borneo ddo. 7 November 1936-31 December 1945.
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586.

587.

588.

5809.

Salinan peraturan dari Pejabat Sementara Komandan Wilayah Bagian Barat Borneo
tanggal 7 November 1946-31 Desember 1945. .

7 November 1936 ~31 Desember 1945

1 omslag

BZ8/1/32
Regeling van het Zelfbestuur op Roti.
Peraturan pemerintahan otonom di Roti.
26 November 1945 -2 Oktober 1946

1 omslag

BZ8/3/33
Regeeringsbesluit van 8 November 1949 (Stbl. No. 671).
Keputusan Pemerintah tanggal 8 November 1949 (Lembaran Negara No. 671).
9 Agustus 1946 ~4 Juli 1949

1 omslag

BZ8/5/4

Ontslag en benoeming vicekoning landschap Todjo, onderafdeling Poso, Midden
Celebes.

Pengunduran diri dan pengangkatan wakil raja lansekap Todjo, Onderafdeling Poso,
Midden Celebes.

29 Maret 1947 — 28 Juni 1950
6 stukken

met Indonesische taal

BZ9/2/25
Kolonisatie Nieuw-Guinea.
Kolonisasi Nieuw-Guinea.
10 Januari 2 April 1947

1 omslag
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590.

591.

592.

593.

594,

BZ11/1/8
Status daerah Padang dan sekitarnja.
18 November 1947 ~ 15 Januari 1950

1 omslag

BZ11/1/5
Bevoegdheidsregeling Soematera Timur en Pasoendan.
Peraturan tambahan Soematera Timur dan Pasoendan.
24 Januari ~7 Juni 1948
1 omslag

met indonesisch

BZ11/1/5
Bevoegdheidsregeling Soematera Timur.
Pengalihan wewenang Soematera Timur.
24 Januari -5 Februari 1948
1 omslag

Erg beschadigd

BZ11/1/5
Bevoegdheidsregeling Soematera Timoer.
Penambahan aturan di Soematera Timoer.
24 Januari 1948

1 omslag

Bz11/1/1
Reisrekening |. Goesti Bagoes Oka, Parlementslid Oost-Indonesie.
Catatan perjalanan 1. Goesti Bagoes Oka, anggota parlemen Oost-Indonesie.
22 September ~13 Oktober 1947
7 stukken
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595.

596.

597.

598.

599.

BZ12/2/1

Het besluit van de Landschapsraad van Poeloe Laoet en Pegatan, resident Zuid
Borneo.

Keputusan Dewan Daerah Poeloe Laoet dan Pegatan, Residentie Zuid Borneo.
30 Desember 1946 - 31 Maret 1949

1 omslag

BZ12/7/22

Perbaikan petoendjoek-petoendjoek tentang pemerintahan Dewan Kalimantan
Tenggara.

17 Januari - 10 Desember 1948
1 omslag
Erg beschadigd

met indonesisch

BZ12/10/20

Repatriering van veertig Indonesische moekimersen distributie van ihramkleding
voor bedevaartgangers.

Pemulangan 40 orang mukimin Indonesia dan pembagian pakaian ihram untuk
jemaah haji.

12 September 1946 -1 Desember 1947
1 omslag

met indonesisch

BZ13/7/2
Stichting van een voorzieningsfonds voor Raadsdienaren.
Pembentukan dana fasilitas untuk Anggota Dewan.
13 Maret ~31 Oktober 1947

1 omslag

BZ13/1/17
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600.

601.

602.

603.

Verzoek tot uitbetaling van de zogenaamde jaarlicksche schadeloosstellingen aan
de zelfbesturen in verband met overgenomen rechten en andere uitkeuringen.

Permohonan pembayaran ganti rugi tahunan yang disebutkan kepada pemerintah
otonom terkait hak yang diambil alih dan pembayaran lainnya.

1 April 1940 - 15 November 1946

1 omslag

BZ13/4/1
Begrooting Stadsgemeente Makassar over het jaar 1947.
Anggaran belanja kota Makassar tahun 1947.
12 Juli 1946 ~15 Juli 1947

1 omslag

BZ13/5/29

De verhoging van de landsbijdrage 1947 ten behoeve van de armlastige
landschapskassen in de afdeling Bali van de residentie Bali en Lombok.

Kenaikan iuran tanah tahun 1947 untuk kebutuhan lansekap miskin di Afdeling Bali,
Residentie Bali en Lombok.

27 September 1947 ~11 Desember 1948

1 omslag

BZ14/1/5
Recente staatkundige ontwikkelingen in de Philippijnen.
Perkembangan politik terkini di Filipina.
31 Desember 1946 -3 Maret 1947
9 stukken

BZ16/9/14

Betrekking tot de uitbreiding van de samenstelling van de Banka-delegatie voor de
Federaal Conferentie te Bandoeng.

Berkaitan dengan perluasan susunan delegasi Banka untuk Konferensi Federal di
Bandoeng.

10 Desember ~16 Desember 1948
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604.

605.

606.

607.

1 omslag

BZ16/11/23

Pengumuman sekretariat parlemen (jang belum dikoreksi) pada sidang tahun biasa
ke-1l Tahun 1949 tentang pengumuman surat-surat yang masuk dan anggaran
belanja 1949 bagian IV (Kementerian Dalam Negeri).

7 November ~12 November 1949

1 omslag

BZ16/10/22

Pembitjaraan Anggaran Belandja 1949 Bagian V Kementerian Pengadjaran dan
Agama 15-17 October 1949. Islam Conferentie te Bandoeng van 26-29 November
1947, en Taakoverdracht Voerlichting, Justitie en Verkeer en Waterstaat Oost-
Indonesie 16 Juli 1947.

Pembitjaraan Anggaran Belandja 1949 Bagian V Kementerian Pengadjaran dan
Agama 15-17 Oktober 1949,Konferensi Islam di Bandoeng tanggal 26-29
November 1947, dan Penyerahan Tugas Penerangan, Kehakiman dan Perhubungan
serta Pekerjaan Tata Air Oost Indonesie 16 Juli 1947.

16 Juli 1947 ~17 Oktober 1949

1 omslag

BZ16/6/32

Geleidelijst van per post verzonden stukken aan De Secretaries van Staat, hoofd van
het Departement van Binnenlandsche Zaken, Rijswijk No. 7 te Batavia Centrum van
Federale Conferentie Bandoeng.

Daftar dokumen yang dikirimkan via pos kepada Sekretaris Negara, Kepala
Departemen Binnenlandsche Zaken, di Rijswijk No. 7 di Batavia Centrum dari
Konferensi Federal Bandoeng.

3 November 1948 -22 Juni 1949

1 omslag

BZ16/1/13

Mededeling No. 1 van het Secretariaat van ht Voorlopige Parlement van de Negara
Pasoendan. Toelichting van het ontwerp reglement van Orde van het Parlement
Pasoendan.
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608.

609.

610.

611.

612.

Pengumuman No. 1 dari Sekretariat Parlemen Sementara Negara Pasoendan.
Penjelasan rancangan peraturan Parlemen Pasoendan.

24 April 1948

1 omslag

BZ16/11/30

Berita Badan Perwakilan Sementara.

10 November ~22 November 1949

1 omslag

BZ16/11/44

Risalat djawaban berkenaan dengan Berita Seksi dan Keterangan-keterangan
Pemerintah mengenai mosi bendera (Pengibaran Bendera Merah Putih).

21 Juni 25 November 1949

1 omslag

BZ16/7/47
Islam Congres gehouden te Makassar van 26 September tot en met 1 October 1948.

Kongres Islam yang diselenggarakan di Makassar dari tanggal 26 September hingga
1 Oktober 1948.

26 September -1 Oktober 1948

1 omslagl

BZ16/11/21
Berita Senat Sementara Sidang Kedua Tahun 1949. Rapat ke-4. Hari Rabu.

9 November 1949

1 omslag

BZ16/7/41
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613.

614.

615.

616.

Atjara Minggoe ketiga oentoek sidang tahoenan biasa jang kedoea dari Parlemen
Pasoendan, bertempat di gedoeng Parlemen, Wilhelmina Boulevard No.9, di
Bandoeng.

27 September ~30 September 1948

1 omslag

BZ16/11/7

Perobahan dan tambahan pertama pada anggaran Negara Indonesia Timur untuk
tahun dines 1949.

27 Oktober 31 Oktober 1949
1 omslag
3 buku

BZ16/1/38

Notulen van de zitting van het voorlopig vertegenwoordigend orgaan van de staat
Djawa-Barat, gehouden op 5 maart 1948 in de Wilhelmina-boulevard nr. 9
Bandoeng.

Notula sidang Badan Perwakilan Sementara Daerah Djawa-Barat yang diadakan
tanggal 5 Maret 1948 di Wilhelmina-Boulevard No. 9.

23 Februari ~ 14 Maret 1948

1 omslag

BZ16/4/14

Berita Badan Perwakilan Sementara, Sidang Pertama Tahoen 1948, Rapat 6, Hari
Sabtoe 19 Djojeni 1948: Soerat-soerat jang diterima. Pemandangan oemoem
tentang Bahagian Oemoem dari Rentjana Anggaran 1948 (P2). (In het
Indonesisch).

23 Juni 28 Juni 1948

1 omslag

BZ17/6/11
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617.

618.

6109.

620.

Taakoverdracht Volksgezondheid, Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen, Justitie,
Landbouw, Veeartsenijkundige Dienst, Boswezen, Algemene Economische
Aangelegenheden en Nijverheid.

Pengalihan tugas Kesehatan Masyarakat, Kehakiman, Perkebunan, Seni dan Iimu
Pengetahuan, Pendidikan, Dinas Kesehatan Hewan, Kehutanan, Urusan Ekonomi
dan Industri.

18 September 1948 -5 Februari 1949

1 omslag

BZ17/3/38
Ontwerp "Bevoegdheidsregeling Negara Pasoendan”.
Rancangan "Peraturan Kewenangan Negara Pasoendan".
24 April =7 Juni 1948

1 omslag

BZ17/1/15

Taakoverdracht Binnenlandse Zaken en Uitoefening Politie Sumatera Selatan en
Pasoendan.

Penyerahan Urusan Dalam negeri dan Pelaksanaan kewenangan Polisi di Sumatera
Selatan dan Pasoendan.

7 Oktober 1947 - 21 Januari 1949

1 omslag

BZ17/3/34
Taakoverdracht Agrarische Zaken en Nijverheid Soematera Timoer.
Penyerahan tugas Urusan Pertanian dan Industri di Soematera Timoer.
24 Januari ~3 Juni 1948

1 omslag

BZ17/7/22

Taakoverdracht Binnenlandse Zaken, Agrarische aangelegenheden en oderwijs
Djawa Timur.

Pemindahan tugas dari Depratemen Dalam Negeri, Urusan Pertanian dan
Pendidikan di Djawa Timur.
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621.

622.

623.

624.

625.

27 September 1949

1 omslag

BZ17/3/17

Taakoverdracht boswezen, burgerlijke veeartsenijkundige dienst, landbouw, Alg.
economische aangelegenheden en waterstaat en wederopbouw Soematera Timoer.

Pelimpahan tugas Departemen Kehutanan, Jawatan Kedokteran Hewan, Pertanian,
Urusan Ekonomi Umum dan Sumber Daya Air dan Rekonstruksi Soematera Timoer.

27 April ~15 Mei 1948

1 omslag

BZ17/9/25
Taakoverdracht justitie aan Negara Madura.
Pemindahan keadilan ke Negara Madura.
21 November 1949

1 omslag

BZ17/3/38
Ontwerp-"Bevoegdheidsregeling Pasoendan™.
Rancangan-"Peraturan Yurisdiksi Pasoendan".
7 Juni ~21 Juni 1948

1 omslag

BZ17/4/11
Taakoverdracht uitoefening Politie SoeMatera Timoer.
Pengalihan pelaksanaan tugas Kepolisian SoeMatera Timoer.
11 Juli 1948 - 23 September 1949

1 omslag

BZ17/4/32
Taakoverdracht bereiding gedistilleerd.

Pengalihan tugas pembuatan minuman keras.
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626.

627.

628.

629.

630.

14 Juli 1948 ~25 Mei 1949

1 omslag

BZ17/9/20
Taakoverdracht nijverheid Sumatera Selatan.
Pengalihan tugas industri di SuMatera Selatan.
29 September ~18 November 1949

1 omslag

BZ17/3/38
Ontwerp-"Bevoegdheidsregeling Pasoendan”.
Rancangan-"Peraturan Yurisdiksi Pasoendan".
6 Maret 7 Juni 1948
1 omslag

Licht beschadigd

BZ17/1/26
Status Maatschappij Exploitatie van Plaatselijke Bebrijven.
Status Maatschappij Exploitatie van Plaatselijke Bedrijven.
13 Januari 1931 ~12 Agustus 1946
1 omslag

Licht beschadigd

BZ17/8/43
Bevoegdheidsregeling Soematra Selatan.
Regulasi yurisdiksi Soematra Selatan.
26 Januari - 21 Desember 1948

1 omslag

BZ181/39

Historische ontwikeling van Koepang m.b.t. vierkante paal aldaar.
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631.

632.

633.

634.

Perkembangan sejarah Kota Kupang terkait dengan Tiang Persegi di sana.
26 September 1947 -9 Juli 1948

1 omslag

BZ18/1/44
Besluiten van samenvoeging van dessa'’s te Soerabaja.
Surat Keputusan penggabungan dessa di Soerabaja.
5 April 1941 -17 Agustus 1948
6 stukken
Erg beschadigd

BZ19/2/42
Nopens rechtstand bossen op de Kei en Aroe eilanden.
Berkas mengenai status hukum hutan di Kepulauan Kei dan Aroe.
31 Januari ~20 Desember 1948

1 omslag

BZ19/2/18

Voorstel tot het vaststellen van richtlijnen van het land met betrekking tot het
bosbeheer in de Negara's Indonesia Timur, Pasundan, Sumatera Timur en Sumatera
Selatan.

Usulan penetapan pedoman negara tentang pengelolaan hutan di Negara's Indonesia
Timur, Pasundan, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan.

28 Maret “6 Oktober 1949
1 omslag

met kaarten

BZ19/3/20

Teruggave van een perceel landschapsgrond, groot 1597, 50 M2, aan het zelfbestuur
van Pontianak, ook grondaanvraag.

Pengembalian sebidang tanah lanskap seluas 1.597,50 meter persegi kepada
pemerintah otonom Pontianak, juga permohonan tanah.

17 Oktober 1938 29 November 1949
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635.

636.

637.

638.

1 omslag

met kaarten; met arab-melayu

BZ19/1/15

Behoort bij besluit dato 16 December 1949 No. 296 van de Territorial bestuur
adviseur te Djambi bettrefende het is verboden op de terreinen aangegeven op de
hieraan gehechte met kaarten gronden ingebruik te nemen.

Lampiran keputusan tanggal 16 Desember 1949 No. 296 dari penasihat dewan
teritorial di Djambi tentang larangan menduduki tanah di atas tanah-tanah yang
ditunjukkan dalam peta-peta terlampir.

16 Desember 1949
1 omslag

met blauwe drukken

BZ20/1/40

Verslaag Bevolkings voedings gewessen December 1948 en raming sawah padi
productie in 1948.

Laporan tanaman pangan penduduk Desember 1948 dan produksi padi sawah di
tahun 1948.

4 Maret 1949

1 omslag

BZ20/1/35
Toezending maandverslag en bevolkings voedingsgewassen.
Pengiriman laporan bulanan dan tanaman pangan penduduk.
3 Mei 1948 “16 Maret 1949
1 omslag
Licht beschadigd

met indonesisch

BZ20/2/11
Spelling Indonesische taal.

Pengejaan Bahasa Indonesia.
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639.

640.

641.

642.

643.

BZ20/1/11

Welvaaartsplannen Groot Dajak.

Rencana Kesejahteraan Groot Dajak.

BZ20/1/42

12 24 Juli 1948
1 omslag

Erg beschadigd

513 Februari 1948

1 omslag

Onderwerp nota van de Economische ontwikkeling van Zuid Borneo.

Rancangan Nota Perkembangan Ekonomi Zuid Borneo.

BZ21/3/2

Overdracht ex-omura bedrijf.

Pengalihan perusahaan ex-omura.

BZ21/2/21
Dumprubbergelden.

Uang karet daur ulang.

BZ21/3/23

26 Januari ~2 Februari 1948

1 omslag

20 Februari 1948 -4 Oktober 1949
1 omslag

met kaarten

3 Januari 1948 ~14 Juli 1949

1 omslag

Vergadering ontwerpen in te stellen "Rubber Advies Raad".
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644.

645.

646.

647.

648.

Pertemuan untuk merancang pendirian "Dewan Penasihat Karet".
29 November ~12 Desember 1949

1 omslag

BZ23/7/43
Verslag Stargaard 1925.
Laporan Stargaard 1925.
4 November 1915 ~24 Juni 1949

1 omslag

BZ24/4/49
Restitutie van teveel betaalde vaste lasten aan bedevaartgangers.
Pengembalian dana yang lebih kepada para jemaah.
13 Januari 1948 -5 April 1949

1 omslag

BZ24/1/28
Veraantwoording legatie uitgaven Eremissie Oost-Indonesie.
Pertanggungjawaban biaya legasi Eremisi Oost-Indonesia.
16 Januari 1947 12 Februari 1948

1 omslag

BZ24/4/9
Opmaking van Mekkapassen.
Pembuatan Paspor Mekkah.
13 Maret - 21 April 1948
5 stukken

BZ27/1/23
Het graven van het Tamban-kanaal.

Penggaluan kanal Tamban.
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649.

650.

651.

652.

653.

1 September ~24 Desember 1949

1 omslag

BZ28/1/15

Constructie van het zeevervoersaparaat in en om de Nederlands-Indische
Archipel.

Pembangunan peralatan lalu lintas laut dari dan ke Perairan Hindia Belanda.
10 November 1947 29 Januari 1948
3 Banden

BZ32/2/46
Lijst van verkorte ambtstitels, ook toewijzing motorvoertuig.
Daftar gelar jabatan yang disingkat dan alokasi kendaraan bermotor.
25 Februari 1948 ~26 Oktober 1949
1 omslag

met Pemerintah Negara Jawa Timur

BZ34/4/16

Uitkeering van het aan de Indonesische rechtgemeenschappen op Billiton
toekomende aandeel in de bruto opbrengst der houtretributies over het jaar 1947.

Pembayaran bagi bagian yang seharusnya diberikan kepada komunitas hukum di
Billiton dari pendapatan kotor pajak kayu tahun 1947.

7 Maret 1948 ~6 Juli 1949

1 omslag

BZ37/3/22
Verzoek van Pangeran Aminoellah om verhoging van zijn onderstand.
Permohonan Pangeran Aminoellah atas kenaikan kesejahteraannya.

25 Agustus 1948 ~14 November 1949

1 omslag

BZ40/4/17
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654.

655.

656.

657.

De hogere opleiding Indonesische Bestuursambtenaren.
Pendidikan tinggi para pegawai negeri Bumi Putera.
22 Desember 1947 19 Oktober 1948
1 omslag
Licht beschadigd

met boeken

BZ41/3/23

Afwisseling van Krachtens de toegeling S.0.B genomen maatregelen van het
militaire gezag.

Alih daya kekuatan yang sesuai dengan S.O.B. Tindakan-tindakan yang diambil
oleh penguasa militer.

25 Maret 1946 -3 Agustus 1949

1 omslag

BZ41/10/20

Telegram-brief over souvereiniteit van Indonesie, aangeboden aan de heer De Waal,
met verzoek om over de afdeling te doen circuleren.

Surat telegram mengenai kedaulatan Indonesia, ditujukan pada Tuan De Waal,
dengan catatan untuk diedarkan.

1 Oktober “19 Desember 1949

1 omslag

BZ44/9/11

Pengembalian beaja jang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk
keperluan penjerahan urusan pemerintahan (overdracht bestuurstaak) tahun dinas
1949, juga opheffing dualisme in bestuursvoering.

Pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk
keperluan penyerahan tugas pemerintahan tahun dinas 1949, serta penghapusan
dualisme dalam tata kelola pemerintahan.

21 Juni 1948 ~9 Mei 1950

1 omslag

BZ44/40/3
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658.

659.

660.

661.

Beperking volmacht op financieel gebied.
Pembatasan kuasa dalam bidang keuangan.
29 Oktober 6 Desember 1949

1 omslag

BZ44/8/3
Betaalbaarstellingen eerste halfjaar 1948 t.b.v: Hoofd Distributiedienst Riouw.

Pembayaran tengah tahun pertama 1948 untuk kepentingan Kepala Dinas Distribusi
Riouw.

22 Desember 1947 -3 Juni 1948

1 omslag

BZ44/40/12

Autorisatie verhoging(werk) voorschot aan de Negara Sumatra Selatan ten behoeve
van de kosten voor op zet en eerste inrichting van het staatsaparaat.

utorisasi peningkatan uang muka pekerjaan kepada Negara Sumatra Selatan untuk
biaya pendirian dan pengaturan awal perangkat negara.

15 Maret 1948 20 Desember 1949

1 omslag

BZ44/12/5
Begroting van de Federatie Bangka, Billiton en Riouw voor het 2e halfjaar 1948.
Anggaran Federatie Banka Billiton en Riouw untuk tengah tahun kedua 1948.

7 Desember 1948 ~31 Maret 1949

1 omslag

BZ44/3/29

Vaststelling devinitieve Landsbijdrage voor de Negara Sumatra Selatan t.b.v. van
de kosten voor opzet en eerste inrichting van het Staatsapparaat over 1949.

Penetapan sumbangan Negara devinitif untuk Negara Sumatra Selatan terhadap
biaya pendirian dan pembentukan awal Pemerintahan Negara untuk tahun 1949.

20 Januari — 15 Maret 1950

1 omslag
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662.

663.

664.

665.

666.

met Indonesische taal

BZ44/10/47
De aanvrage crediet voor de Negara Soematera Timoer.
Kredit yang diminta untuk Negara Soematera Timoer.
23 Februari 21 Agustus 1948
1 omslag

Licht beschadigd

BZ44/12/24

De verhoging Landsbijdrage t.h.v. de armlastige landschappen in de residentie
Zuid-Celebes.

Kenaikan subsidi negara untuk daerah miskin di Residentie Zuid-Celebes.
24 Juli 1947 22 September 1948

1 omslag

BZ44/2/20
De nopens splitsing kasbeheer.
Berkas pembagian pengurusan kas.
30 Oktober 1947 -3 Februari 1948

1 omslag

BZ44/2/41

De behandeling door de Departementen van de eerste begrotingen van West-
Borneo, Riouw en Bangka.

Penanganan oleh Departement Anggaran Pertama di West-Borneo, Riouw en
Bangka.

29 Juli 1947 - 19 Februari 1948

1 omslag

BZ47/1/2

De steunverlening aan Indonesische studenten in India en Pakistan.
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667.

668.

669.

670.

Dukungan untuk pelajar Indonesia di India dan Pakistan.
28 Januari -2 Februari 1948

1 omslag

BZ50/3/48

Verzoek van Vrouwe Van Es, weduwe van wijlen den Assistent G. Gerlach, om
terugbetaling van het door wijlen haar echtgenoot betaald bedrag tot delging van
een kastekort.

Permohonan dari Nyonya Van Eo, janda almarhum Assisstent G. Gerlach, untuk
pembayaran jumlah yang dibayarkan oleh almarhum suaminya untuk melunasi
kekurangan kasta.

29 November 1926 28 April 1928

1 omslag

BZ55/2/38
Verzoek van Anak Agoeng Gde Oka om teruggave van een Kris.
Permohonan Anak Agoeng Gde Oka untuk mengembalikan keris.
13 Januari ~19 Februari 1949

1 omslag

BZx2/57/20

Personel zaken lijst van personel zaken van diverse personen, onder andere : H.
Moechlis, H.H.P. Leenart (Controleur 1e klasse), P.A. Emanuel, te palembang, Zuid
Molukken, Salatiga.

Berkas personalia beberapa pegawai, antara lain : H. Moechlis, H.H.P. Leenart
(Kontrolir kelas 1), P.A. Emanuel, di Palembang, Zuid Molukken, Salatiga.

16 September 1947 ~10 Desember 1948

1 omslag

BZx8/6/15
Contract met Sultan Sjarif Kasim te Siak.
Kontrak dengan Sultan Sjarif Kasim di Siak.
18 November ~21 November 1949

1 omslag
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671.

672.

673.

674.

675.

met kaarten

BZx8/5/21

Voorziening in het bestuur over het Landschap Lauli in de onderafdeling West
Sumba.

Penyediaan tata kelola Pemerintahan di Lansekap Lauli di Onderafdeling West
Sumba.

6 Februari 1928 ~4 November 1949

1 omslag

BZx8/5/13

Besluit van de Resident van Timor en Onderhoorigheden van 8 October 1948
No0.325.

Keputusan Residen Timor en Onderhoorigheden tanggal 8 Oktober 1948 No.325.
5 Januari ~1 Desember 1948

1 omslag

BZx8/5/43
Voorziening in het bestuur over het landschap Adonara.
Ketentuan pemerintahan lansekap Adonara.
27 November 1948 ~27 September 1949
1 omslag

met blauwedrukken en met kaarten

BZx8/6/31
Voorstel tot reorganisatie van het landschap Belu.
Usulan untuk menata ulang lanskap Belu.
31 Maret 1916 -9 Desember 1949
1 omslag

met kaart

BZx8/6/22
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676.

677.

678.

679.

Zelfbestuurende landschappen Sumatera Timur.
Daerah otonom di Sumatera Timur.
13 November 1948 ~21 Desember 1949

1 omslag

BZx8/3/30
Ontwerp-overeenkomst Zelfbesturen Oost-Indonesie.
Penyusunan perjanjian Pemerintah Otonom di Oost-Indonesie.
12 Mei 1948 “4 Juli 1949

1 omslag

BZx8/2/3
Persoonlijke toelage van de Zelfbestuurder van Karangasem.
Tunjangan pribadi Gubernur Daerah Otonom Karangasem.
9 Juni 1948 -5 Maret 1949

1 omslag

BZx10/1/6
Accountants-rapport boekjaren 1940 en 1941 N.V. "Noenoekan".
Laporan auditor tahun buku 1940 dan 1941 N.V. "Noenoekan".
11 Maret ~2 April 1947
3 stukken

BZx10/2/44

Erkenning Djawa Timur, de resolutie van de Djawa Timur Conferentie te
Bondowoso, gedagtekend 23 November 1948, waarin 0.m. de wens tot uitdrukking
wordt gebracht zo spoeding mogelijk te geraken tot een staatkundige eenheid
"Djawa Timoer" met de status van Negara.

Pengakuan Djawa Timur, resolusi Konferensi Djawa Timur di Bondowoso, tanggal
23 November 1948, di mana antara lain menyatakan keinginan untuk segera
mencapai kesatuan politik "Djawa Timur" dengan status Negara.

25 "26 November 1948
8 stukken
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680.

681.

682.

683.

684.

BZx10/2/17

P.R.1.S. Semarang, ook eerkenning recomba-gebied midden-java als staat-kundige
eenheid.

P.R.I.S. Semarang, juga menghormati daerah rekomba Midden-Java sebagai unit
milik negara.

30 September 1948 ~30 Mei 1949

1 omslag

BZx8/15/15

Voorstel tot erkenning van een nieuwe zelfbestuurser van het landschap Kanatan, in
de onderafdeeling Oost-Soemba, afdeeling Soemba, Residentie Timor-Timur.

Usulan pengakuan penguasa otonom baru bagi landschap Kanatan, di
Onderafdeeling Oost-Soemba, Afdeeling Soemba, Residentie Timor-Timur.

31 Mei 1905 - 30 April 1934

1 omslag

BZx10/2/44
Erkenning Djawa Timoer.
Pengakuan Djawa Timoer.
23 September 1947 ~25 November 1948
1 omslag

Licht beschadigd

BZx12/4/43
Vorming negara Kalimantan.
Pembentukan Negara Kalimantan.
2 Desember 1947 -5 Juli 1948

1 omslag

BZx17/3/43

Bevoegheden van den Wali Negara van madoera in personele aangelegenheden.
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685.

686.

687.

688.

6809.

Penambahan Wali Negara madoera dalam urusan kepegawaian.
31 Desember 1947 -5 Juni 1948

1 omslag

BZx20/2/45
Economische en politieke verslag van (inclusief Hadji probleem).
Laporan ekonomi dan politik (termasuk masalah Haji).
15 Januari ~13 Desember 1948

1 omslag

BZx38/1/19
Medisch-hygienische aspecten en richtlijnen.
Aspek dan pedoman Higienitas Medis.
27 Desember 1947 - 25 Januari 1949
1 omslag

met kaarten

BZx41/10/39

Kort verslag bestuurlijke overdracht onderafdeling Kuala Tungkal.

Laporan singkat mengenai peralihan administrasi Onderafdeling Kuala Tungkal.
18 Juni ~16 Desember 1949

1 omslag

BZx41/9/42
Marine Terreinen Djawa Timur en Madura.
Wilayah Maritim Djawa Timur dan Madura.
19 Oktober 1948 13 Desember 1949
1 omslag

met kaart

BZx41/2/49
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690.

691.

692.

693.

Opheffing van de staat van oorlog voor de afdeling Makassar en de aangrenzende
onderafdeling Bonthain in de resident Zuid Celebes.

Pencabutan status perang untuk Afdeling Makassar dan Onderafdeling Bonthain
yang berdekatan di Residentie Zuid Celebes.

23 Oktober 1946 28 Juni 1949

1 omslag

BZx41/8/33
Uitoefening Militair Gezag.
Pelaksanaan Perintah Militer.
29 Desember 1948 ~30 November 1949

1 omslag

BZx44/36/29

Voedselnood in het onderdistrict Lebakbarang district Kadjen, regentschap
Pekalongan.

Kekurangan pangan di Onderdistrict Lebakbarang, District Kadjen, Regentschap
Pekalongan.

12 April “21 November 1949

1 omslag

BZx46/2/45
Evacues uit voormalig republikeins gebied.
Pengungsi dari wilayah bekas Republik.
23 Desember 1948 ~30 Juli 1949

1 omslag

BZx55/15/10
Instructie voor viering souveriniteitsoverdracht.
Instruksi merayakan penyerahan kedaulatan.
28 Desember 1948 19 Desember 1949

1 omslag
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694.

2.15.

695.

696.

697.

Bzb6/2/23
Bezoldigings-Comissie Batavia over Kindertoelagen.
Komisi Penggajian Batavia terkait Tunjangan Anak.
23 Maret 1936

1 omslag

Afdeeling C (no. 695-813)

Afdeeling C (Comptabiliteit) merupakan bagian di Departement van Binnenlandsch
Bestuur yang mengurusi urusan transportasi, anggaran dan personalia. Afdeeling C
menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 119 nomor arsip dan sebagian
besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor
arsipnya Terdapat 1 nomor arsip Afdeeling C dengan kode “x” yang bermakna
rahasia.

C1/8/36
Afboeking op O.T.B.'s betreffende massale textiel distributie.
Penghapusan pada O.T.B. mengenai distribusi tekstil massal.
11 Oktober 1948 26 Agustus 1949

1 omslag

C1/1/2
De herplaatsing van den Oost-Indischen Hoofdambtenaar met verlof W. Verbeek.

Penugasan kembali Kepala Pegawai Negeri Hindia Timur yang sedang culti,
W.Verbeek.

5 Maret 1919 -7 Februari 1924

1 omslag

C2/3/6

Voorstel om machtiging to verleenen tot wederopname in 's Lands dienst van P.A.
Beyer gewezen politie opziener der 2de klasse, thans waarnemend commies bij het
Departement van Binnenlandsch Bestuur.

Usulan penetapan pemulihan posisi P.A. Beyer, mantan Pengawas Polisi Kelas
Kedua yang kini menjadi Komis di Departement van Binnenlandsch Bestuur.

4 Desember 1907 -3 Maret 1927
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698.

699.

700.

701.

702.

1 omslag

C2/11/18

Verzoek van Mejuffrouw A.N.F.F. van Davelaar, maandgeldster by dit
Departement, tevoren commies-redacteur by het Departement van Justitie, om
aanstelling in den rang van administratief ambtenaar (zendbrief van 28 November
1926 No. 32030).

Permohonan Nona A.N.F.F. van Davelaar, pegawai kontrak Departemen,
sebelumnya redaktur komis di Departemen Kehakiman, untuk diangkat menjadi
pegawai administrasi (surat tanggal 28 November 1926 No. 32030).

23 September 1925 23 Juli 1928

1 omslag

C2/13/1
Ter beschikking van F.H. Strootmann.
Perjanjian F.H. Strootmann.
21 April 1926 ~15 Agustus 1928

1 omslag

C3/3/14
Mutatie Europeesch Bestuur.
Mutasi Pemerintahan Eropa.
31 Mei 1941 - 29 April 1949
1 omslag

Licht beschadigd

C3/6/26
De rehabilitatie-Uitkering.
Pembayaran rehabilitasi.
13 September 1947 23 Maret 1948

1 omslag

C4/1/50
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703.

704.

705.

706.

Invordering auto-kosten.
Pengambilan kembali biaya kendaraan.
4 September 1947 -6 Februari 1948

1 omslag

C4/9/34
Grondhuur overeenkomst t/n van de Cheribonse Golfclub.
Perjanjian sewa tanah atas Cheribonse Golfclub.
8 Februari 1933 ~20 September 1948
1 omslag

met kaarten en blauwedrukken

C5/42/4

Verzoek van C.H. Douwes Dekker, Assistent Resident bij den algemeenen bestuur
dienst in het gouvernement Middle-Java om ontslag uit ‘slands dienst met ingang
van 3 Januari 1929.

Permohonan C.H. Douwes Dekker, Asisten Residen pada Dinas Pemerintahan
Umum Middle-Java untuk diberhentikan dari dinas negara terhitung mulai tanggal
3 Januari 1929.

5 Maret 1925 28 Desember 1928

1 omslag

C5/13/10

Verzoek van O. Schussler ambtenaar buiten werkelijten dienst laatstelijk secretaries
der residentie Banten om hem toe te staan in maart 1925's lands dienst te verladen.

Permohonan dari O. Schussler, pegawai yang sedang tidak aktif, yang terakhir
menjabat sebagai sekretaris Residentie Banten, untuk diberikan izin masuk kembali
ke dinas pemerintah pada bulan Maret 1925.

26 Mei 1911 ~ 26 September 1924

1 omslag

C5/29/7

Definitieve benoeming van den wd. controleur L. Ch. de Kuyper tot Controleur.
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707.

708.

7009.

710.

Penunjukkan definitif L. Ch. de Kuyper, dari Pelaksana Tugas Kontrolir menjadi
Kontrolir.

7 Oktober 1925 ~21 September 1927
1 omslag

Licht beschadigd

C5/22/16

De aanvragen buitenlandsch verlof en overplaatsing van den Controleur bij het
Binnenlandsch Bestuur te Patjitan, B.J. van den Berg.

Permintaan cuti luar negeri dan pemindahan Kontrolir Binnenlandsch Bestuur di
Patjitan, P.J. van den Berg.

10 November 1923 -3 Agustus 1927

1 omslag

C5/10/16
De rezekering diensttijd van den Assistent Resident J.H.Verhoog.
Penetapan masa dinas Asisten Residen, J.H. Verhoog.
1 September 1906 ~14 Agustus 1925

1 omslag

C6/5/15

Overing/Intrithing delegatie van de Heren P. Koorne, H.M de Jonge, J.J.
Vermeulen, enz.

Delegasi atau pengalihan kekuasaan dari Bapak P. Koorne, H.M de Jonge, J.J.
Vermeulen, dll.

17 Januari 11 Desember 1948

1 omslag

C6/54/7
Intrekkings verzoek van buitenlandsch verlof van den Gezaghebber J.Jorna.
Pembatalan permohonan cuti luar negeri atas nama pejabat J.Jorna.

31 Agustus 1919 30 Juni 1928

1 omslag
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711.

712.

713.

714.

C6/46/6

Aanvraag weddeverhooging Assistent-Resident J. Bouwes Bavink, W.E.C. Veen, J.J
Bosch.

Permintaan kenaikan gaji Asisten Residen, J. Bouwes Bavink, W.E.C. Veen, J.J
Bosch.

7 Oktober 1926 -3 Juni 1927
1 omslag

Licht beschadigd

C6/10/1

Openbaar gehoor op de hoofdplaatsen van geweesten en afdeelingen ter
gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin.

Dengar pendapat terbuka di wilayah utama dan daerah-daerah lain pada peringatan
ulang tahun Yang Mulia Ratu Belanda.

13 Juli 1926 ~18 September 1937

1 omslag

Licht beschadigd

Lihat juga bundel 11 V30/7/20/1941.

C6/9/5

Nopens de plaatsing van een tweede Assistent-Resident ter beschikking te
Palembang.

Berkas mengenai penempatan asisten residen kedua di Palembang.
15 Maret 1918 ~14 November 1927

1 omslag

C6/93/15

De overplaatsing Dr. E.J.BURGER naar de Oostkust van Sumatra. 1 Februari
1927-19 October 1928.

Pemindahan Dr. E.J. Burger ke Oostkust van Sumatra.
1 Februari 1927 ~19 Oktober 1928

1 omslag
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715.

716.

717.

718.

7109.

C6/13/23

De personeelsvoorziening Westerafdeeling van Borneo. 21 Augustus 1926-7
December 1928.

Penyediaan pegawai di Westerafdeeling van Borneo.
21 Agustus 1926 ~7 Desember 1928
1 omslag

Lihat juga bundel Il AR1/12/19/1938

C7/48/18

Boedel Verekeningen (inclusief Recomba (Regeringscommissaris  voor
Bestuursaangelegenheden), Algemeen Magazijne van Geneesmiddelen, enz) te
Palembang, Medan, Soekaboemi.

Perhitungan berkas waris (termasuk Recomba (Komisaris Pemerintah untuk Urusan
Administrasi), Gudang Umum Bahan-Bahan Medis, dll) di Palembang, Medan,
Soekaboemi.

27 Januari ~16 September 1948

1 omslag

C7/15/26
Verrekening van geleverde dagdiensten (Departement van Binnenlandse Zaken).
Perhitungan masa bakti (Departement van Binnenlandse Zaken).

24 April ~10 Juni 1948

1 omslag

C7/51/4
Nopens bemerking op d/z besluit van 22 Juni 1928 Nos C7/26/10.
Berkas mengenai pengamatan keputusan tanggal 22 Juni 1928 No C7/26/10.
16 Oktober -3 Desember 1928

1 omslag

C7/49/50
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720.

721.

722.

723.

Verhoging/vermindering en autorisatie suppletoir credit voor "Kantoor Kosten™
t.b.v het kantoor A.R. Kota te Batavia.

Perubahan/pengurangan dan pengesahan kredit tambahan untuk "Biaya-biaya
Kantor" atas nama kantor A.R. Kota di Batavia.

3 Juli 1948 ~22 November 1949

1 omslag

C7/18/36
Verrekening telefoonkosten.
Penyelesaian biaya-biaya telepon.
31 Desember 1948 ~11 April 1949
1 omslag
Zwaar beschadigd

met indonesisch

C7/63/14
Verrekening van schulden over 1947 en 1946.
Penyelesaian utang-utang tahun 1947 dan 1946.
31 Desember 1946 ~23 November 1948
1 omslag

Licht beschadigd

C7/13/5
Diensttijdherziening commies Raden Hoesen Widjajakoesoemah.
Peninjauan kembali masa dinas Komis Raden Hoesen Widjajakoesoemabh.
23 September 1925 ~29 Maret 1928

1 omslag

C7/16/12
Verrekening vrachtkosten Niso en correctieboeking.
Penyesuaian biaya pengiriman Niso dan pencatatan koreksi.

8 September 1947 ~18 Maret 1949
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724,

725.

726.

727.

728.

1 omslag

C7/8/17

Aanstelling van den gepensionneerd ambtenaar B. Scholte tot klerk op het assistent
residentie kantoor te Banjoewangi.

Penunjukkan pegawai pensiunan, B. Scholte sebagai petugas di kantor asisten
Residentie Banjoewangi.

27 April 1914 30 Juni 1924

1 omslag

C71/4/22
Kosten autolessen Dr. C. Nagtegaal.
Biaya kursus mengemudi Dr. C. Nagtegaal.
3 November 1948 -2 Februari 1949

1 omslag

C7/50/23
Aanbieding getekende factuur.
Penawaran faktur yang telah ditandatangani.
5 September 1947 -7 Desember 1949

1 omslag

C7/66/17
Vorderingen dienstjaar 1947.
Pencapaian tahun dinas 1947.
28 Desember 1946 -3 Desember 1948

1 omslag

C7/46/16

Weddeverhooging v/d wd. Commies op het A.R. Kantoor te Bodjonegoro, A.J.W.
Gallas.

Kenaikan gaji mantan Komis Kantor Alemene Rekenkamer Bodjonegoro, A.J.W.
Gallas.
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729.

730.

731.

732.

14 Februari ~26 September 1928

1 omslag

C7/13/8

Verrekening van door het leger ten behoeve van de staatspolitie verstrekte
levensmiddelen.

Perhitungan makanan yang disediakan oleh tentara untuk kepolisian negara.
10 November 1948 -1 April 1949

1 omslag

C7/34/21
Huur landsvaartuigen.
Penyewaan kapal negara.
31 Desember 1947 -7 Juli 1948
1 omslag

Licht beschadigd

C7/44/20

Dienstijd van A.J.W. Gallas, Assistent-Residentie-Kantoor te Bodjonegoro,
Soerabaja.

Masa bakti A.J.W. Gallas, Asisten Residen Kantor di Bodjonegoro, Soerabaja.
22 Januari 1920 - 15 September 1928
1 omslag

Licht beschadigd

C7/1/48
Verrekeningen dienstjaar 1948.
Penyelesaian tahun dinas 1948.
6 Oktober 1947 -7 Desember 1948
1 omslag

Licht beschadigd
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733.

734.

735.

736.

737.

C7/59/35
Verrekeningen ten laste van het dienstjaar 1946-1947.
Penyelesaian tagihan yang dibebankan pada tahun anggaran 1946-1947.
5 Desember 1947 -9 November 1948
1 omslag

Licht beschadigd

C7/58/31
Verrekeningen ten laste van Afdeeling 1V dienstjaar 1946/1947.
Pemukiman yang dibebankan pada Divisi IV tahun dinas 1946/1947.
1 Juni 1946 ~28 Oktober 1948

1 omslag

C7/13/36

Autorisatie van de kosten van door het voormulig Departement van Binnenlandse
Zaken geleverde goederen ten behoeve van de voormalige Vertegenweerdiger van
Recomba en Resident van Tjirebon over 1948.

Pengesahan biaya barang-barang yang dipasok oleh Departemen Urusan Dalam
Negeri untuk kepentingan mantan Perwakilan Recomba dan Bupati Tjirebon untuk
tahun 1948.

19 April 1948 ~18 Juli 1950

1 omslag

C7/38/36
Regularisatie.
Regularisasi.
15 Agustus 1946 23 November 1948

1 omslag

C7/47/21

De nadere vaststelling der bezoldiging van den tijd 1sten klerk op het assistent-
residentiekantoor te BLITAR, J. J. B. CROMPVOETS.
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738.

739.

740.

741.

Perincian renumerasi masa dinas Juru Tulis Kelas Pertama di Kantor Asisten
Residen Blitar, J. J. B. Crompvoets.

29 Januari 1924 -1 November 1927

1 omslag

C7/38/15

Het verzoek om goedkeuring uitbetaling tractement over de maand December
1927.

Permohonan peninjauan pembayaran upah selama bulan Desember 1927.
2 Desember 1915 7 Agustus 1928
1 omslag

met krant

C7/51/11

Het verzoek van de 1sten Commies van het Residentie kantor te Rembang, R.W.Bax
geconverteerd verlof.

Permohonan Komis Pertama Kantor Residensi di Rembang, R. W. Bax, atas cutinya
yang dikonversi.

30 Oktober 1925 -20 Oktober 1928

1 omslag

C7/27/16
De wederopname in vasten dienst van F.E.Hagenaar.
Pengembalian posisi dinas pada F.E. Hagenaar.
21 Desember 1921 - 13 Agustus 1926

1 omslag

C7/19/8
Facturen ter regularisatie, en aabieding verhuur nota.
Faktur-faktur untuk peraturan dan nota sewa.
13 September 1947 ~30 Maret 1948
1 omslag

Erg beschadigd
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742.

743.

744,

745.

746.

C7/59/36
Verrekening van schulden over 1947 en facturen ter regulatie.
Penyelesaian utang pada tahun 1947 dan faktur untuk regulasi.
26 Januari 1948 -9 November 1949
1 omslag

Licht beschadigd

C8/16/18

Voldoening van door Z.E. Soekawatie aan het Departement van B.Z. nog
verschuldigde bedrag groot 298, 48.

Pemenuhan pembayaran sebesar 298, 28gulden dari Z.E. Soekawatie kepada
Departemen Binnenlandsch Zaken yang belum terbayar.

29 Maret 1947 ~15 November 1948

1 omslag

C8/22/12

Terugaanbieding facturen v/d N.V. W.A. Hoeks's Machine en Zuurstoffabriek te
Batavia en Toezending v/d hr Abdul Malik afgegaeven bon groot f2000.

Pengembalian faktur-faktur dari N.V. W.A. Hoeks's Machine en Zuurstoffabriek di
Batavia, dan pengiriman bon yang telah diserahkan oleh Tuan Abdul Malik sebesar
2.000 gulden.

3 Januari -3 November 1948

1 omslag

C8/52/19
Vervulling secretariaat Manado.
Pemenuhan sekretariat Manado.
6 Oktober 1927 23 Oktober 1928

1 omslag

C8/2/13

Weddeherziening van den wd. Commies M. Mollenaar.
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747.

748.

749.

750.

Perubahan gaji dari mantan Komis, M. Mollenaar.
26 Maret 1925 7 Januari 1928
1 omslag

Lihat juga uitbundel ab4/3/14-1928

C8/18/25

Aanstelling van een 1e klerk op het plaatselijk kantoor in de tijdelijke onderafdeeling
Boven-Digoel.

Penetapan juru tulis pertama di Kantor Daerah Onderafdeeling Boven-Digoel.
2 Maret 1926 ~26 Maret 1927

1 omslag

C8/74/4
De herkeuring v/d hoofdc. op het gew. kantoor te Makassar H. Broers. (Bijbl.1962).

Pemeriksaan ulang Kepala Kontrolir kantor di Makassar, H. Broers. (Lampiran
Lembaran Negara 10962).

14 November 1925 ~30 Desember 1927
1 omslag

Lihat juga bundel I C15/2/24/1926; bundel 111 CD0/15/10/1935; bundel 1V
CD8/32/11/1938

CD8/47/25

De diensttijd van den 1sten klerk op het gewestelijk kantoor te Sibolga, Mohamad
Ali gelar Soetan Marah Hakim.

Masa bakti juru tulis kelas pertama di kantor pemerintah Sibolga, Mohamad Ali
gelar Soetan Marah Hakim.

29 November 1926 -3 Desember 1929

1 omslag

C9/17/15
Aanstelling van een Gecommiteerde voor Indische zaken in Vaderland.
Penunjukkan Komisaris urusan Hindia di Belanda.

31 Juli 1908 -1 November 1926
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751.

752.

753.

754,

755.

1 omslag

C9/31/6
Pensioen H.J. van Brink.
Pensiun H.J. van Brink.
26 Februari 1914 ~31 Desember 1928

1 omslag

C10/10/15

Geneeskundige keuring van J. Simon, hoofdcommies op het residentiekantoor te
Bandjermasin (resident Zuider en Oosterafdeeling Borneo).

Pemeriksaan kesehatan untuk J. Simon, kepala pegawai di kantor Residentie di
Bandjermasin (Residentie Zuider en Oosterafdeeling Borneo).

16 Januari - 26 Februari 1927

1 omslag

C12/21/25

Ontheffing van P.P.D. Anschutz 1ste luitenant der militaire administratie pro
memorie ver de hem op gedragen waarneming der tijdelijke betrekking van
gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur.

Pemberhentian P.P.D. Anschutz, Letnan Pertama Administrasi Militer untuk
mengawasi pejabat sementara di Binnenlandsch Bestuur.

25 Februari 1911 - 26 November 1924

1 omslag

C12/2/17
Aanvullende studie van bestuurs ambtenaren.
Studi tambahan tentang pejabat administrasi.
5 Desember 1923 -2 Oktober 1939

1 omslag

CD70/11/4
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756.

757.

758.

759.

Verzoek van Mas Abdul Karim om spoedige beschikking op zijn verzoek om den titel
"raden” te mogen voeren.

Permohonan dari Mas Abdul Karim untuk mendapatkan keputusan segera mengenai
permintaannya untuk menggunakan gelar "Raden".

4 Agustus 1903 -5 November 1929

1 omslag

C12/8/25

Betreffende den gewesen Commies op het Assistent-Residentiekantoor te
Probolinggo Ch. H. Severien.

Berkas mengenai mantan Komis di Kantor Asisten Residensi Probolinggo, Ch. H.
Severien.

5 Agustus 1920 - 24 Februari 1927
1 omslag

Licht beschadigd

C12/4/19
De sollicitatie van den gewijzen controlleur H. B. F De Vries bij de belastingdienst.
Lamaran dinas pajak Kontrolir yang ditunjuk, H.B.F. de Vries.

27 Juli 1915 ~10 Maret 1924

1 omslag

C13/18/6
Indienstelling van een hoofdcommies op het residentiekantoor te Soerabaja.
Pengangkatan seorang kepala pegawai tinggi di kantor Residentie Soerabaja.
24 Februari 1920 -3 November 1924
1 omslag

Licht beschadigd

C13/5/6

De toekenning tractementsverhooging aan Assistent-Resident van Koelon-Progo W.
H. Ockers.

Pemberian kenaikan gaji kepada Asisten Residen Koelon-Progo, W.H. Ockers.
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760.

761.

762.

763.

764.

27 Januari 1926 ~17 Januari 1927

1 omslag

C13/23/7
De berekening diensttyd van den Controleur W. Gyzen.
Perhitungan masa dinas Kontrolir W. Gyzen.
26 Maret 1919 ~2 Mei 1927

1 omslag

C13/16/21

De verlofsverlenging van G W Heimdersma en | B Vogler in verband met de hun
opgedragen studie.

Perpanjangan cuti G.W. Heimdersma dan 1.B. Vogler terkait penugasan
pendidikannya.

11 Desember 1923 ~2 September 1924

1 omslag

C13/10/19

De toekening tweede periodieke traktementsverhooging aan een drietal ambtenaar
voor Chineesche Zaken.

Pemberian kenaikan gaji berkala kepada tiga orang pegawai negeri di bagian Urusan
Orang Cina.

7 Desember 1917 ~16 April 1927

1 omslag

C13/57/5

De weddeverhooging van den heer W. A. C. llgen, Assistent-Resident van Berbek te
Ngandjoek.

Kenaikan gaji Tuan W. A. C. llgen, Asisten Residen Berbek di Ngandjoek.
11 Februari 1908 ~2 September 1927

1 omslag

C13/14/11
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765.

766.

767.

768.

Het voorstel tot het doen van een geldelijke uitkeering van de weduwe van lijken den
heer N. F. J. Hoeffgen, controleur bij het Binnenlandsch Bestuur.

Usulan pembayaran tunjangan kepada janda Almarhum Tuan N. F. J. Hoeffgen,
Kontrolir Binnenlandsch Bestuur.

29 September 1921 ~26 Februari 1927

1 omslag

C13/16/12

Het betreffende tractement van den td.wd. klerk op het Assistant-Residentie kantoor
te Kediri.

Gaji terkait mantan juru tulis di kantor Asisten Residen di Kediri.
1 Juli - 17 Desember 1926

1 omslag

C14/3/4

Betreffende de door de maandgelder bij de registratie en distributie dienst te
Balikpapan, Bahroen gepleegde verduistering.

Berkas mengenai penggelapan biaya oleh pegawai kontrak bernama Bahroen di
Dinas Registrasi dan Distribusi.

17 Desember 1948 ~27 Mei 1949

1 omslag

C14/1/19

Het verzoek van E.A van den Berg, 1ste klerk met den titel van 3den Commies op het
Controleurskantoor te Tandjongpinang (Riouw en Onderhoorigheden) om
kwijtschelding van de door hem ten onrechte genoten onderstand van 1 Januari tot
en met April 1923).

Permohonan E.A van den Berg, Juru Tulis Kelas Pertama dengan jabatan Komis
Ketiga di Kantor Kontrolir Tandjongpinang (Riouw en Onderhoorigheden) untuk
penghapusan kesalahan penerimaan manfaat dari 1 Januari sampai dengan April
1923.

25 Juli 1922 - 11 Februari 1928

1 omslag

C15/3/50
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769.

770.

771,

772.

Aanbieding staat compt. 8A.
Penawaran peraturan negara 8A.
11 Desember 1947 ~10 Juli 1948
1 omslag

Licht beschadigd

C15/117

Lijst van de met de post op 30 December 1948 den Directeur van het Binnenlands
Bestuur te Batavia.

Daftar surat yang dikirimkan dengan pos tanggal 30 Desember 1948 kepada
Direktur Binnenlandsch Bestuur di Batavia.

26 Mei ~30 Desember 1948

1 omslag

C15/1/10

Het voorstel tot verhooginjg van de schrijfloonen voor het verrichten van militaire
aangelegenheden op het assistent-residentskantoor te Soekaboemi.

Usulan kenaikan upah menulis mengenai militer di kantor Asisten Residen
Soekaboemi.

19 Agustus 1914 - 31 Desember 1927

1 omslag

C18/3/14

Conduitestaten van de Hoofdcommies en Commiezen in gewest Pekalongan over
1923.

Penilaian kinerja Kepala Komis dan Komis di daerah Pekalongan tahun 1923.
10 Januari ~17 Juni 1924

1 omslag

C20/14/1
Verzoek van J.H. Artz om uitbetaling van twee maanden salaris.
Permohonan J.H. Artz mengenai pembayaran dua bulan gaji.

28 November 1917 ~30 Agustus 1928
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773.

774.

775.

776.

1 omslag

C20/6/18

Verzoek van A.J. Alimamba gewezen tijdelijk 1ste commies bij den gewestelijken
Raad te Kediri om herplaatsing dan wel toekenning van onderstand -
Landszendbrief van 13 Januari 1928 No. 1125.

Permohonan dari A.J. Alimamba, mantan Komis sementara kelas 1 di Dewan
Daerah Kediri, untuk penempatan kembali atau diberikan bantuan berdasarkan surat
pemerintah tanggal 13 Januari 1928 No. 1125.

17 Desember 1912 - 28 Februari 1928

1 omslag

C21/1/1

De toekenning van een vergoeding aan den secretaris der residentie. 28 Februari
1916-17 Januari 1927.

Pemberian santunan kapada Sekretaris Residentie.
28 Februari 1916 ~17 Januari 1927
1 omslag

met boek

C23/2/25
De Klein-notarisexam door W. D. B. H. Mulder.
Ujian Notaris Muda oleh W. D. B. H. Mulder.
13 Juli 1922 -3 November 1924

1 omslag

C26/11/10

Personnalijk zaken lijst van diverse personeen (Gewestelijk Bestuur) onder andere
D.W. de Haan, H.Weil, enz.

Daftar personalia berbagai orang (Pemerintah Daerah) antara lain D.W. de Haan, H.
Weil, dll.

30 Desember 1936 - 16 Desember 1937

1 omslag
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7.

778.

779.

780.

781.

C26/15/16
Geste van den Regentenbond.
Sikap dari Persatuan Regent/Bupati.
25 April 1932 ~12 Desember 1939

1 omslag

C26/3/15

Samenstelling Commissie voor aanwijzing Candidaat Indische Ambtenaaren en
antelling candidaat Gezaghebber in 1928.

Susunan Komisi Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil di Hindia dan Penghitungan
Calon Letnan Gubernur pada tahun 1928.

18 Oktober 1923 ~21 April 1928

1 omslag

C31/7/16
Geboorteacten van kinderen deelgenoot P.W. Tamaela Wattimena.
Akta lahir anak-anak bawahan P.W. Tamaela Wattimena.
14 September 1921 ~31 Oktober 1924

1 omslag

C31/4/20
De inlichting verzocht inzake M.K.H. van Garling en M.A.Claasee.
Data yang diminta mengenai M.K.H. van Garling dan M.A. Claasee.
27 Januari 1923 ~31 Maret 1927
1 omslag

Licht beschadigd

C31/14/23
De vorige diensttijd van de heer A.H.H.Bocken.
Masa bakti Tuan A.H.H.Bocken.
9 November 1916 ~10 November 1928

1 omslag
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782.

783.

784.

785.

786.

C32/1/4
Personeelsvoorschriften van algemeene strekking.
Peraturan personalia secara umum.
31 Juli -9 September 1925

1 omslag

C32/6/5

Verzoek van H.J. Jansen om ontheffing van de terugbetaling v/h door hem teveel
genoten reis- en verblijfkosten.

Permohonan dari H.J. Jansen untuk dibebaskan dari pengembalian biaya perjalanan
dan akomodasi yang telah ia terima.

10 Desember 1919 - 23 Juli 1924

1 omslag

C32/17/6

Vergoeding wegens gemis aan postpaarden voor adm. ambtenaren en adspirant-
controleurs.

Kompensasi akibat kekurangan kuda-kuda pos untuk pegawai administrasi dan
calon kontrolir.

12 September 1914 -3 November 1928

1 omslag

C33/4/11
Register van Straffen en beloningen van F.A.Z. Tengbergen.
Daftar hukuman dan gratifikasi F.A.Z. Tengbergen.
7 Januari 1940 -7 Agustus 1941

1 omslag

C34/40/18

Personnalijk zaken lijst van diverse personeen onder andere Soekardi (Blaradja),
Raden Ahmad Wiradikoesoemah (Krawang), enz.
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787.

788.

789.

790.

Daftar urusan personalia beberapa orang antara lain Soekardi (Blaradja), Raden
Ahmad Wiradikoesoemah (Krawang).

26 Januari 1932 - 30 Juli 1938

1 omslag

C34/58/10
Aanstelling Kadarisman tot beamte en overplaastsing beamte O.Z.R: Mardjoeki c.s.

Pengangkatan Kadarisman sebagai pegawai dan pegawai mutasi O.Z.R: Mardjoeki
dkk.

19 Maret -9 Desember 1938

1 omslag

C34/39/3

De eervol ontslag uit 's Lands dienst van de gewezen schrijver le klasse bij den
Assistent Wedana van Bantaroedjeg, Mas Karad alias Martawidjaja.

Pemberhantian dengan hormat dari dinas pemerintahan seorang juru tulis kelas
pertama di Asisten Wedana Bantaroedjeg, Mas Karad alias Martawidjaja.

30 November 1929 -7 September 1940

1 omslag

C34/41/12
De opneming in vasten dienst van tijdelijke landsdienaren.
Penerimaan dalam jabatan dinas sementara.
26 Juli 1927 21 September 1940

1 omslag

C35/4/6

Stamboek van den gewezen Assistant Wedana van Kandanghaoer, N.
Tisnadiwidjaja.

Buku catatan mantan Asisten Wedana Kandanghaoer, N. Tisnadiwidjaja.

24 Februari ~30 Desember 1938

1 omslag
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791.

792.

793.

794,

795.

C35/4/17

Aan den tolk voor de japansche taal S. van Praag uit te keeren schadeloosstelling
voor door hem tengevolge van de op 1 September 1923 in Japan plaats gehad
hebbende aardbeving geleden verliezen.

Pemberian ganti rugi kepada juru bahasa Jepang, S. van Praag, karena kerugian
yang dialaminya akibat gempa bumi yang terjadi di Jepang pada 1 September 1923.

7 Juli 1921 -8 Maret 1924

1 omslag

C35/20/2

Het bezwaarschrift van den gewezen djaksa Anang Ketjil bin Kiai Kesoema Wira
Negara tegen den controleur van Sampit.

Nota keberatan mantan Jaksa Anang Ketjil bin Kiai Kesoema Wira Negara melawan
Kontrolir Sampit.

10 September 1921 -3 Desember 1924

1 omslag

C36/1-13
Regeling van nummer Controleur W.S. Bitter.
Peraturan beberapa Kontrolir W.S. Bitter.
8 Februari 1902 -7 Mei 1928
1 omslag
Licht beschadigd

Besluit dan berkas lain dipisah tapi masih dalam 1 seri

C40/3/9

Verzoek van den bestuursschrijver bij den Assistent Wedana van Wanajasa Oebeh
om tegemoetkoming in de kosten van geneeskundi gebehandeling en verpleging.

Permohonan dari pengurus kepada Asisten Wedana Wanajasa Oebeh untuk
memenuhi biaya pengobatan dan perawatan.

22 November 1938 “6 September 1940

1 omslag

C41/28/2
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796.

797.

798.

799.

Personnalijk zaken lijst van diverse personen onder andere Oerip, Tirtopawiro,
Raden Soejaaamidjaja, enz.

Daftar personalia beberapa orang, antara lain Oerip, Tirtopawiro, Raden
Soejaaamidjaja, dll.

5 November 1927 ~23 Agustus 1940

1 omslag

C41/22/7

Personnalijk zaken lijst van diverse personen onder andere Raden Tirtadjoemena
(Soekaboemi), Raden Abdoelsalam (Tjiandjoer), Mas Wangsadibrata (Indramajoe),
enz.

Daftar personalia berbagai orang antara lain Raden Tirtadjoemena (Soekaboemi),
Raden Abdoelsalam (Tjiandjoer), Mas Wangsadibrata (Indramajoe), dan lain-lain.

19 Desember 1930 - 27 Juli 1940

1 omslag

C41/4/8

Eervol onstslag op verzoek uit 's Lands dienst van den gewezen politie-agent 1e
klasse bij den wedana van Radjamandala, Endjon.

Pemberian pengunduran diri secara terhormat atas permintaan dari pelayanan
pemerintah dari mantan polisi kelas 1 di wedana Radjamandala, Endjon.

19 Oktober 1937 -5 Februari 1938

1 omslag

C41/25/14

Het eervol ontslag uit 's Lands dienst wegens lichamelijke ongeschiktheid van den
gewezen politieagent 2e klasse bij de Algemeene Politie ter hoofdplaats Batavia met
inbegrip van Meester-Cornelis, Saripin.

Pemberhentian dengan hormat dari dinas negara karena ketidakcakapan fisik polisi
agen kelas kedua Polisi Lapangan Batavia, wilayah Meester-Cornelis, Saripin.

3 Februari 1937 13 September 1939

1 omslag

C43/12/20
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800.

801.

802.

Personnalijk zaken lijst van diverse personen onder andere Mas Martadiredja,
Raden Ishak, Mohamad Alais Kasman, enz.

Daftar personalia beberapa orang antara lian Mas Martadiredja, Raden Ishak,
Mohamad Alais Kasman, dll.

30 September 1928 “9 Mei 1940
1 omslag

Zwaar Beschadigd

C43/17/22

Brief van Gouvernements van West Java: Verzoek van Nji Oerpi, weduwe van
Moeheni, in leven gepensionnerd overwegwachter bij de S.S., om toekenning van
onderstand.

Surat milik Gouvernements van West Java: Permohonan pemberian bantuan dari Nji
Oerpi, janda dari Moeheni, pensiunan pejaga perlintasan kereta api S.S.

13 Desember 1939 -9 Juli 1940
1 omslag

Gouv. West-Java

C45/27/22

Verzoek van de Vertegenwoordiging in Indie van de Vereeniging van Ambtenaren
bij het Binnenlandsch Bestuur om een overgangs bepalling in het leven te reepen
met betrekking tot de berekening de persionen van de z.g. schtergebleven groepen
van Landsdienstren.

Permohonan dari Perwakilan Perhimpunan Pegawai Negeri Sipil di Hindia Belanda
untuk membuat ketentuan peralihan mengenai perhitungan pensiun bagi kelompok-
kelompok terbelakang yang disebut sebagai Landsdienstren.

14 Agustus 1926 ~7 Januari 1928

1 omslag

C45/12/4

Formatie commiezen 1ste commiezen hoofdcommiezen in het Gouvernement der
Molukken.

Pembentukan komite-komite utama dan komite pertama di Pemerintah Maluku.
25 Mei 1927 -7 Juni 1928

1 omslag
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803.

804.

805.

806.

807.

C45/10/7

Opdracht aan den Assistent Resident E.H. de Nijs Bik om den Sultan van Koetei bij
zijn reis naar en bezoek aan Europa als raadsman ter zijde te staan.

Perintah kepada asisten residen E.H. de Nijs Bik untuk mendampingi Sultan Koetei
dalam perjalanan dan kunjungan ke Eropa sebagai penasihat.

15 Juni 1927 ~11 Februari 1928

1 omslag

C45/4/5
Benoeming van een Chineeschen hulpleeraar te Leiden.
Penunjukkan bantuan pengajar Tionghoa di Leiden.
1 April 1923 -27 Januari 1927

1 omslag

C45/25/13

Het verlof van den Oostindischen ambtenaar J. Hoolboom, laatstelijk adjunct-
referendaris bij het Departement van Justitie, wegens ziekte nader is verlengd met
zes maanden.

Perpanjangan cuti selama enam bulan dari Hindia Timur karena sakit untuk pegawai
negeri J. Hoolboom, terakhir menjabat sebagai Ajun Referendaris di Departemen
Kehakiman.

18 Desember 1919 -3 Mei 1928

1 omslag

C45/34/21
De bevordering van het klerken en commiezen-personeel.
Promosi juru tulis dan petugas komis.
1 Februari 1925 -2 November 1927

1 omslag

C45/8/3

De tijdelijke maatregel voor verbetering vooruitzichten bij het gezaghebberskorps.
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808.

809.

810.

811.

Peraturan sementara perbaikan rencana-rencana korpas pemangku kepentingan.
24 Juni 1926 ~28 Januari 1928
1 omslag

Lihat juga bundel Il CD.6/62/14; bundel 111 CD.6/17/2

C48/117

Brief van Gouvernement van West-Java: Verzoek van Kasniti om beslissing op zijn
rekest van 16 Februari 1929, houdende klachten tegen Soekarna, desahoofd van
Bodjongkoelon (West-Java).

Surat milik Gouevernement van West-Java: Permohonan dari Kasniti untuk
mendapatkan keputusan mengenai surat permohonannya tanggal 16 Februari 1929,
yang berisi keluhan terhadap Soekarna, kepala desa Bodjongkoelon (West-Java).

10 Mei 1929 -4 Februari 1930

1 omslag

C51/1/9

Brief van Gouvernement van West-Java: Verzoek om toelating tot de Middlebare
Opleiding School Voor Inlandsch Ambtenaren (MOSVIA) en Opleiding School
Voor Inlandsch Ambtenaren (OSVIA) te Magelang en Bandoeng.

Surat milik Gouevernement van West-Java: Permohonan penerimaan ke Sekolah
Pendidikan Menengah untuk Pegawai Pribumi (MOSVIA) dan Sekolah Pendidikan
Pegawai Pribumi (OSVIA) di Magelang dan Bandoeng.

22 Juni 1929 ~20 Mei 1935

1 omslag

C53/9/8

Verzoek van Raden Mohamad, gepensionneerd Hoofdmantri Volkscredietwezen te
Pankah, om toekenning van onderstand gedurende April en Mei 1928.

Permohonan bantuan selama April dan Mei 1928 dari Raden Mohamad, pensiunan
Kepala Mantri Departemen Perkreditan Rakyat di Pankah.

21 Oktober 1925 18 Februari 1929
1 omslag

Licht beschadigd

C54/21/6
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812.

813.

2.16

Brief van Gouvernement van West-Java: Verzoek van Mas Kromoprawiro om het
Gouv. besluit van 12 November 1932 No. 49 waarbij is aangeteekend dat zijn zoon
Soedojo gerechtigd is tot het voeren van den titel "Raden™, ook van toepassing te
verklaren op zijn andere kindere.

Surat milik Gouevernement van West-Java: Permintaan Mas Kromoprawiro agar
Keputusan Gubernur tanggal 12 November 1932 No. 49 yang menyatakan bahwa
putranya, Soedojo, berhak menggunakan gelar "Raden™ juga dinyatakan berlaku
untuk anak-anaknya yang lain.

28 September 1928 ~20 November 1939

1 omslag

C54/20/14

Het verzoek van den schrijver bij de Strafgevangenis te Cheribon, Mochamad
Soepia, om den titel "Raden” te mogen voeren.

Permohonan penulis di Penjara Cheribon, Mochamad Soepia, atas pemberian gelar
Raden.

10 Agustus 1937 “4 November 1939

1 omslag

Cx12/2/19

Plaatsing inlandsche kracht te Kisar (afdeeling zuid timor en eilanden).

Penempatan pasukan Bumi Putera di Kisar (Afdeeling Zuid Timor en Eilanden).
29 Januari 1924 - 20 September 1927

1 omslag

Afdeeling CD (no. 814-947)

Afdeeling CD merupakan bagian di Departement van Binnenlandsch Bestuur yang
mengurusi masalah personalia orang Eropa dan Pribumi.. Afdeeling CD
menggunakan Sistem Agenda Kaulbach. Terdiri dari 134 nomor arsip dan sebagian
besar arsip dalam kondisi baik. Hanya arsip dengan kondisi rusak ringan, rusak
sedang, dan rusak berat yang akan dituliskan sebagai keterangan kondisi di nomor
arsipnya. Terdapat 11 nomor arsip Afdeeling CD dengan kode “x” yang bermakna

rahasia.
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814.

815.

816.

817.

818.

CD1/2/10

Herbenoeming van Dr. J.H. Boeke tot adviseur voor volkscredietwezen en
cooperatie en ontheffin van Dr. G.H. van der Kolff van de waarneming van die
betrekking met  gelijktijdige  herbenoeming van laatstgenoemde tot
Landbouwconsulent le klasse.

Pengangkatan kembali Dr J.H. Boeke sebagai penasihat kredit dan kerja sama rakyat
dan pemecatan Dr G.H. van der Kolff dari jabatan tersebut dan sekaligus
pengangkatan kembali G.H. van der Kolff sebagai Konsultan Pertanian Kelas 1.

28 September 1925 ~18 September 1929

1 omslag

CD2/1/14

Waardeering  eindiploma van den  Gementelijken  Buereucursus in
bureaubetrekkingen.

Penilaian ijazah akhir Gementelijken Buereucursus untuk pekerjaan biro.
2 Oktober 1925 ~30 Januari 1930

1 omslag

CD2/6/13

De bevordering van den hoofdcommies op het kantoor van den Adviseur voor de
Decentralisatie, J.W.Arnold, tot fungeerend kantoorhoofd.

Kenaikan Komis Utama Kantor Penasehat Desentralisasi, J.W. Arnold, sebagai
kepala kantor.

16 Maret ~12 Juni 1929

1 omslag

CD5/1/4
Afvloeiing van bestuurs ambtenaren.
Pemindahan pegawai pemerintah.
29 Desember 1936 ~19 Januari 1937
6 stukken

CD5/2/16

Benoeming van eenige assistent-residenten 1ste klasse op Java en Madoera.
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819.

820.

821.

822.

Penunjukan Asisten Residen Kelas 1 di Java dan Madoera.
11 Januari 1935 ~16 Agustus 1937

1 omslag

CD5/9/8

Te benoemen tot tijdelijk vervangend notaris A. Deeleman en toe te voegen aan den
assistent-Resident en adspirant-controleur bij het Binnenlandsch Bestuur.

Pengangkatan sebagai pengganti sementara Notaris A. Deeleman dan penambahan
Asisten Residen dan Asisten Kontrolir di Binnenlandsch Bestuur.

27 Desember 1939 ~16 Agustus 1940
1 omslag

Licht beschadigd

CD5/1/11
Herziening verlofbezoldiging W.G. Vergouw.
Peninjauan kembali pembayaran cuti W.G. Vergouw.
23 April 1924 19 September 1929
1 omslag

Licht beschadigd

CD6/62/6

Verzoek gediplomeerd gezaghebber bij het Binnenlandsch Bestuur J. Voorhamme
om zyne benoeming tot gediplomeerd gezaghebber te doen ingaan op April 1928.

Permohonan pejabat berlisensi diploma dalam satuan Departemen Binnenlandsch
Bestuur per April 1928.

2 Juni 1927 ~22 November 1929

1 omslag

CD6/57/23

Toekenning vershil activiteitsbezoldiging en voorloopige bezoldiging aan den
ambtenaren algemeene bestuurdienst in het gouvernement der Molukken, S. J.
Ottow.

Pemberian remunerasi untuk berbagai aktivitas dan juga kepada para pegawai negeri
di dinas pemerintahan Molukken, S. J. Ottow.
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823.

824.

825.

826.

827.

6 September 1928 ~26 Oktober 1929

1 omslag

CD6/2/20
Vacature Assistent-Resident Batoeradja voor J.W.Th. Heringa.
Posisi Asisten Residen Batoeradja untuk J.W.Th. Heringa.
20 Juni 1928 ~25 Maret 1929

1 omslag

CD6/7/1

Wijziging ingangsdatum buitenlandsch verlof van den gedipl. gezaghebber
Binnenlandsch Bestuur H. van Doornum.

Perubahan tanggal mulai cuti luar negeri pejabat diplomat Binnenlandsch Bestuur,
H. van Doornum.

5 Oktober 1917 -5 Februari 1929
1 omslag

Licht beschadigd

CD6/4/12
Eervol ontslag uit 's Lands dienst van J. Kapteyn.
Pemberhentian dengan hormat dari dinas negara atas nama J. Kapteyn.
14 Agustus 1931 “9 Maret 1937

1 omslag

CD6/43/18

De intrekking benoeming tot controleur bij het Binnenlandsch Bestuur en plaatsing
in Gouvernement Oostkust van Sumatra van Mr. A. de Man.

Pencabutan penunjukkan Mr. A. de Man untuk menjadi Kontrolir Binnenlandsch
Bestuur dan penempatan di Gouvernement Oostkust van Sumatra.

8 Agustus 1932 ~29 Desember 1934

1 omslag

CD6/34/21
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828.

829.

830.

831.

De bereking diensttijd van E. J. Burger, Controleur bij het B. B. te Bindjei.
Perhitungan masa bakti E. J. Burger, Kontrolir Binnenlandsch Bestuur di Bindjei.
27 Juni 1914 ~30 Mei 1929

1 omslag

CD7/14/3

Vaststelling diensttijd en bezoldiging Mevrouw H.A.E.K. van der Swan geboren de
Kiewit, commies op het gouverneurskantoor te Semarang.

Pengangkatan Ny. H.A.E.K. van der Swan/de Kiewit sebagai juru tulis di kantor
gubernur di Semarang.

31 Desember 1926 -~ 14 Juni 1929

1 omslag

CD7/3/13

Herziening Dberekenden dienstijd van den tijd wezenden klerk op het
Residentiekantoor te Tjilatjap, Ch.B. van der Voort, niet eerol uit's lands dienst
ontslagen commies te Makasser.

Peninjauan kembali perhitungan masa dinas mantan juru tulis di Kantor Residensi
Tjilatjap, Ch.B. van der Voort, yang diberhentikan secara tidak hormat sebagai
Komis di Makasser.

5 November 1914 - 21 Januari 1929

1 omslag

CD7/7/5

Herziening dienstijd van de commiezen bij den algemeenen kantoordienst van het
Binnenlandsch Bestuur in het gouvernement Djokjakarta P.Th. A. Kalkhove en
Mej.J.M.L. Jansz.

Revisi masa kerja pegawai-pegawai kantor Binnenlandsch Bestuur di gouvernement
Djokjakarta P.Th.A. Kalkhove dan Mej.J.M.L. Jansz.

1 Maret 1919 - 31 Maret 1930

1 omslag

CD7/23/8

Inzake verlofshesluit J.F. de Blouwe fd. Iste. commies residentiekantoor Kediri.
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832.

833.

834.

835.

Berkas terkait keputusan cuti J.F. de Blouwe, Komis Pertama di Kantor Residen
Kediri.

5 November 1927 -17 Juli 1929
1 omslag

Licht beschadigd

CD7/1/13

De ter berschikkingstelling van een ambtenaar van bijzondere werkzaamheden aan
den Resident van Soerabaja.

Pemberian tugas-tugas khusus pegawai negeri kepada Resident Soerabaja.
29 Agustus 1922 -7 Januari 1929

1 omslag

CD8/11/18

Persoonlijke zaken lijst van diverse personen definitive benoeming van N.Neyhalf,
De Costa, F. Lagerwey, G. de Lassaguede, enz tot adj. gewees te Medan.

Daftar urusan personalia beberapa orang, pengangkatan definitif N. Neyhalf, De
Costa, F. Lagerwey, G. de Lassaguede, dll sebagai Ajun Daerah di Medan.

24 Februari 1928 ~18 April 1929
1 omslag

Lihat juga bundel : AB4/3/14, 1929

CD8/8/15

Opname in 's Lands vansten dienst van tijdelijke Europeesche landsdienaren bij den
Kantoordienst van het Binnenlandsch Bestuur in de Residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo.

Pencatatan dalam kedinasan para pegawai sementara berkebangsaan Eropa di
kantor dinas Departemen Binnenlandsch Bestuur di Residentie Zuider- en
Oosterafdeeling van Borneo.

10 November 1930 ~20 April 1939

1 omslag

C8/47/18
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836.

837.

838.

Nopens vervanging van J.P. Stoelman, laatstelijk op maandgeld werkzaam op het
residentiekantoor te Pangkalpinang voor het verrichten van archief- en andere
werkzaamheden van tijdelijken aard.

Berkas mengenai pergantian J.P. Stoelman, terakhir menjadi pegawai temporer di
kantor Residensi Pangkalpinang, untuk mengurus kearsipan dan pekerjaan lain yang
bersifat sementara.

30 Oktober 1926 - 20 Desember 1929
1 omslag
Licht beschadigd

Lihat juga bundel 11 CD16/1/19/1930; bundel 111 CD89/2/9/1931; bundel 1V
CD60/54/10/1938.

CD8/11/14

Het verzoek van A. Lumintang gewezen klerk om toekenning van eenig pensioen en
of onderstand.

Permohonan A. Lumintang, mantan juru tulis, atas masa pensiun dan tunjangannya.
29 Mei 1896 10 Agustus 1935
1 omslag

met dienstbriefmet kaarten

CD8/27/24

Het verzoek van den gewezen Expediteur op het Residentiekantoor te Sibolga J. W.
Hendriks om eervol ontslag.

Permohonan pemberhentian dengan hormat mantan Ekspeditur Kantor Residen di
Sibolga, J. W. Hendriks.

1 Agustus 1921 - 25 Juni 1929
1 omslag

met dienstbriefmet kaart

CD9/15/7

Voorstel tot benoeming van den adjunct-controleur bij de Centrale Kas C. Heyer tot
controleur en den controleur L.H.P.S. Makaliwy tot adjunct-inspecteur bij die
instelling.

Usulan penunjukkan Ajun Kontrolir di Kas Sental, C. Heyer sebagai Kontrolir dan
Kontrolir L.H.P.S. Makaliwy sebagai Ajun Inspektur di instansi tersebut.
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839.

840.

841.

842.

12 November 1923 -28 Desember 1928
1 omslag

Licht beschadigd

Lihat juga CD43/1/23/1938

CD9/2/7
De personeelsvoorziening van het Kantoor voor de Bevolkingsrubberrestricttie.
Daftar pegawai Kantor untuk pembatasan karet penduduk.

24 Februari 1936 -9 September 1939

1 omslag

CD10/2/9
Sollicitatie candidaat Indisch Ambtenaar.
Lamaran kandidat pegawai bumi putera.
29 Mei "7 Juli 1936

1 omslag

CD12/35/17
Telegrams over vacatures.
Telegram mengenai lowongan pekerjaan.
24 Oktober 1929 ~16 Juli 1930
1 omslag

Licht beschadigd

CD13/5/7

Persoonlijke zaken lijst van diverse personen verziening toelaf in verband meet de
invoeling der H.B.B.L 1934 te Semarang, Buitenzorg, Soerabaja enz.

Daftar urusan personalia berbagai orang yang mendapatkan surat keterangan
sehubungan dengan pemberlakuan H.B.B.L 1934 di Semarang, Buitenzorg,
Soerabaja.

6 Agustus 1928 ~13 April 1934

1 omslag
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843.

844.

845.

846.

CD13/22/8
Betreffende diensttijd van den Controleur 1ste klasse F.L. van Driest.
Berkas terkait masa dinas Kontrolir Kelas Pertama, F.L. van Driest.
24 Desember 1926 ~1 Mei 1929

1 omslag

CD13/9/24

Inpassing in de Bezoldigingsregeling Burgerlijke Lansdienaren 1938 van het
kantoorpersoneel in de Groote Oost.

Penyesuaian peraturan penggajian pegawai negeri sipil tahun 1938 di kantor Groote
Oost.

28 Maret 1934 ~28 Juni 1941
1 omslag

Licht beschadigd

CD13/27/12
Toekenning tractementsverhooging aan commies G.J. Kairupan.
Persetujuan kenaikan gaji pegawai G.J. Kairupan.
27 Oktober 1924 -6 Juni 1929
1 omslag
Licht beschadigd

Lihat juga bundel I Besluiten C20/1/5/1928; bundel 111 Besluten CD/20/3/7/1929;
bundel IV Besluiten CD8/20/17/1930; bundel V Besluiten CD33/2/23/1931;
bundel VI CD53/7/21/1933; bundel VII CD7/15/5/1936.

CD13/22/22
Toekenning weddeverhooging van den Assistent Resident A.Th. van Ginkel.
Persetujuan kenaikan gaji Asisten Residen, A.Th. van Ginkel.
25 Februari 1925 ~25 April 1929
1 omslag

Licht beschadigd
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847.

848.

849.

850.

851.

CD13/8/15
Inpassing van het B.B. kantoorpersoneel in de Buitengewesten.
Penyesuaian pegawai kantor Binnenlandsch Bestuur di Buitengewesten.
14 April 1938
1 band

CD13/4/18
De den persoon genoemd in den bij besluit behoorden staat.
Orang yang disebut dalam surat keputusan negara.
29 Oktober “4 Maret 1938

1 omslag

CD13/48/9

De berekening van den voor wedeverhoogingen gelden den diensttijd van den len
klerk bij het Departement van B.B. Mas Soerachmad.

Perhitungan kenaikan gaji sesuai masa bakti juru tulis kelas pertama di Departemen
Binnenlandsch Bestuur, Mas Soerachmad.

9 Maret 1926 ~28 September 1929

1 omslag

CD15/1/19

Voorstel uitleiding formatie Kantoor Particuliere Landerijen met 2 typisten tegen
vermindering met 4 machineschrijvers 1ste klasse.

Usulan formasi Kantor Perkebunan Partikelir dengan dua orang juru ketik atas
adanya pengurangan empat juru ketik kelas pertama.

9 Agustus 1926 -8 Februari 1929

1 omslag

CD16/13/1
Bericht terugkeer van Mr. A. Mieremet.
Berita kembalinya Mr. A. Mieremet.
7 November -7 Desember 1935
5 stukken
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852.

853.

854.

855.

856.

CD16/1/2

Persoonlijke zaken lijst van diverse personen A. de Velde, J.Y.C van de Peyl en
Veling Buitenlandsch verlof van den inspecteur van politie 1ste klasse.

Daftar personalia beberapa orang A. de Velde, J.Y.C. van de Peyl dan Veling Cuti
luar negeri Inspektur Polisi Kelas 1.

22 Desember 1936 - 24 November 1937

1 omslag

CD16/1/19
Personeelvoorziening en bezuiniging op personeelsuitgeven voor het jaar 1931.
Penyediaan pegawai dan pengurangan belanja pegawai tahun 1931.
8 Januari -9 Desember 1930
1 omslag
Lihat juga bundel I: CD8/47/18; bundel 111 CD89/2/29; bundel 1V: CD60/54/31

CD16/9/16
De contributie ingevolge artikel 32 van J.B.F. SARTORIUS.
Kontribusi dalam pasal 32 dari J.B.F. Sartorius.
10 Mei 1926 - 26 Agustus 1935

1 omslag

CD20/3/25
Verzoek om schadeloosstelling van den fd. controleur bij het B.B., J.M. Swart.
Permohonan kompensasi Kontrolir Binnenlandsch Bestuur, J.M. Swart.

19 Desember 1919 ~19 Juni 1929

1 omslag

CD20/3/7

Toekenning schadeloosstelling wegens derving van hoogere inkomsten aan
Mohamad Nawi Harahap.

Persetujuan pemberian kompensasi atas kerugian pendapatan yang lebih tinggi
kepada Mohamad Nawi Harahap.
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857.

858.

859.

860.

10 Mei 1927 - 20 Juni 1929
1 omslag

lihat juga: bundel I: Besl. C20/1/5/1928; bundel 11 Bels. CD13/27/12/1929; bundel
IV Besl. CD8/20/12/1930; bundel V Besl. CD33/2/23/1931; bundel V1 Besl.
CD53/7/21/1931; bundel VI1I Besl. CD7/15/5/1936.

CD21/1/2

Voorstel tot toekenning van een gratificatie van f.1250 aan de Tolk voor de
Japansche taal, G. H. de Heer.

Usulan pemberian gratifikasi sebesar 1.250 kepada Juru Bicara bahasa Jepang, G.
H. de Heer.

17 Oktober 1918 29 Desember 1928

1 omslag

CD22/2/8

Conduitebeoordeeling over 1928 van de Assistent Resident bij den Algemeene
Bestuurdienst in het Gouvernement der Molukken, G. Topzand, thans Assistent
Resident bij den Algemeene Bestuurdienst in de Provincie Midden-Java.

Penilaian kinerja tahun 1928 dari G. Topzand, kini menjabat sebagai Aseisten
Residen Dinas Pemerintahan Midden-Java.

31 Maret 1927 ~21 April 1931
1 omslag

Licht beschadigd

CD23/8/11

Conduite-beoordeeling controleur haar over 1929 en inzake Noesa Penida
motorboot.

Penilaian Kinerja kontrolir tahun 1929 dan berkas mengenai perahu motor Noesa
Penida.

16 Oktober 1930 28 Juni 1931

1 omslag

CD24/3/12
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861.

862.

863.

864.

Klachten van W.V.M. Brinkman, hoofd der particuliere H.Ch. School te Ngandjoek,
tegen C.G.E. de Jong, Assistent Resident aldaar, tevens voorzitter der Particuliere
Ngandjoeksche Schoo